
PROGRAM BEBAS PEREDARAN UANG (BPU) SEBAGAl 
SALAH SATU MANAJEMEN PENGAMANAN DI LAP AS 

KLAS llA SALEMBA JAKARTA 

TESIS 

Dlajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains 

OKTA FlTRIANSYAH 

NPM. 0706192686 

UNIVERSITAS INDONESIA 

PROGRAM STUDI KAJIAN llMU KEPOLISIAN 

PROGRAM PASCASARJANA 

JAKARTA, T AHUN 2609 

Program Bebas..., Okta Fitriansyah, Pascasarjana UI, 2009



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

Tesis lni adalab basil karya sendi.ri, 

dan semua sumber baik yang dikutip ntaupun dirujuk 

Ielah saya nyatakan dengan benar. 

Nama 

NPM 

Tanda Taogan 

Tanggal 

: 

OKTA FITRIANSYAB 

07061~ 

Iii 

Program Bebas..., Okta Fitriansyah, Pascasarjana UI, 2009



Tesis ini diajukan 

Nama 

Nomor Mahasiswa 

Program Studi 

Judul Tesis 

HALAMAN PENGESAHAN 

OKTA FITRIANSY AH 

0706192086 

Kajian Ilmu Kepolisian 

iv 

Program Bebas Peredaran Uang (BPU) sebagai Salah 
Satu Manajemeo Pengamanan di Lapas Klas IlA 
Salemba Jakarta 

Telah berbasil dipertahankan dl hadapan Dewan Penguji dan diterlma sehagal 
bagian persyaratan yang dipedukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada 
Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Indonesia. 

DEWANPENGUJI 

Pembimbing I Dr. Rycko A. Dalmiel, M Si -( ..... ····· ....................... ) 

Pembimbing II Drs. Johannes Sutoyo, MA 
~~c?--,: 

......................... ) 

Penguji Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, PSi 
\_ ~V-1. c"k"-/'.1.<"> 
( ................................. ) 

Penguji Prof. Dr. Koesparmono lrsan ( ........................... .. 

Ditetapkan di 

Tanggal 

Program Bebas..., Okta Fitriansyah, Pascasarjana UI, 2009



v 

KATAPENGANTAR 

Syukur albamdulillah penetili panjatkan kehadimt Allah S.W.T, karena 

atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat meayelesaikaa tesis ini tepat pada 

waktunya. PenyusUJlllll tesis ini merupakan tugas akbir dari penetiti, yang 

dilalrukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan nntuk mencapai gelar 

Magister Sains (MSi) Kajian llmu Kepolisian Kekhususan Manajemen Security, 

Universitas Indonesia. 

Peneliti sangat menyedari dalam penulisan tesis ini jauh dari sempuma, 

karena terbatasnya waktu, kemampuan dan terdapatnya berbagai bambatan yang 

dimiliki, maka peneliti mernbuka diri dan mengharapkan saran atau kritik yang 

sifatnya membangun nntuk penyempurnaan tesis ini. 

Pada kesempatan ini seoar.t klmsus penelili menguoapkan terima kasih yang 

sebesar-besamya kepada : 

L Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi, selaku Ketua Program Kl!jian llmu 

Kepolisian, Program Pasca Saljana Universitas Indonesia; 

2. Prof. Dr. Rycko A. Dahniel, M Si, selaku dosen pembimbing l dan Drs. 

Johannes Sutoyo, MA, selaku dosen pernbimbing II yang telah sudi 

meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan blmbingan dalam 

penyusunan tesis ini; 

3. Pro£ Dr. Sarlito W. Sarwono, P Sl, dan Prof. Dr. Koespannono lrsan., selaku 

tim pengojl tesis ini dan telah memberikan banynk sekali kritik dan saran 

untuk kebaikan tesis ini; 

Program Bebas..., Okta Fitriansyah, Pascasarjana UI, 2009



vi 

4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Sekretariat Program Pascasrujana, Program Kajian 

llmu Kepolisian yang telah memberlkan ilmu pengetahuan., bimbingan dan 

bantuan selama perkuliahan; 

5. Semua rekan sejawat mahasiswa Program Pascasarjana K>Yian llmu 

Kepolisian kekhu.susan Manajemen Security; 

6. Pejabat dan staf pada Lapas Khls IJA Salemba Jakarta yang tclab memberlkan 

bantuan moril dan materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini; 

7. Istriku Sri Ekayanli.SH, anakku M. Ariq Arkan, serta selurub kelwu-ga 

tercinm, yang tclab memberikan semangat, dorongan dan do'a, sebingga 

peneliti dapat menyelesaikan peodidikan ini dengan baik; 

8. · Semua pihak lainnya yang tidak dapat peneliti cantumkan satu pet>atu dalam 

kesempatan ini, yang telab ikut memberlkan bantuan baik moril manpnn 

materil. 

Semoga Allah SWT memberlkan balasan setimpal atas segala amal baik dan 

bantuannya yang telah diberlkan kepada peneliti. 

Peneliti, 

Okta Filriansyah 

Program Bebas..., Okta Fitriansyah, Pascasarjana UI, 2009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

TUGAS KAHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI 

vii 

Sebagai sivitas akadmeik Universitas Indonesia, saya yaag bertanda Iangan di 
bawahini: 

Nama : Olcta Fitriansyab 

NPM : 0706192086 

Prognun Studi : Kajian Umu Kepolisian 

Fakultas : Umu Sosial dan Umu Politik 

Jenis Karya : Tesis 

Demi pengembangan Umu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Indonesia Bak Behas Royalli Noneksldusif (Non-exlusive Ruyalty­
Free Righf) atas karya ilmiab saya yang berjudul : 

Program Beba.s Peredaran Uang (BPU) sebagai Salah Satu Manajemen 
Penganranan dl Lapas K1as IJA Salemba Jakarta 

beserta perangkat yaag ada Gika diperlukan). Dengan Hak Bebes Royalti 
Noneksldusif Ill! Universitas Indonesia berbak meny[mpaa, 
mengalihmedialfotmatkan, mengelola dalam beotuk pangkalan data (database), 
merawat, dan memublikasikan tugas aldrir saya tanpa meminta izin dari saya 
selama tetap mencanb1mkao nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai 
pemilik Hak Cipta. 

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

Dibuatdi 

Pada Tanggal 

Jakarta 

Yang menyatakan 

(OKTA FITRIANSYAH) 

Program Bebas..., Okta Fitriansyah, Pascasarjana UI, 2009



Nama 

ProgramStudi 

Judul Tesis 

viii 

ABSTRAK 

OKTA FITRIANSYAH 

Kajian Ilmu KepoUsian 

Program Bellas Peredaran Uang (BPU) sebagai Salah Satu 
Manajemen Peogamanan di Lapas Klas IIA Salemba 
Jakarta 

Fenomena peredaran uang di Lembaga Pemasyarakatan secara formal 
tidak dilarang. WalaupUD hal itu tidak secam nyata-nyata diatur dalam Undang­
undang Nomor 12 Tabun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan 
bunyi Reglenren Peojara pasal 27, yang lntinya melarnng adanya bubungan 
keuangan anlara penghuni Peojara dengan pegawaL O!eb sebab ituJab setiop 
pengbuni diwojibkml menitipkml uanglbarangnya rnelalui Regisrer D. Setiap 
kebutuban pengbuni terotama untuk menambab sedap-sedapan, di akomodasikan 
melalui regulasi pengelolaan register ini. Dengan cara dilayani oleh petugas 
secara kelembagaan, tidak dilayani oleb petugas secara perorm~gao. Namun 
walaupun secara formal aturan ini tidak diadopsi oleb pereturan yang sekaraug 
ada, akan tetapi dipereaya, babwa peredaran uang di dalam Lembega 
Pemasyaraketan!Rutan selalu menjadi "somber masalab" te!jndinya gangguan 
keamanan ekihat adanya kolusi antam pengbuni dengan petugas. Oleh kerena 
itulab peredaran aang di dalam Lembega Pemasyarakataru' Rutan, dilarm~g. 

Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab 
yaitu bagaimana Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IJA 
Salemba Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi Program Bebas peradatml 
Uang (BPU) di Lapas Klas IJA Salemba Jakarta. Metode yang digunakan adalab 
metode kualitatif dangan wawancara menggunakan pedoman wawancara. 
lnfonnan penelitian edalab petngas dan narapidana, dengan lokasi penelirtan di 
Lapas Klas IJA Salemba Jakarta. 

Berdasarkml basil penelirtan ditemukml babwa program Bebas Peredaran 
Uang (BPU) dilaksanakan oleb Sub Seksi Registrasi dan Koperasi Pegawai Lapas 
Klas IJA Salemba Jakarta. Prognun Bebas Peredaran Uang (BPU) dilaksanakan 
dengan menggunakan Buku Tabungan, dan Kupon BPU sebagai alat transaksi 
pengganti uang tunai. Penelitian ini juga menemukan babwa Program Bebas 
Peredaran Uang (BPU) mampu menjadi salab satu manajemen pengamanan untuk 
mencegab terjndinya ancaman dan ganggnan keamanan yang bersumber dari 
baredamya aang tunai. Dabun pelaksanaannya program Bebas Peredaran Uang 
(BPU) terkeodala oleh keterbatasan somber daya maausia petngas, sarana 
prasarana dan kendala s1ruktur birokrasi. 

KataKunci; 

Bebas Peredaren Uang. Lapas, Keamanan 
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ABSTRACf 

OKTA FITRIANSYAH 

Polite Science Studies 

Free Distribution of Money (BPU) for Security 
Management in prisons KJas 1M Solemba Jakarta 

The phenomenon of /he circulation of money in the Penitentiary not 
formally banned Altheugh It is not obviously regulated in Law Numher 12 Year 
1995 Abaut the Penitentiary. This is different from the sound of Prison Reglemen 
article 27, which essentially prohibits financial relationships between prison 
lrrmates by staff That is wey all inmates are required to deposit money I 
merchandise through register D. Each inmate needs to add delicious especially­
"sedapan ", accommodated through the regulatory management of these regiSters. 
It is served by the institutional staff not served by individual officers. But despite 
these formal rules are not adapted by existing regulations, bat believed, tbnt the 
circulation of money ln the peniientiary has always been "a troublemaker" 
sec:urity interference as a result of collusion between the inhabitants of the 
officers. Hence the circulation of money In the Penitentiary, is prohibited 

In this study two research questions to be answered ore how the program 
of the Free Distribntion of Money (BPU) in z-1 Class Lopas Solemba Jakarta and 
the factors thai influence the programm of circulatory Free Money (BPU) in 
Lapas K!as IIA Salemba Jakarta. The method used is a qualitative method with 
interviews using interview guidelines, Research informants are officers and 
inmates, with research sires in ;rut Class Lapas Salemba Jakarta. 

Based on the research results found that the programm of the Free 
Distribution of Money (BPU) conducted by the Sub Seksi Registrasi and Koperasi 
2"" Class Lopas Solemba Jakarta. Free Distribution of Money Programm (BPU) 
is carried out by using the Book Savings, and Coupons BPU as a substitute for 
cash transactions. The study also found that the Free DistribuJion of Money 
Programm (BPU) could be one of the security management to prevent security 
threats and disturbances resulting from the circulation of cask In the execution of 
the Free Distribution of Money Management (BPU) is constrained by limited 
human resources personnel, infrastructure and bureaucratic structure 
constraints. 

Keywords: 
Free Distribution of Money, Prison, Security 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Permasalaban 

Lembaga Pemasyarakatan merupakan miniatar kebidupan masyamkat 

pada umumya, yang membedakan banyalab ruang gerak para pengbuni atau 

narspidana/ tahanan yang dibatasi oleh tembok pemhatas dengan masyamkat luar. 

Kebidupan di dalanmya tidal< jauh berbeda dengan kebidupan di masyarakat !uar, 

dimana adat istiada~ norma-norma, atunm-aturan sebagai suatu pela tingkah laku 

yang mengikat mereka. Narapidana merupakan sekumpulan orang yang sama­

sama menjalankan pidana dalam knrun waktu tertentu. tinggal di tempat yang 

sama, mempunyai atunm yang sama biogga kegiatan harian yang diatur 

sedemikiao rupa, boleh dikatakan setiap laogkah mareka diatur oleb peraturan 

yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Goffinan meoggambarkan hahwa 

karakteristik yang terdapat dalam lingkungan penjara tradisional adalah sama 

dengan rumah sakit jiwa dan organisasi militer m~adi satu institusi total (total 

institutions) yang menampung dan mengatur hidup orang banyak di dalamnya 

secara seragam (Goftinao, 1961 : xiii). 

Kehidupan dalam Lembaga Pemasyerakatan tidak ter!epas dari adanya 

konflik, baik antar sesama narapidana, narapidana dengan petugas maupun 

narspidana dengan aturan dalarn lapas. Konflik antara sesama narapidana 

misalnya dalam hentuk perkelahian antar narapidana ataupun kekerasan antara 

narapidana konflik narapidana dengan petugas, yaitu misalnya adanya pemerasan 

Universitas Indonesia 
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oleh petugas, sementara konfiik """'!'idana deogan atunm wujudnya antara lain 

sikap enggao nampidana untuk mengikuti program pembinaan yang dilakukan 

hingga melakukan pelanggarnn tata tertib. 

Salah satu bentuk konflik di Lembaga Pemasyamkatan terutama 

disebahkan rnasalah "uang". Hal ini misalnya kerusuban besar yang melanda 

Lepas Klas I Cipinang pada talmn 2001, diawali oleh adanye pemalakan uang oleh 

ebrlslsuku tem:nlu yeag menyebahkan etn.islsuku yeag Jain mareh (Kompas, 22 

Mamt 2001 : 1). Konflik lain y!lllg muncul dari beredarnya uang di Japas adalah 

peredamn narkoba dan obat-obatan yang berbehaya di ling)rungan lapas. 

Narapidana dapat dengan mndah mengeodalikan bisnis narkoba, memesan lanang 

dengen menggunakan telepon selular yang did3Patkan dengan ukumodasi petugas 

juga dengen uang. Telepoa selular adalah ala! komunlkasi yang paling efektif 

dalam menga!Ur peredamn narkotika dan obat-obatan (narkoba) di dalam lapas 

(Nurrachman, www.okezone.corn, 14 November 2007). Pernn okoum petugas 

sangat besar dalarn hal ini, karena para rmrapidana membertkan "tips" yang cukup 

besar untuk setiap transaksinya. Tips untuk petugas bisa sarnpai Rp. 200.000,- dan 

pada kenyataannya juga batga narkoba lebih murah dibandingkan dengan di luar, 

kntakanlah satu gram ubas (sabu), jika diluar berharga Rp. 1,2 juta, di dalarn LP 

cukup dengan Rp .. 800.000,- (Khairina dan Kuntari, www.ikonbali.org, 24 

November 2007). 

Kondisi diatas kemudian ditambah dengan adanye pnngutan liar dalam 

pengurusan hak-bak narapidana seperti Remisi, Pembebasan Bersyerat (PB), Culi 

Bersyarat (CB) dan Jainnya. Terdapat oknum petugas yang siap mem:fasilitasi 

Univenltas Indonesia 
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keuangan narapidana, kemudian adanya telepon selular juga memudahkan 

trnnsaksi keuangan secara elektronik. <hunbaran diatas adalah mencermlnkan 

sebagian kecil kebidupan nyata di dahun Lembaga Pemasyaraketan. dapatlab 

dilibat bahwa pangkal dari pelanggaran tata tertib di lapas pada umunanya 

bersumber dari tidak adanya penataan keuangan narapidana yang bemldbat pada 

bampir setiap selctor kebidupan narapidana. 

Untuk mencegah terjadinya praldik sogok-menyogok, pemerasnn bingga 

peredaran narkoba di dalam lapas, Departemen Hukum dan HAM RI 

mencanangken kempanye Bebas Peredarao Uang (BPU) di dalam lapas/rutan. 

Sebanyak 27 lapaslrullln yang terseber di Provinsi Lampung, Bantan. Jakarta, 

Jawa BatS!, Yogyakartll, dan Jawa Timur sudah dinyatakan bebas peredaran 

uang, dan empat lagi sedang dahun proses yakei LP kelas n A Narketike Jakarta, 

LP ll B Cianjur, LP ll B Ciamis, dan Runtab Tabanan Demak. Demik:ian 

dikemukakan Menteri Kebakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan Direktur 

Jenderal Pemasyarakatan Mardjaman saat pemberian remisi nasional di Lembaga 

Pemasyarakallln NarkotikeJakarta. (www.antikQ!ll!'§i.org). 

Fenomena peredaran uang di Lembaga Pemasyarakellln seodiri, 

sebenamya secara formal tidak dilaraog. Dalam arti babwa hal itu tidak secara 

nyata-nyata diatur dahun Undang-urulang Nomor 12 Tabun 1995 Tenlllng 

Pemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan bunyi Reglemen Penjaza pasal 27, yang 

intinya melarang adanya hubungan keuangan antara pengbuni Penjara dengan 

pegawai. Oleh sebab itulab setiap penghuni diwajibkan menitipkan 

uaaglbarangnya melalui Register D. Setiap kebutuhan pengbuni terutama untuk 
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menambah sedap-sedapan, di akomodasikan melalui regulasi pengelolaan register 

ini. Dengan cara dilayani oleh petugas secara kelembagaan, tidak dilayani oleh 

petugas secara perorangan. Nam.un walaupun secara formal aturan ini tidak 

diadopsi oleh peraturan yang sekarang ada, akan tetapi dipercaya, bahwa 

peredaran uang di dalam Lembaga Pemasyarakatan!Rutan selalu menjadi "sumber 

masalah" terjadinya gangguan keamanan akibat adanya kolusi antara penghuni 

dengan petugas. Oleh karena itulah peredaran uang di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan/ Rutan, dilarang. 

Tetapi dalam pelaksanaannya, pengelolaan atau penataan keuangan milik 

narapidana dalam bentuk mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) tidakiah 

mudah seperti membalikkan tangan kita, banyak kendala atau hambatan yang 

ditemui dalam pelaksanaannya baik datangnya dari petugas, narapidana itu sendiri 

maupun masyarakat 

Faktor lemahnya kontitmen dan petugas yang tidak kompeten menjadi 

faktor utama gagalnya penataan keuangan narapidana melalui mekanisme Bebas 

Peredaran Uang (BPU) dan pada akhirnya BPU banyalah sekedar ada. Contoh 

kurang berhasilnya BPU adalah pada Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Lapas Klas 

IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur. Khusus pada Rutan Klas I Jakarta Pusat 

berdasarkan Penelitian Catur Budi Fatayatin (2005 : !OJ) menyebutkan surnber 

masuknya uang tunai ke Rutan walaupun telah diterapkan penataan keuangan 

narapidana melalui mekanisme BPU, yaitu : 

Lewat kunjungan; 

Lewat jasa petugas; 
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- Lewat telfon langsung ke keluarga; 

Lewat ATM milik petugas maupun warga biruum; 

Lewat penjualan aomor voueher/pulsa yung dikirim oleh keluarga; 

Hal-hal diams merupakan fuktor pendakang pereda:ran uang tuDai di lapas. 

Jill ingin melakukan penat&m keuangsn narapidana, maka selayalmyalah fuktor­

fhltor diatas dijadikan sebagai fokus utama penertiban dan pengawasan. 

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan tesis ini, peneliti tertarik 

mernilib judul "Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) Sebagai Salah 8oJu 

Manajenum Pengamanan di Lapas Klas IIA 8a/emba Jakarta". 

1.2. RUIDWIIID Masalah 

Beragamnya latar halakang kehidupan narapidana, baik itu Jatar belakang 

kusus, suku/etnis, agama dan lainnya merupakan fuktor nyata dari keberadaan 

Lembaga Pemasyarakatan sebagai minatur masyarakat. Disana juga terdapat 

berbagai kebutuhan dan kepentingan narapidana dalam rangka mempertahankan 

hidupnya selama dalam lapas. 

Dalam rangka hal tersebut narapidana akan menjaga hubungannya dengan 

petugas yang mau memfasilitasi kebutuhannya dengan imhalan uaug, dan 

menjaga hubungannya dengan sesama narapidana yang juga ditentukan oleh uang. 

Arus peredamn uang yang tidak terkontrol haik oleh narapidana maupun :fusilitasi 

oleh petugas berak:ihat pada gangguan keamanan dan ketertiban seperti pemerasan 

oleh sesama nampidana dan oleh petugas, hal ini juga berdampak pada proses 
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pembinaan narapidana, narapidana dengan uang yang dimilikinya memsa enggan 

untuk mengikuti kegialan kerena merasa semua bisa diatur dengan uang. 

Untuk mengatur tala perikebidupan narapidana dalam lapos make dibuat 

program-program kegialan dalam mngke peningketan tugas pnkok dan fungsi 

lapas. Dianttu:lmya misalnya program Bebas Peredarnn Uang (BPU) yang 

diprogram sebagai program panalann keuangan narapidana, program 

pemberantasan pungalan-pnngutan liar dan program peningketan pelayan.an 

kesehallln narapidana. namun program-program tersebut dalam kenyataannya 

belum menunjukkan basil dan tujuan yang optimal. lndikatumya adalab masih 

terdapa!nya ruu:apidana yang menggunaken uang tuoai di dalam lapas denj!llll 

didnkung oleb sikap petugas yang setengab bali menjalanken program dan masih 

merajalelanya pungutan-pungutan Har dalam pangurusan bak-hak ruu:apidana 

seperti remisi, Pembebasan Bersyarat (PB) dan lainnya. 

like kondisi dalam lapas ini tidak kondusif make tujuan pembinaan akan 

sulit tercapai. Dalam usaba untuk mencapai keamanan dan ketertiban serta 

tercapainya tujuan pembinaan make dibutuhkan suatu manajemen lapas yang baik 

yang mampu mengakomodir keuangan narapidana tanpa melanggar bak-bak 

narapidana. 

1.3. Pertanyaan PeneUiian 

Berdasarken umian pada sub bab sebelumnya make dalam penelitian ini, 

peneliti ingjn mengungkepken fenomena dalam bentuk pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 
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Bagaimana program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Salemba? 

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi program Bebas Peredaran 

Uang (BPU) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba? 

1.4. Ttquan Penelitian 

Adapllll yang meqjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui program Bebas Peredamn Uang (BPU) di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Salemba 

2. Mengetahui faktor-fuktor yang mempengaruhi program Bebas 

Peredamn Uang (BPU) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba. 

1.5. Kegunaan Penelilion 

Setelah penelitian ini dilabanakan dan mendapatkan basil, maka peneliti 

memplll!yal barapan akan dapat memberikan masukan terbadap dunia akademik 

maupun dunia praktis sebagai berikut : 

a. Terhadap Kepenlingan Dnnia Akademik 

Sebagai pengembangan dunia ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan 

hidang Dmu Pemasyarakatan sehingga faktor-faktor kelemahan antam 

peraturan dan praktek akan mudah diketabui dan dengan demikian akan 

timbul suatu pemikiran bagaimana cw:a penyelesaian yang tepat dengan 

didasarkan perundang-undangan yang barlaku. 
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b. Terhadap Kepenlingan Dunia l'raktis 

Dihampkan akan timhul rasa tanggung jawab dan lrebati-hatian dalam 

pengelolaan serta dalam menyelesalkan masalah hal ini mengmgat bahwa 

dampak yang ditimbulkan berkaitan d<lngan pelanggaran hak asasi manusia. 

1.6. Sistematika Penelilian 

BAD I. Pendalmluan 

Pemhahasan dalam bab ini melipali la!ar belal<ang masalah, rumusan 

masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelilian, dan 

sistematika penelitian. 

BAD D. Tlnjauan Puataka 

Bah ini memuat tentang land<lsan-landasan tenri yang mcndnkwlg dan 

bethubnngan dengan penclitian yang dilakukan, dalam bah ini juga 

dibahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAD Ill. Gambaran Umum Lolmsi l'enelition 

Bah ini meuguraikan tentang ~arab, Jokasi dan kondisi lolresi penelitian, 

struktur organisasi, jumlah petugas dan jumlah peugbuni Lapas Klas llA 

Salembo Jakarta 

BAD IV. HasH Penelilian 

Bah ini berisi tentang temuan-temuan di lapangan yaitu basil penelitian 

tentang lllOillliemen pengelolaan lreuangan narapidana melalui mekanisme 

Bebos Peredaran Uang (BPU) di Lapas KLas IIA Salemba Jakarta 
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BAD V. AD.W.is Basil Penelitian 

Bab ini berisi analisis tentang llllllllljemen Bebas Peredaran Uang (BPU) di 

Lapas Klas llA Salemba Jakarta. Analisis dilakukan dengan memadukan 

antara hnsll penelitian dengan teori·teori yang digunakan. 

BAB VI. Penntup 

Berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang dianggap perlu. 
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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Manajemen Pengamanan 

Pengamanan ber!lsal dari kata "oman». Dalam kamus Bahasa lrulonesia, 

kata "aman" diartikan sebagai bebas dari babaya, bebas dari gangguan, terlindungi 

atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang. tidak meragukan, tidak mengandung 

rlsiko, tidak merasa takut dan khawatir. 

Berkaitan dengan pengamanan, Sheryl Staruss, menyatakon bahwa : In its 

broadest sense, security is the prevention of losses of all kinds, .from whilt ever 

cause (Strauruss, 1980 : 57). Dalam pengertian yang lebih luas keomonan dapat 

diartikan sebegai pencegaban le!badap adanya kerugian darl sebab apapun, baik 

kerugian secata fisik maupun ll()n fisik, berwujud maupun tidak 

berwujud.Gnngguan dalam bentuk fisik lebih mudah dike!ahui dan kerugia nnya 

lebih mudah diketahui dan kerugimmya lebih mudab diperlritungkan. Gnngguaa 

yang bersifill non fisik. lebih sulit diketahui dan dihilung kerugimmya. Kerugian 

secata oon fisik dapat menyangkot tentang jltlrl!SIIaD, kesempatan, kenyamananan, 

kebebasen atau kemerdekaan seseorang atau nama baik 

Supaya terhindar dari kerugian perlu dilaksanakan upaya pencegaban 

kerugian. Upaya pencegahan kerugian adalah segaia daya dan upaya guna 

mengbindarl perlstiwa atau kejadian yang tidak dilnginkan Kejadian yang tidak 
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diinginkan merupakan suatu kejadian yang dapat menyebabkan kerugian secara 

fisik dan non fisik. Kegiatan tentang upaya pencegaban kerugian meliputi 

merintangi (empede), mengusulfmenyelidiki (detect), menetapkan (asses) dan 

menetralisisr (tuJutralize). Menurut Me. Crie keamanan (security) dldefinlsikan 

sebagai berikut : "security is defined as the protection of assets from loss" 

(Crie, 2001 ; 5). Sekuriti utialab suatu upaya untuk memberikan perlindungan 

terbedap OSll<ll. - asset supaya tidak le!jadi (terhindar dati) kemgian I k:ebilangan. 

Selain itu, pengertian keamanan menurut Kelana merupakan ak:tualisasi dati 

konsep tata tentrem lrerta raharja. Arti kata aman dalam konsep tata tentrem 

kerta raharja mengandung 4 unsur pokok, yaitu (Kelana, 1994; 29): 

a. Security utialah perasaan bebas dati gangguan bail<: fisik maupun 

psykis 

b. Surety, perasaan bebas dati kbawatir 

c. Sqfety, perasaan, bebes dati risiko 

d. Peace, utialab perasaan darnai labiriah dan batiniah. 

Dengan terciptanya rasa aman maka terciptalah kegairahan kebidupan yacg 

membawa kamakmumn. 

Salah satu kaberhasilan suatu Lembega Pemasyarakatan utialah dengan 

tercapainya situasi Japes yang aman dan kondusif. Kondlsi ini tentu saja berkaitan 

langsung dengan keamanan. Uotuk itu dlperlukan suatu sistern pengsmanan yang 

bail<, tertata rapi sek:aligus menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi 

narapidana. 
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Bukanlah suatu pekerjaan mudah untuk selalu meujaga suatu Lapas yang 

dibuni oleh para pelanggar hukum (narapidana) aman dan tertib, ter:tata mpi dalam 

rnanajemen pengamanan dan lebih khusus lagi mellllla peredaran uang dalam 

Lapas. Apalagi dilihat dari minimnya fasililas kemanan, baik kundisi bangunan, 

sarona dan pras""""" serta kualilas dan kuantitas dari regu peugamanan. 

Pangamanan Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaanuya barus 

memiliki dasar hukum dan pinlnti pelaksanaan yang lruat. 

a. DasarHukum 

liD No. 12Tahun 1995 tentangPemasya!llkatan 

PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP 

- Keputusan Menteri Kehakiman RINo.M.02-PR.08.10 Tahun 1983 Tentang 

Pola Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 

- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang 

Orsunisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasya!llkatan 

PPLP (Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasya!llkatan) 

b. Pengamanan Parimeter Lapas 

Penjagaan 

- Pengamanan Blok 

Pos-pos 

Sernua petugas diberikan tugas yangjelas dan efektif 

- Penggeledahan dan pemerlksaaan 

Penempatan petugas dan lain -lain 

c. Pengembangan Kekuatan Pengamanan 
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Sura! Keputusan Menteri Kebaldman Republik Indonesia Nomor: M-02.PR.08.10 

Tahun 1983 rentang Pola Pembinaan Keamarum dan Ketortiban Deparremen 

Kebaldman rentang Pengnmarum, yaitu: 

I. Menjagn gedung dan seisinya bail< sewaktu maupun sesudahjam kantor 

2. Meojaga kebersiban lingkungan 

3. Menjaga supaya tidak teJjedi kericuhan 

4. Menjaga supaya jangan terjedi pelarian 

5. Menjaga tartib Lembaga Pemasyarakatnn, Rutan dan Tabanan lmigrasi 

Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Nomor : DP.3.3/18/14 

tanggal 31 Desember 19774 rentang Perntunm Penjagaan Lembaga 

Pemasyarakatan yang tertulis dalam Bab II Pasei 6, -g isinya: 

a. Menjagn supaya jaagnn re!jedi pelarian 

b. Menjagn supaya tidak rerjedi kericuhan 

c. Menjaga tortibnya peri kehidupan pengbuni Lapas, menjaga utuhnya 

gedung dan seisinya turatama setelab tutup kantor 

Adapun tugas pokok pengamanan sebagaimano tercantum dalam Pola 

Pembinaan narapidana dan tahanan adalah : 
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I. Kegiatan keamaoao dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal I 

mencegah sedini muogldn gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul 

dari luar maupun dari dalom lapas dan rutan (cabang rutan) 

2. Kegiatan keamanao dan lata tertib tidak selalu berupa kegiatan fisik deugan 

senjata api atau senjata lainnya, melalnkan sikap dan perilaku petugas yang 

baik terbadap penghuni memberikan dampak k~.amanan dan ketertiban yang 

barmonis 

3. Kegiatan keamanan dan ketertiban mencegah agar sit:uasi kehidupan penghuni 

tidak mencekam yairuagar tidak tegadi penindasan. pemerasan dan lain- lain 

perbutan yang menimbulkan sit:uasi kebidupan menjadi resah dan ketakutan 

4. Mencegah agar tidak teJjadi pebedan dari dalarn maaupun dari luar lapas dan 

rutan I cnbang rutan 

5. Memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kehidupan narapidana I 

tabanan (sua.sana bekelja, belajar, berlatib. makan, rekreasi, beribadab, tidur 

dan menerima kuojungan dan lain -lain) selalu tertib dan barmonis 

6. Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuban barang inventaris lapas, rutan 

I cabang rutan 

7. Melakukan pengamanan terhadap gaagguan kesu.silaan 

S. Melakuken adm.inistrasi (tala usaha) keamanan dan ketertiban. 

Richard J. Giglioti dan Ronald C. Jason dalom Hadiman (2008) 

mengataken dalom penyelengaraan sekuriti, upaya sekuriti dapat diuraikan 

sebagai berikut : 
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Level I : Minimllm Security 

- Level2 : Low Level Security 

Level3 : Medium Security 

- Level4 : High Level Security 

- LevelS : Maximum Security 

Minimum Security merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi 

dan merintangi bebernpa gangguan aklivitas dati luar yang tidak sah. Peralatan 

polrok adalah : 

1} Simple physical barriers 

2) Simple Lock 

Low Love/ Security merupakan suatu sistem yang dirancong untuk menghalangi I 

merintangi untuk mendeteksi bebernpa ganguan aklivitas dati luar yang tidak sah. 

Peralatan pokolroya adalah (item pada Minimum Security) ditamb!ili : 

3) Basic Local Alarm System 

4) Simple Security lighJing 

5) Basic Security Physical Barriers 

6) High Security Lock 

Medium Security merupakan suatu sistem yang ha!us dirancang untuk 

mengbalangi I merintangi, mendeteksi dan menaksir I menilai aklivitas ganguan 

dati dalam yang tidal< sah seperti pencurian yang mengarnh pada konspirasi untuk 

melalrukan sabotase. Peralatan pokolroya adalah (item pada Low Level Security) 

ditambeb: 
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7) Advwlce Remote Afann System 

8) High Security Physical Barriers at Perimeter ; guard dogs 

9) Watchmen with Basic Communication 

High Level Security merupakan suatu sistem pemisaban yang dirancaog untuk 

menghalangi I merintangi, mendereksi dan menaksir I menilai ganguan yang besar 

baik dan luar yang tidak soh maupun aktivitas gangguan dan dalam. Petalatan 

pakoknya adalah (item pada Medium Seeurity) ditambah : 

1 0) CCTV (Closed Circuit Television) 

II) Perimeter Alarm System 

12) Highly Train£d Alarm Guards with Advanve Communication 

13) Aces Controls 

I4) High Security Lighting 

I 5) Local Low Enforcement Coordination 

16) Formal Contigency Plans 

Maximum Security merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengblangi I 

merintangi, mendeteksi dan menaksir1 menilai serta menetralisir semua ganguan 

baik dan luar maupun aktivitas dan dalam. Peralatan pokoknya adalah (item pada 

High Level Seeurity) ditambah: 

I7) On site response Force 

18) Sophiscated Alrm System 

Dalam Coordination With Local Etrforcement Authorities diperlukan 

koordiuasi dan organisasi - organisasi luar yang dopa! memberikan bantuan bagi 

penyelengaraan sekuriti. Hubungan kordinasi ini bakan banya dengan 
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Kepolisisan, tetapi juga dengan organisasi lain yang rerkai~ seperti Dinas 

Pemadam Keboknmn dan lain -lain. 

Lebih jauh lagi, LE. Rockley dan D.A Hill dalam Hadiman (2008) 

menguraikan pendapatnya mengenai sasanm gangguan sekuriti, yaitu bersifat: 

a) Physical (fisik) 

Ada dua sasaran besat aspek pencegahan psda sekuriti fisik. yaitu : 

l. Meocegah masuknya siapapun pada kepentingan yang dilindungi 

2. Meocegah orang dan keodaman yang kelu.ar dan membawa bamng, 

informasi dan atau uang seeam tidak sab 

b) Commerce {Niaga) 

c) Financial (keuangan) 

Ada tiga tiPe rintangan yang bersimt dan prosedural : 

1. Hardware (perangkat keras) 

a. Parimeter barriers 

h. Recognized mute barriers 

c. Barriers structures (doors, windows dan moveble covers) 

r1. Barriers to n within building sub division 

e. Containers safe guardiny goods and cash, etc 

j 'I)Ipes of locks and kJJys 

g. Portable equipment for ounding alarms 
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2. PenoDDel 

Personil merupakan rintangan yang bersifat pencegahan, baik yang 

bersda di suatu tempat tertentu maupnn yang selalu atau sekali - kali 

berkeliling melakukan pengawasan . Banyaknya personil bukanlah 

ka.ryawan yang ful time menjaga pengamanan, bajmanapun juga aspek 

pengarehan tidak cukup dan jumlah yang bekerja 

3. Administrative 

L.E Rocldey dan D.A. Hill dalam Hadiman (2008) menguraikan tiga 

point yang menjadi S!ISil1llll deteksi, yaitu : 

l) Mendeteksi orang dan benda yang akan melakukan dan 

menggunakan benda tersebut bagi pelangaran sekuriti 

2) Mendeteksi pelanganm sekuriti yang sedang terjadi 

3) Mendeteksi secepat mungkin pelangaran sekuriti yang terjadi 

Sedangkan nntuk menunjang fungsi deleksi peda aspok sekuriti fisik , ada 

dua kategori I golongan pemlatan deteksi, yaitu : 

d O>ntact- Equipment 

Meneakup semua metode yang mana alai tersebut memerlukan kontuk 

dengan seseorang atau sesuatu benda yang terdeteksi. Kontuk tersebut 

dapat bersifat terns menerus atau sesaat 
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Alllt ini merespon terhadap tekanan, puk:ulan, elektronik , sirlruit optik, maghnet 

dan komponen - komponen mesin. Peraogkat yang tennasuk dalam kategori ini 

adalah: 

1) jJT'eSsure - sensitive devices 

2) impact- sensitive devices 

3) touch detection 

4) optical con/act detection 

5) magnetic lock 

6) mechanical devices 

e. Non Contact - Equipmenl (non Contact Methods) 

Perangka! yang tennasuk dalam kategori ini adalah : 

1) Gelombang illtra Sonik (Ultra Sonic Waves) 

2) Sinar (Light) 

3) Fibre Optic Instrumental (endoscope den fibbrescope) 

4) CCTV (Closed Circuit Television) 

Metode - metode laln antara laln adalah Chemical Methods, Physcological 

Methods, Metal Detector, Forensic Detector. 

Snarr (1986: 124-125) menycbnlkan terdapat beberapamodel atau bentuk 

keamanan yang diterapkan di penjara Negara bagian Oregon di Amerika Serikat 

adalah: 

Maximum security is reserved for active and extreme escape risks ; 
individuals who are continuing source of agitation; and inmates who pose 
a threat of actual or potential physical violence toward others. Maximum 
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security is only ossigned after a special administrative hearing which 
consilkrs sech factors os dicip/inarry isolation, prior history of rules 
violation and also individual inmates, requests for maximum security 
confinement. Individuals under maximum security are provided with 
special housing and are only permitted out of their cell I room in the 
custody of a staff member. 

(Lapas maximum security ini kbusus dirancang untuk ditempaiJ!i oleh 
narapidana atau tahanan yang mempunyai resiko pelarian. menunjukkan 
ancaman akan kekemsan fisik serta tersedianya suatu tempst tinggal 
khusus dan hanya diizinkan untuk keluar selnya I kamamya di hawah 
pengaW11S8ll dari anggota staf) 

Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan da.sar manusia. Kebutuhan 

da.sar manusia yang berbubungan dengan masalah makan dan minuman 

berkembang menjadi masalah ilmu ekonomi. Sedangkan kebuluhan da.sar 

manusia yang herhubungan dengan keamanan dirinya berkembang menjadi Loss 

Prevention Management (Hadlman, 2008). 

Selruriti adalah keamanan dan upaya mencegah terjadinya kerugian. 

Kegiatan untuk mencegah terjadinya kerugian digunakan ilmu ll!.!llllljemen, yang 

secara spesifik lagi eda1ah manajemen pengamanan yang didalamnya juga 

menjelsakan tentang perencanaan. Inti dari m""'liemen itu sendiri eda1ah yang 

dikerjakan benar, efektif dan cara mengetjakannya benar, efisien. Manajemen 

pengamanan merupakan hagian dari manajemen dan siap diperlakukan sebegai 

suatu bagian dari pengetahuan manajemen. 

Dengan identifikusi masalah yang poteusial menlmbulkan ancaman, 

tantangan, hambatan dan gangguan. Identifikesi masalah dalam manajemen 

meliputi (Crie, 2001 : 304): 
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a. Arudisa dan perencanaan 

b. Pengorganisasian. pendelegasioo 

c. Supervise I pengaWllSall 

d. Anal.isa kondisi kritis yang tetap dan berubah 

Berkaitan dengan penyelenggaman pencegahan kejaha!an dan mengbindari 

terjadinya kerngian. Me Crie menganjmkan Crime Prevention Through 

Environmental Design (CPTED). CPTBD adalah perencanaan pengamanan 

dengan melibalkan linglrungan, nntuk meminimalkan kejadian kejabaran. 

Kejaha!an tidak mnngkin hileng soma sekali, aJcan tetapi dengan korerlibatan 

lingkungan daJam manajemen pengamanan dan teljadinya inreraksi yang baik 

dengan lingkungan. 

Manajemen organisasi akan bergerak apabila digerakkan oleh seorang 

pemimpin atau pimpinannya, yang berfungsi sebagsi motor dan penggerak 

organisasi. Kepemimpinan merupalcan motor atau daya penggerak semua sumber 

-sumber dan alar (resources) yang rersadia bagi suatu organisosi 

(Siagian., 2005 : 5). Pemimpin dalam suaru organisasi mempunyai penman yang 

sangat penting dalam mengarabkan organisasi mencapaj tujuannya. 

KePemimpinan merupalcan alat sentral dan beipengarub kuar. 
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2.2. Pellataan Keuangan Narapid8D8 Melalui Mekanillme Bellas Peredaran 
Uang{BPU) 

Menurut Wilson (1995 : 23) dalam bukunya beJjudul Kehi4upan Di Balik 

Jeruji diperkirakan uang yang beredar di Lapas Cipinang seldtllr 1abun 1996-

1998 bertambab sekilllr sembilanjuta rupiah setiap hari. Uang itu ia perhltung-kan 

dari uang yang dibawa oleh pembesuk setiap harinya. Saat ini diperkirakan 

jumlabnya ukun bertambab dengan arlanya perobaban nilai tukar dolar ketika itu. 

Disamping itu ada keeenderungan baayaknya gemboog (bandar) nru:lcoba serta 

go1ongan pengbuni yang memilild -ta menengab keatas (eks pejabat negara) 

yang masuk ke Lapas Cipinang membuat makin maralmya peredaran uang. 

Menurut laporan resmi prosentase program BPU di DKI sekilllr 40 %. 

K.alau dilibat secara psikologis maka fenomena peredaran uaog di ]apas 

adalah cermirum dari arlanya upaya warga binaan untuk memenuhl kebutuhan 

ukun batang dan jasa. Apalagi filsilims makanan dan minuman di dalam 

Lapas/Rutan meaurut meteka tidak penaab memuaskan baik dari segi citarasa 

manpun hlegenillnya. Namun disamping itu kebutuhan ukun diakuinya otorims 

yang bersangkutan adalab merupekan hal yang tidak boleh dianggap sepe1e. 

Seringkeli peredaran uang di dalam Lapas/R.ulan adalab mempakan cermirum dari 

upaya para warga binaan (terutama yang mempunyai status sosial yang tiaggi) 

untuk mempetlibatkan babwa mereka. masih memilild otorims. Hal itu dilakukan 

dengan cam memperlihatkan "kekuasaannya" bisa menyuruh pengbunl lain atau 

pegawai ontuk melakukan sesuatu. 
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Penataan keuangan narapidana melalui mekanisoe Bebas Peredaran Uang 

(BPU) yang saat iui digalakkan Direktorat Jenderal PelllliSyomkatm, uotuk 

meouju ke Lembaga Pemasyaralakan atau Rmnah Tahanan Negam yang Bebas 

Peredaran Uaog, sebeoamya bukan merupakan bal yang bam. Masalah iui 

merupakan penerapao aturan kambali (back to basic) sesuai dengan ketentuan 

yang telah berlakn yaitu yang tercantum dalam Gestichten Reglemen (Pemturan 

Penjara) pada BAB V pasal33 ayat 5 (Dwidjosaputro, 1957): 

Sekalian orang-orang terpenjara dilarang memegaog nang, minumrm kems 
dan batang-batang berhnrga lain yang di pandang berbahaya dan 
bertentaugao deogan kamnanao dalam peojam 

Selain itu terdapat pula dalam Peraturan Miuimum Standar bagi Perlalruan 

terhadap Nampidana (Standm- Minimum Rules) yang merupakan acuan yang 

diterima oleb Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memperlaknkan oraog-oraog 

yang direnggut kebebasannya oleb putusan peogadilan. Disamping seperti yang 

telab peoulis waikan diatas adaoya seperaogkat aturan yang mengatur langsuog 

tentang hak tetap memiliki baraog sendiri, bagi narnpidana di lembaga 

pemasyarakatan, yaitu diantaranya tercantum dalam· 

1. Standar Minimum Rules (SMR) 

Dalam aturan ini lerutama pnda pasal 43 dijelaskan babwa : 

Pasal43: 

(I) Semua nang, baraog berharga, pakaian dan berte benda lahmya milik 

seseorang yang dipeojatakan yang meourut peraturan lembaga tidak 

boleh ada padaoya pnda waktu dipenjarakan dalam lembaga barus 
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ditaruh ditempat penyimpalll!ll barang-barang berharga di lembaga. 

Suotu daftar infentaris dati barang-barang itu hams ditanda tangani 

oleh onmg yang dipenjarakan itu. Harus diambillangkah-langkah agar 

barang-barang te.rsebut t.etap dalam l<eadaan baik. 

(2) Ketika orang yang dipenjarakan dibebaskan semna barang-barang dan 

nang tadi hams dil<embalikan kepedanya dil<nnmgi nang yang 

m1mgk:in telah diizinkan dibelanjakan, barta benda yang diizinkan 

diklrimkan ke luar lembaga, alau pakaian yang hams dimusnahkan 

berdasarkan pertimbangan l<esebelan. Orang yang dipenjarakan itu 

hams menandatangani suatu tanda tarima dati barang-barang dan nang 

yang telah dil<embalikan kepedanya. 

(3) Setiap uang atau barang-barang berharga yang ditarima oleb seseorang 

yang di~arakan dati luar hams diperlalrukan dengan earn yang 

(4) Jika seseorang yang d!penjarakan membawa masuk olan-obatan, 

petugas kesebatan baras mernutuskan pengguruumnya. 

Pasal diatas mengisyaratkan bahwa lembaga pemasyaratan mempnnyai tanggnng 

jawab untuk memwat, menginventarisi.r, serta mernanage barang dan uang milik 

narapidana untuk tertibnya administrasi serta menghindarkan adanya kekere.san, 

pememsanlpernalakan serta ketidakadilan yang terutama disebahkan oleb 

materi/uang, yang dilakukan oleh petugas maupnn penglmni. 

Universltsslndonesla 

Program Bebas..., Okta Fitriansyah, Pascasarjana UI, 2009



25 

2. UU No. 12 Tahun 1995 tentaog Pemasyarakatan 

Atumn ini merupakan pedollllUl bagi pelaksanaan pembinaan bagi 

narapidana di lembaga pemasyorakatan. Pengatumn mengenai barang berharga 

dan harta benda lainnya serta uang milik narapidana secara jelas disebutkan 

dalam pasalll, 19, 26 dan 33 yaitu: Pendaftaran meliputi : 

(a) pencatatan : 

I. putusan pengedilan; 

2. jati diri, dan ; 

3. barang dan uang yaag dibewa; 

(b) pemeriksaan kesebatan; 

(e) pembuatan pas foto; 

(d) pengambil!lll sidik jari; 

pembeatan barita acma semh terima terpidana 

3. Pola Pemblnaan Narapidana 

Dalam bulru tersebut merupakan pedoman tata eara pelaksanaan 

pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian 

telah mengantisipasi adanya peredaran uang dengan menetapkan tata cara yang 

harus diterapkan dan diikuti oleh semua Unit Pelaksana Tekbnis (UPD baik di 

LAP AS I RUTAN I CAB.RUTAN dimana disitu didalamnya diantaranya tertera 

tata cara penerimaan warga binaan yang baru yang meliputi : pendaftaran dan 

penempatan warga binaan. Dalam pelaksanaan penerimaan ataupun pendaftaran 

warga binaan yang barn telah ditetapkan didalamnya sebagai barikut : 

Universitas Indonesia 

Program Bebas..., Okta Fitriansyah, Pascasarjana UI, 2009



26 

a Penerimaan 

I) Peneriroaan tahanan baru di Rumah Tabanan Negara (Rutan) dan 

Cabang Rutan harus didasarkan pads Slll'at-surat yang sah. 

2) Penerimaan tahaoan bam di Rutan/CahRutan dilakukan oleh anggota 

regu jaga yang sedaog bertugas dipintu gerlnmg. 

3) Sehelum angguta regu jaga yang menerima tahanan, lebih dahulu harus 

meoellti surat-surat yang melengkpinya dan mencocokkan dengan 

ruuna dan jumlah yang tercantum dalam surat tersebut 

4) Selanjutnya anggots regu jaga tersebut mengantar tshanan beserta 

surat-surat dan baxang-barang bawaon kepada kepala regu jaga. 

5) Kepala regu jaga mengadakan penelilian dan pemeriksaan ulang atss 

surat-surat dan barang-bawaonnya untuk dicocokkan dengan tahanan 

yang bersangkutan. 

6) Da1am melakukan penelitian, kepaJa regu jaga dapat melakukan 

penggeledahan dengan mengindahkao norma-noi!llll kesopanao dang 

penggeledaban terbadap tahanan wanita barus dilakukan oleb petugas 

wanita. 

1) J">ka penggeiedahan ditemukao barang terlarangl berbabaya maka 

barang tersebut wajib diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

8) Apabila penggeledaban seiesai kepala regu jaga memerintahkan 

petugas untuk mengantar tahanan baru beserta surat-surat dan baxang­

barang kepada petugas pendaflar. 
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b Pendaftaran 

I) Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya suzat 

perintahlpenetapan penabanan dan mencocokkan dengan tabanan : 28 

bersengkutan. 

2) Mencatl!t hal-hal penting seperti tanggal dan nomor sunrt 

perintah/penetllpan penahonBfl dalam Buku Register A menurut 

golongan tahanan tersebut. 

3) Meneliti kembali bamng-barang yang dibawa tahanan dan mencatat 

dalam Buku Penitipan Barang-bamng (Register D) dan setelah itu 

barang-barang diberi label yang diatasnya ditulis antara lain 

pemililmya dan sebagninya 

4) Barang-barang perhiasan (berbarga) yang mahal dicatat dalam Buku 

Register D dan kemudian barang-barang tersebut atau uang tersebut 

disimpan (ditipkan) didalam lemari besi (brandkast). 

5) Mencutat identitas tabanan, mengambil sidik jari tabarum yang dicap 

pada sural perintah/penetapan penahornm dan kartu daktiloskopi serta 

rnengambil foto tahanan. 

6) Pemeriksaan kesebetan tahanan kepada dokter atau petugas modis. 

7) Setelah pemeriksaan kesebatan, ·petugas pendaftaran Berita Acara 

Pene.rimaan tahanan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Unit 

Pendalbuan alas nama Kopala Rutan/CabRutan dan peogawalnya, 

kemudian mempersilabkan pengawal tersebut meninggalkan Rutan. 
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8) Kepada tahanan barn kemudian diberlkm! barang perlengkapan Rutan I 

Cabang Rutan Penerimaan dan pendaftamn Um!ebut ditas berlaku juga 

bagi naillpidana di Lembnga Pemasyarnkatan. 

Sebenamya apabila sub sisrem Register D be!jalan sesuai dengan 

fungsinya yakui meregulasi kepentingan penglnmi dengan kepentingan kenmanan 

secara seimbang maka fenomena peredanm nang tidnk mungkin Wljadi. Tapi }'llllg 

menjadi masalah adalah, ketika regulasi Register D tidnk sesuai lagi dengan 

fungsinya dimana pengw:usannya berbelit-belit, tidal luput dari pungli petugas, 

tidnk on fune (tidnk dapat mem-back-up kebutahan penghuai setiap saat 

diperlnkan) maka yang Wljadi adalah pengalihan fungsi teraebut kepada pihak 

lain yang dapat melayuai secara bsik. 

Dengan perkataan lain, ketika kebutahan itu mengemuka, sedangkaa 

nonna formal yang berlaku dan sltuasllinglawgan tidnk memberikm! akaes yang 

sah guna pemenubannya, maka kekuatan ltu akan berbadapan dengan sistem yang 

paling lemah untuk di terabas. 

Sub sistem terlemah adalah petugas yang juga sebagai manusia memiliki 

kepentingan agar segala kebutubannya dapat terpenuhi. Disinilah muncul proses 

sating tukar menakar kepentingan (dengan jalan melakukan inovasi) aniJlta 

penghuni Lapas/Rutan dengan petugas, yang wujudnya melalui fenomena "lrnpal 

seiam". Dalam kelompok ini tarmasuk juga para pegawai yang melakukan usaha 

(beljualao) untuk memenuhi kebutuban (makanan) sehari-hari. Dalam praktaknya 

pegawai ini bekeljasama dengan penghuni untuk menjajakan barang 
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dagangannya. Keadaan ini memunculkan fenomena pasar gelap yang 

mengganggn ketertiban di dalam Lapas/Rutan. 

Knpa/ Se/am adalab istilab atau predikat yang diberikan kepada petugas 

yang dapat disuruh-suruh oleh penghuni. Kedua profil dari yang bekerjasama 

tersebut sudah barang tentu berbeda dan kontras. Profil kapal selam adalab profil 

petugas yang pada umumnya pegawai rendahan, bergaji kecil, banyak utang 

(setiap bulan gajinya minus). Apabila ditinjau secara kedinasan, yang 

bersangkutan tidak memiliki tanggungjawab dan komitraen (pada jaman reglemen 

penjara, tindakan ini sebagai hal yang melanggar kode etik profesi). Oleh karena 

itu jabatan kapal selam, disamping mencari tambaban penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi disisi lain ia dapat merusak citra dan 

merongrong kinerja organisasi. Bagaimana tidak ? karena ketika ada konflik 

kepentingan antara kebutuhan organisasi dengan kebutuhan penghuni, sudah 

dapat. dipastikan babwa petugas yang berperanan sebagai kapal selam akan 

memihak kepada kepentingan penghuni. Pemihakan inilab (biasanya bernpa 

perlindungan) yang menyebabkan kapal se/am disukai oleh penghuni. Makin 

atraktif pemihakan petugas kepada penghuni makin disnkai oleh penghuni, oleh 

sebab itu makin makmur kehidupannya Dalam kondisi ini, keberadaan dirinya 

atau dukungannya terhadap organisasi Lapas/Rutan yang menggajinya sama 

sekali tidak ada, babkan ia dapat dikatakan sebagai faktor penghambat yang 

kontra produktif. Tidak sedikit dari mereka memasukan ba-rang-barang terlarang, 

misalnya minum.an keras, narkoba dan lain sebagainya 
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Dengan adanya kondisi seperti disebutkan diatas, mak.a Direktur Jenderal 

Pemasyamkatan mengeluarkan Sural Edaran Nomor: E.PR.06.I0-70 tanggal 30 

Jui 2004 tentang Bebas Peredaran Uang (BPU) yang kemudian selelab melihat 

lrepentingan mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam meneiptakan 

kondisi yang aman dan tertib dalam lapas/rutan maka Menteri Hukum dan HAM 

RI mengeluarkan Jnstruksi Menteri dalam rangks menata kembali peri kehidupen 

di Rutan dan Lapss. Jnstruksi lllr:sebut berisikan tentang Pencanangan Bulan 

Tertib Pemasymak.atan (sekarang Budaya Tertib Pemasyarakatan) yang terdiri 

dari 8 (delapan) sasaran yaitu : 

Penanggulangan over kapasitas; 
Penanggulangan kekarangan pegawai; 

- Pemberantasan peredanm narkoba; 
a. Penlngkstan penggeledaban; 
b. Pemasangan alat deteksi narkoba; 
c. Penindakan tegss terill!dap pelaku; 
d. Bentuk TIM SATGAS KHUSUS: 
e. Mclakukan tes urine; 
f. Kerjasiuna pengamanan dengan POLRI dan BNN; 
g. Pemiseban Bandar dan pengguna narkoba; 
b. Peningkatan terapi bagi penggona narkoba 
Pemberantasan pungutan liar; 
Penertihan wanmg .. warung liar; 
a. Pemberdayaan kope.rasi; 
b. Larangan pengunjung membawa makanan dan minuman dari Iuar; 
e. Optimallsasi Bebas Peredaran Uang (BPU). 

- Peningkstan pelayallllll; 
Pemberantasan penggunaan HP oleh penghuni; 

- Peningkstan kegiatan kerja. 

Peneangenan yang dilakukan tanggal 15 Febrnari 2008 ter:sebut kembali 

mempertegss pentingnya peran mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam 

menata perikehidupen llllnlpidana di dalam Lembaga Pemasymak.atan. 
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Diluu:apklln dengan tidak adanya uang tunai beredar maka pungutan liar !ermJlsuk 

tmnsaksi lllll'koba bail< antar penghuni maupun penghuni dengan petugas 1idak 

aklln terjadl. 

2.3. Keamanan dl Lembaga Pemasyarakatao 

Kebidupan di Lembaga PeiiiiiS}'lltOkatao merupaklln suatu komunitos yang 

unik, kru:ena terdiri dari orang-orang yang dengan alasan yang soma {melanggar 

hukum), ditempatkao pada tempat yang sama dalam jangka waktu terteotu. Situasi 

inilah yang menimbul.kao banyak tantangan dalam mengelola sebuah komunitos 

penjam, . terillli.Suk dalam hal ini masalah keamanan, keselamatao, dan 

keoyarnanannya sebagai tempat tinggal (Snarr, 1996 : 65). Hal ini mennmculkan 

sikap negatif oarapidana, mulai dari masa bodoh, tidak mau meogikuti proi!Jlllll 

pembioann, kalaupun mau mengikuti kegiatao karena terpaksa, tidak rnau 

beketja, frustmsi, melawao petugas, pelariao haltkao melalotkao kerusubao den 

pembarontal<an (prison rio(). 

Suasana kebidupao di Lembaga Pemasyarakatao memang sangat berbeda 

dengeo suasana lrehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pertama, di dalam 

Lembaga Pemasyarakatao bampir semua aspek kehidupan dilakukao di tempat 

yang sama. Kedua, kebidupao da1am Lembaga Pemasyarakatao sifatnya bampir 

monoton. Kedga, kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan diatur oleh suatu atur.m 

yang sangal ketal. Keempat, semua aktivitos di dalarn Lembaga Pemasyarakatao 

selalu diatur berdasarklln ketentuao yang telah digariskan secara birokrasi dari 

alas {Subroto, 1995 : 3-4). 
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Hampir semua narnpidaoa menjalani kehidupan dalam penj""' dengan 

penuh keterpaksaan, karena pada umll11lll}'a lingkungan penjara bukanlah 

Jinglrungan yang menyenang)am. Untuk dapat menjalani masa pidaoanya sampai 

selesai, maka setiap nampidaoa barus mampu beradaptasi dengan sua.<ana 

Lembaga Pemasyarakatan. 

Menurut Davies (1995 : 283-284), bagaimana narapidaoa dapat 

beradaptasi dengan lingkungan Lembaga PeiDliS}'lllBkata tergantung pada 

beberapa faktor seperli : 

1. Pengalaman sebelumnya 
Jika mereka sebelumnya sudah memiliki pengalaman di penjara, 
mereka akan memiliki pemahaman lerbadap kehidapen penjara. Hal 
ini akan membuat mereka lebih mudah beradaptosi dengan linglrungan 
Lembaga Pemasyarakatan. 

2. Koadisi hubungan dengan dunia di luar penjara 
Kehilaagan kontak den hubungan dengan dunia luar akan membawa 
pengaruh bagi nampidana. Perasoan tidak nyaman den penderiman 
akan timbuljika mereka memikirkan tentang kehidupen di luar, rumah 
dan keluatganya. 

3. Sikap terbadnp hukumnn yung dijalani 
Faktor lain adalah sikap mereka terbadnp hukuman yung mereka jalani. 

Beberapa orang merasa bersaiah dan malu, namun ada juga yang tidak 
menunjukkan penyesatan. 

Namun demikian, tidak ada satu faktor yang tetap tentang bagaimana 

reaksi narapidaoa terhadap kehidupan dalam penjera. Berhagai riset menunjukkan 

adanya berbagai perilakn adaptasi yang berbeda. Jobn Irwin (dalam Davies, 1995 

: 283-284) mengemukakan bahwa ada tiga reaksi yang menjadi karakteristik 

nampidana, yang biasanya muncul sebagai bentuk adaptasi terbadap kondisi 

dalam petijara, yaitu : 
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I. Jailing 
Merupakan kamkteristik yang paling banyak terdapat pada sebagian 
besar nampidana. Nampidana biasanya masih membawa perilaku dati 
kehidupen sebelumnya sewaktu mereka masih di luar ~ara, serta 
tabu bagaimana cam memanfaatkan kesempatan daJam keseluruhan 
lembaga untuk mencapai keuntungan maksimal dan status lewat 
kerlbutan dan •gang-gang". 

2. Doing time 
Mereka dalam penjara banya berpiki:r untuk melewati masa pidananya 
secepat mungk:in. Mereka ini biasanya tidak akan tertarik untuk ilrut 
program rehabilitasi yang dise1enggarakan institusi, kecuali jika hal 
rersebut lebih memudabkan kehidupannya di penjara atau membuatnya 
1ebih cepat keluar dati penjara. 

3. Gleaning 
. Merupakan tipe narapidana yang memanfuatkan kesempatan yang ada 

untuk mengikuti pendidikan, konseling, terapi, dan program kelja 
untuk meningkatkan kesempatan mendapat kebebasan bersyarat dan 
untuk merubah kehidupen mereka 

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai dua tugas pokok yang dalam 

pe1aksanaannya harus seiring sejalan dan merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan, yaitu fungsi pembioaan dan pemidanaan Sebegai tempat pembinaan 

Lapas berfungsi untuk melaksanakan program pembioaan teibadap para 

narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang 

bersangkutan setelah kemhali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna 

di masyarakat. Pembioaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 

profeslonal, kesehatan jasmani dan rohani nampidana dan anak didik 

pemasyarakatan (PP 31 Pasal 1 Ayat 1 ). 
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Dalam melaksanakan pengamanan, keamarum di Lembaga 

Pemasyarakatan lllllll!llllYa dibagi menjadi 2 kelompok wilayab tugas keamanan, 

yaitu : wilayab tugas keamanan Penjaga Pintu Utama (P2U) bertanggung jawab 

dari pintu masuk lingknngun luar ke<lalam atau sebaliknya (pintu ut.ama, besuken, 

ruang kantor beserta isinya dan pintu masuk kelingknngun blok tabanan dan 

warga binaan). Keamanan P2U ini bertugas melakakan penggeledahan bamng 

masuk dan keluar atau sebalilmyn, penerimaan dan pengeluanm tahanan/warga 

binaan. Wilayab tugas regu pengamarum(RUP AM) dan jajaran staff kesatuan 

pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (K.PLP), bertanggung jawab dalam proses 

awal penempatan tabanan dan narapidana baru, keamanan dan ketmiban di 

lingkungan blok. Sedangkan petugas penjaguan terbagi dalam 4 regu. 

Dalam pelaksanaan penjagaan dilakakan selama 24 jam dan meogingat 

keterl>atasan jumlab petugas jagn, maka pelaksanaan tagasnya dilakakan secru:a 

bergilir, deogun waktu yang ditetapken adalah: siang-siang, pagi·pagl dan malam· 

malam bari,yang mana ketentuannya ialab satu regu bertugas pada pagi bari, regu 

berikutnya bertugas siang bari,dan terakhlr regu berikutnya bertugas malam bari, 

sedangken untuk regu yang lain mendapat waktu istirabat dua bari. Adapun 

jadwal waktu tugas jaga harlan adalab: 

l)Sbifti :Pukul07.00·13.00 

2) Shift II : Pukul13.00·19.00 

3) Shift ill : Pukull9.0Q-07.00 
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Ruang linglrup tugas administmsi keaJruiii1Ul dan ketertiban adalah: 

a. Pembagian tugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan 

1) Petugas Penjaga Pintu Ut.ama (P2U). 

2) Petugas regu pengamanan. 

3) Petugas pos atas. 

4) Petugas blok,dan 

5) Petugas pengawalan 

b. Memberikeo izin pengguman perlengkapan pengamanan. 
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Izin diberi.kan dalam bentuk lapomn yang telah dipamf kepala 

pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan dlketahui KALAPAS. 

c. Penyedian dan perawatan sarona keamarnm. 

Kepala regu pengamanan(RUP AM) dan waldl kepala RUP AM 

bertanggung jawab dalam memelihara perleniJkapan serana keamanan, mencatat 

perlengkapan keamanan yang dignnaken dan menyimpan serta merawat sarana 

keamarum. 

d. Menyiapkan dan membuat lapomn berita acara pengamanan Lembaga 

Pemasyarakatan. 

Petugas yang menangani langsung masalah keamanan dan ketertiban di 

dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah petugas kesatuan pengamanan Lembaga 
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Pemasyarakatan (KPLP). Secara opemsional tugas ini menjadi tanggung jawab 

regu-rego peqjagaao. 

Adapun tugas-tugas penjagaao adalah menjaga supaya tidal< eda pelarian, 

mencegah terjadinya kericuhan dan perkelahian antar mbanan a!Bu warga binaan, 

menjaga kerertiban kebidupan penghwli rumah tahanan negara, menjaga keutuban 

gedung dan seluruh isinya. Keamanan di sini tidak hanya. dipusalkan di dalam 

lingkungan tembok ,.Ya, akan telapi kerenteraman di luar rembok juga 

deperbatikan, seperti dikatakan oleh Sanusi Has," Keamanan di suatu lembaga 

kepenjarnan mengotamakan ketentraman dakam tembok relapi tidak selalu 

meugabaiken fuktor kearnanan kerentraman di luar rembok". 

Dalam pelakaanaan tugas keamanan dan ketertiban,kepala keamanan 

dibontu oleh rego-regu penjagaan. Dalam pelaksanaan tugas rersebut. Kopala 

Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IlA dibontu pam petugas yaog 

targahung dalam rego penjagaan. dangan masing-masing rego m;:mpunyai tugas 

aotara lain: 

a. Petugas Penjaga Pintu Utarna (P2U), bertugas; membuka dan menutup 

pintu utarna, menerirna tamu ( dilengkepi kertu pengenal), memeriksa 

barang besukan dan penggeledahan badan pengunjung yang 

membesuk tahanan, peda pintu masnk besnkan Lembaga 

Pemasyamka!Bn dibaruskan melewati pintu metal-derektor, 

penggeledahao badan pembesnk dibagi 2 yaitu penggeledahan bsdan 

pria dan wanita, sedangkan untuk memeriksa barang besukan di 
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Lembaga Pemasyanlkatan menggunakan x-ray de!ek:tor yang 

digurulkan khusus memerik.sa barang bawaan, dan melakukan 

pemeriksaan, menerima pengiriman tahanan yang kemudian 

dilaporkan kepada komandan jaga,dilarang membUka pintu secara 

bersamaan dan me'liaga jangan ada penghuni keluar dengan tidak sah. 

b. Karupam dan Wakarupam, bertugas; Serah terima tugas jaga, 

bertanggung jawab terbadap keamanan dalam Lembaga 

Pemasyarakatan, barang invetaris, dan jumlah dan ketertiban didalam 

Lembaga Pemasyarakatan misalnya : meagadakan pengontmlan 

terbadap regu-regu jaga (PASTE) yang sedang bertugas, mengadakan 

kesiap-siagaan dan tindakan jika terjadi kekacauan oleh tahanan atau 

warga binaan, mengadakan ape! guaa mengkontrol lumiab penghuni, 

mengadakan opemsi khusus alan mendadak pada kemar-kemar 

tahanan dan warga binaan. 

c. Petugas pos ams, bertugas; menjaga agar jangan sampai penghuni 

(tabanan dan warga binaan) mendekati tembnk dengan eara yang tidak 

sab, melarikaa diri melewati tembnk. Apabila ada seor:ang penghuni 

yang menroba metarikan diri dengan meloncat pagar atan tembnk, 

make: 

1) Memberikan isyarat tanda babaya. 

2) Melaporkan perihal kejadian menggunakan bandytalky kepada 

komandan jaga. 

3) Memberi parintah herhenti terbadnp pelarian. 

Univenitas Indonesia 

Program Bebas..., Okta Fitriansyah, Pascasarjana UI, 2009



38 

4) Jika tidak dihi.raukan maka memberlkan peringatm dengan 3x 

tembakan lreates. 

5) Hal itujuga tidak diindabkan maka lansaung menembak kakinya. 

d. Petugas blok (PASTE), bertugas; memeriksa dan meneliti keluar 

masuknya penghuni dan barang bawaannya darilke tingkungannya, 

mengadakan penggeledeban kamar-kemar atau rwmg tahanan dan 

warga binaan dan mengantm:ken dalarn pengarnbilan tabananlwarga 

binaan dari kamarnya. 

e. Petugas peugawalan, bertugas; mengawal tahanan dan warga binaan 

dalarn keperluan kbusus (baik kerumah saldt atau keperluan keluarga), 

menjaga ketertiban dalam pengawalan,memeriksa surat-surat dan 

perbekalan yang berkaltan deugaa pengawalan tersebut 

Pergantian togas juga yaitu denugn cam timbang terima, yang makaudaya 

untuk menghiadari 11l!jadinya kekosongan pos penjagaan yang dllplll memberikan 

lreaempatan terhadap tabanan dan warga binaan untuk mencoba melarikan diri. 

Dalam pelaksanaan ini yang harus ditimbeng terimakan adalah: 

1. Jumlah senjata api beserta pelnru cadanganoya. 

2. Jumlah isi penghuni lembaga pemasyarakatan saat itu. 

3. Kunci dan gambok sel atau kamar tabanan dan warga binaan. 

4. Alat-alat inventaris lain dalam keamanan. 

S. lntruksi-instruksi kbusus dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. 

6. Serta-lain yang perlu menjadi perbatian. 
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Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka harus 

diperbatikan ketentuan-ketentuan sebelum pelaksanaan timbang terima tugas, 

yaitu: timbang terima dilakukan 10 menit sebelum jam dinas berakbir, bagi 

petugas yang akan menggantikannya diharuskan sudab berada ditempat selambat­

lambatnya 15 menit sebelumjam dinasnya 

2-4- Konsep Motivasi 

Motivasi merupakan gabungan dari kebutuban (needs) dan keinginan 

(wants). Needs adalab suatu disposisi potensial dalam diri individu yang harus 

direspon a tau . ditanggapi atau dipenuhi sesuai den gao sifat, intensitas, dan 

jenisoya (Asnawi, 2002 : 13). Kebutuban akan makan karena lapar, maka 

sepanjang lapar yang membutubkan makan tersebut belum direspon dengan 

member makanan, maka needs tersebut tetap menjadi potensial. 

Keinginan atau Wants merupakan jenis human-needs yang paling 

menonjol dalam kaitannya dengan dunia kerja, dalam lapangan industri dan 

organisasi, tak terkecuali organisasi Lembaga Pemasyarakatan. Keinginan dalam 

dunia kerja, lapangan, industry, dan organisasi antara lain : 

a. Pay 

Pembayaran upab atau gaji merupakan faktor yang menonjol mengingat 

disatu pihak adalab untuk memenuhi kebutuban hidup, dilain pihak sangat 

berkaitan dengan kemampuan organisasi. 

b. Security of Job 
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Para pekerja menginginkan msa aman dan tenang dalam bekelja serta 

kelangsungan pekerjaannya, dengan tidek mengbarapken timbulnya Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK). Selain itu pekerja juga mempunyai keinginan rasa aman, 

sehat dan terbindar dari sakit akibat kelja dan kecelakean dari sifat pekerjaan yang 

dijalankannya. 

c. Credit of work done 

Pada umumnya para pekerja berkeinginan agar ia dapat memberiken 

prestasinya yang terbaik sebagai sumbangaanya kepade organisasi dinuma ia 

mencari nafkah, apabila hal tersebut dapat mereka lakuken dengan baik maka 

aken memberiken kepuasan tersendiri baginya selaku pekerja. 

d. Congenial Associates 

Pekalja berkeinginan agar mempunyai hubungan yang baik dalam 

kenmaitas masyaraket dalam organisasi tersebut. Para peke~a menyadari babwa 

manusia bukanlah makhluk individual yang tidek memungklnkan untuk mllRlpu 

hidep sendiri, melainkan manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan 

hubuogan dengan manusia lainoya. 

e. A Meaningful/ Job 

Para pekerja disamping menginginkan untuk memberikan arti dirinya 

te!hadap tugas yang dilakukannya juga mengingiukan agar tugas dan timgsi dari 

pekeljaan yang dilakukennya mempunyai arti pouting disamping adanya 

pekerjaan-pekerjaan lain yang ade dalam organisasi itu. Adalah suatu yang wajar 
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apabila semua tugos yang dipegang oleh pera pekelja dlanggap penting dalarn 

organisasi. 

f Oppurtunity to Advance 

Suatu kebutuhan uatuk ""'iu atau meningkat merupakan keinginan yang 

didambakan setiap peketja, baik peningkatau mengenai skill, kemampuan, 

jabalan, penghasilan, dan sebagainya. 

g. Comforlable, &ife and Attractive Working Conditions 

Setiap pekelja rnemilik:i keinginan kondisi kerja yang enak, nyaman dan 

tenang terbebas dari ganggnan. 

h. Competent and Fair Leader.vhip 

Setiap pekelja betkeinginan memperoloh perlakuan dari pimpinan atau 

rnanajer secam tliir, karena bagaimanapun juga hubungan entara peketja dengan 

pimpinan sangat mendorong semangat keija. Kednanya mempunyai komptensi 

yang sama baiknya terbadap keberbasilan organisasi. 

i ll.easonable Orders and Directions 

Bawaban sangat menginginkan adanya instruksi-instruksi atosan atau 

pimpinan yang sangat jelos dan rasional, karena bal demikian akan memudehkan 

untnk melnkukan pekeljaan yang dikebendak:i pimpinan, sebalilrnya instruksi 

yang tidak jehlll maka akan membingungkan sebingga babawan ragu-ragu dan 

sulit untnk melnkukannya dengan baik. 
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j. A Socially Relevant Organizati<m 

Setiap pekerja menginginkan agar setiap perlalruan yang diterima adalab 

sesuai dan berhubungan dengan pennasalahan organisasi. Sesuatu yang tidak ada 

relevansinya dengan status peke!jaan dnlam organisasi akan kurtmg efektif, lebih­

lebih apabila perlalruan itu merugikan para pekerja. Memungut iuran ataupun 

sumbengan dari para pekerja untuk keperluan acara sunatan masal atan kegiatan 

sosial merupekan suatu contoh yang tidak relevan deogan status peketjWlll. 

K<msep motivasi apabila <likaitkan dengan kebidupan dnlam Lapas. maka 

akan menyangku! pada motivasi petugas dan motivasi narapidena. Apabila 

motivasi petugas positif dnJam pekeijaennya yaitu membina narapidana agar 

menjadi manusia yang lebih baik dan berguua bagi diri, keluarga, masyarakat, 

bangsa dan Negara. maka te!jadinya penyimpaogan-penyimpangan dnJam 

peke!jaan dapat diminiroalisir. Demikian pula deogan narapidena, motivasi yang 

baik dnJam menjalani pideoa den program pembinaan akan memudabkan proses 

pemasyarakatan yang dijalani bingga berakbimya masa pidenanya di Lapas. 

Te!jadinya penyimpengan-penyimpangan baik yang dilakuken oleh 

petugas atau narapidena, maupun petugas dan narapidena secara bersama-sama 

diakibatkan dari tidaklbelum terpenuhinya kebutuhan-kebutabao(needs) mereke, 

sebingga dengao berbagai cara melakuken pemenuban kebutuhan dengan cara­

cara yang menyimpang dan melenggar atumn daiam Lapas. 
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Z.5. Metode l'enelitian 

2.5.1. Pendekatan Penelitian 
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Dalam penelitian ini, pendeka!an penelitian dilalrukan melalui pendekatan 

kualitatif: Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1998 : 3) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai pro.sedur penelitian yang mengbasilkan data 

deskriptif berupa kata-katn tertulis atau !isan dari orang-<>rang dan perilalru yang 

dapat diamati. Penelitian dengan pendakatan kualitatif memilild ciri-ciri sebagai 

berikut (Poerwandari, 199S : 30-40) : 

l. Studi dalam siruasi alamiah (naturalistic inquiry) 
Desain penelidan kualitntif barsifat alanriab, dalam arti peneliti tidak 
berusaha untuk memanipulasi setting penelitian, melainkan melalrukan 
studi terhadap suatu fenomena dalam siruasi apa adanya. 

2. Analisis induktif 
Metoda kualitntif secaxa khusus berurientasi pada ebplolliSi, 
penemuan, dan logika induktif. Dikatakan induktif kanena peneliti 
tidak banya melakukan penelitian dan menarik Iresimpulan 
benlasarkan dugaan-dugaan daagan menerima atau menolak suatu 
trori, melainkan mencoba memabami situasi sesuai dengan kondisi 
yang sebenarnya. 

3. Konlllkpersonallllllgl!Uilg 
Penelitian kualitatif menekankan pentingnya kedekatan dengan orang­
orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman 
jelas tentang realitas dan kondisi nyata kebidupan sebari-hari. 

4. Perspektif holistik 
Pendekatan holistik menekankan pada pentingnya pemahaman 
menyeluruh dan utuh tentang fenomena yang diteliti. 

5. Perspektif dinamis, perspektif perkembaagan 
Penelitian kualitntif melihat gejala sosial sebagai sesuatu yang din am is 
dan barkembang, bnkan sebagai suatu bal yang statis dan tidak 
berubah dalam perkembaagan kondisi dan waktu. 
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6. Orientl!Si pada kasus unik 
Penelitian kualilatif yang baik akan menampilkan kedalaman dan 
detail, karena fokusnya memang penyelidikan yang mendalam peda 
sejumlah kasus keeil. 

7. Netralitas empatik 
Penelitian kualitatif meogungkap data dari perspektif subjek yang 
diteliti. 

8. Fleksibilitas desain 
Desaio kualitatif memiliki desain yang luwes, akao berlcembang 
sejalan dengan belcembanguyo pekerjaao lapaogao. 

9. Peneliti sebagai iostrumeo kunei 
Peoeliti betpetan besar .Wam seluruh proses paoelltian, muW dari 
memilib topik, meudekell topik tersebut, mengumpulkao data hingga 
menganelisis dan mengintetpretasikaonya. 

Dalam penelitian ini akao dipaparksn atau digambarlcao data yang 

diperoleh. Kerangka berpikir menggunakao anelisis induktif, sehingga penelitian 

akao dlmuW dengan mengelcsplorasi subjek penelitian sebelum mengambil suatu 

kesimpulan. Artinyo, kesimpulan diperoleb melalui informasi yang terkumpul 

setelah mengedakoo wawoocara maupun observasi terhadap infurman. 

Subjek .Wam penelitian ini adalah Daii!pidana dan sebagiao petugas, yaitu 

Petugas Pembinaan, Petugas Koperasi dan Petugas Keamanan di Lapas Klas IIA 

Salemba Jakarta. Pemilihao populasi ini didasarlcao pada pertimbangan bahws 

manajemen pengelolaan keuangan ruu:apidana dilaksanakan oleh ketigas unsur 

petugas tersebut di Lapas Klas IIA Salembe Jakarta. Ioforman ruu:apidana dipilih 

seeara aeak dan infurman yang berasal dari petugas dipilih secara purposif. 
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1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang dllakukBn untuk 

memperoleb data yang sesuai. Metode pengumpulan data yang dimaksud adalah: 

1. Interview 

Interview atau wawancam adalah suatu percakapan tanya jawah lisan antm:a 

dua orang etou lebih yang duduk berlllldapan secara :fisik dan diatahkan pada 

suatu masalah tertentu (Kartono, 1996 : 187). Menurut Banister tujuan 

dilakukannya interview adalah untuk memperoleb pengetahuan tentang 

malma-malma subjektlf yang dipabam.i individu berkenaan dengan topik yang 

direliti, dan bermaksud melalrukan eksplorasi terhadap isu rersebut, suatu h.al 

yang tidak dapat dilalrukan melalui pendekatan lain (Poerwandari, 1998 : 72). 

Interview dllakukBn terhadap infurman penelitian, yaitu informan petugas dan 

informan narapidana. Wawancara dilalmkan dengan menggunakan pedoman 

wawancam sehingga pertanyaan yang diajukan kepada infurrnan fokus pada 

topik penelitian. Wawancara dilalrukan dengan menggunakan instrument alat 

perekam dan alat tulis tennasuk kamera untuk pendokumentaaian lokasi 

penelitian dan infunnan peoelitian. 

2. Observasi 

Observasi menurut James P. Chaplin dalam Kartono (19% : 157) adalah 

pengujian secara intensional atau bertujuan sesuatu hal, klrususnya untuk 

meksud pengumpulan data mengenai satu verbalisasi tenl!mg bal-bal yang 

diamati. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajori, 
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aktivitas-aktivitas yang berlangsung, or.mg-orang yang terlibat dalam 

aktivitas, dan malrna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat 

dalam kejadian yang diamati tersebut (Poerwandari, 1998 : 64). 

Observasi peneliti lalrnkeu dengan mengamati dan tedun langaung dalam 

pelai<sanaan penataan kenangan narapidana, dan mengilruti bagaimana 

mekanisme pelaksanaannya. 

3. Doknmen 

Doknmen ialab setiap bahan tertulis manpun film yang sudab ada 

sebelumnya, bukan diperniapkan kanona adanya permintaan peneliti. 

Doknmen sudab lama di!l'makan dalam penelitian sebsgai sumber data karena 

dalam banyak hal dapat dimanfu.atkan untuk menguji, menafsirkan. babkan 

untuk meramalkan (Molenng, 1998 : 161). 

Dalam penelitian ini dokamen yang peneliti knmpulkan bernpa dokumeo 

keluar masaknya uang narapidana, pembukana. alat tukar dan lainnya. 

Dalam penelitian kualitatif, sangat perlu untuk melakukan aoalisis 

vafiditas (kredibilitas, kesabihan) data yang sudab rerknmpul. Hal ini 

dimakaudkan agar basil penelltian dapat diyakini kebenaran dan derajat 

kepercayaannya sebagai sebnab penelitian ilmlab. Menurut Poerwandari (1998 : 

161): 

Kredibilitas studi knalitatif rerletak pada kaberhasilannya mencapai 
maksud mengekaplorasi masalab atau mendeskripsikan setting, proses, 
kelompok sosial atau pola lnterakei yang kompleks. Deskripsl mendalam 
yang menjelaskan kemajemukan (kompleksitas) aspak-aspek yang terkait 
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(dalam baha.sa kuanti!atif: variabel) dan i.nleraksi dari berbagai aspek 
menjadi salah satu ukuran kredibilitas penelidan kualitatif. 

Untuk menetapkan kredibilitas data, menurut Sarantakos ada empat 

konsep yang dipakai, yaitu (Poerwandari, 1998: 161): 

I. Validitas kumulatif 
Dicapai bila tetllllllll dari studi-studi lain mengenai tnpik yang sama 
menunjukkan basil yang Jrumng lebih serupa. 

2. V aliditas komunikatif 
Dilalrukan melalui dikonfirmasikannya kembali data dan analisisnya 
pada responden penelitian. 

3. Validitas argumentatif 
Tercapai bUa presentasi temuan dan kesimpulan dapat diikuti dengan 
baik rasionalnya, setta dapat dibuktikan dengan melihat kembali ke 
data mentab. 

4. Validitas ekologis 
Menunjuk peda sejauh mana studi dilalrukan peda kondisi alamiah dari 
partisipan yang diteliti, sebingga justru kondisi 'apa adanya' .dan 
kebidupan sebari-bari menjadi konteks penting penelititm. 

Berdasarkan konsep di atas, maks dalam penelidan ini validitas data aksn 

dilalrukan dengtm: 

1. Mengusahakan untuk dilalrukannya penelitian senatural mungkin, apa adanya, 

tanpa merubah kondisi subjek dan lingkungan penelitian. 

2. Mengkonfirmasi ulaug setiap data yang telah ditenuakso dan aualisis yaug 

telah dilalrukan kepeda sumber data. 
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3. Membandlngkan temuan data dengan basil-basil penelltian lain yang 

menyangkut efektivims lrebijahm maupun lembnga pemasyamkatan, balk 

penelitian dal!IIll negeri maupun luar negeri. 

4. Pengambilan kesimpulan didasarkan pada data yang diperoleb di lapangan, 

tanpa ada u.saba untnk memanipulasi data. 
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GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASY ARAKATAN KLAS llA 
SALEMBAJAKARTA 

3.1. Organisasi 

3.1.1. Dasar Hllkum 

Pembentukan Lembaga Pemasyamka!an Klas IIA Saleruba dikuknbklUl 

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI 

Nom or M.02-PR.07 .03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga 

Pemasyamka!an KJas IIA Salemba, Cibinong, Pasir Putih Nusakambaogan, dan 

Lembaga Pemasyarakatan Klas liB Way Knrum, Slawi, Nunukan, Boalemo dan 

Jailolo tertangga123 Februari 2007. 

Lembaga Pemasyarak.atan KJas IIA Salemba sendiri resmi opemsional 

pada tanggal 01 April 2008 dengan diterlmanya pindahan 20 orang narnpidana 

deri Rutan Klas I Salemba Jakarta Pusal 

3.1.2. Sejarall 

Lembaga Pemasyarakatan Klas llA Salemba dulunya adalah Rumah 

Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

Rutan Salemba. Saat ini Bangunan atau gedungnya terbagi menjadi dua, yaitu 

gedung Rutan Salemba sendiri dan gedung Lapas Klas llA Salernba sendiri yang 

sampai dengan penelitian ini dilaknkan masih dalam tahap penyelesaian. Rlltan 
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Salemba sendiri dibangun pada sebldang IBnah seluas 42.132m2 pada Tahun 1918 

(malah pada waktu itu namanya Lemb'l!l'l PemasyarakJWm Salemba). 

Sebe1um tahun 1945 Lemb'l!l'l PemasyarakJWm Salemba dipergunakan 

oleh Kolonial Belanda untuk menahan orang-<>rang yang melakukan pelanggaran 

hulrum Kolonial Be1anda. Se!e1ah tahun 1945 dengan kemerdekaan hangsa 

Indonesia dimana waktu ltu Lembaga PemasyarakJWm Salemba dipergunaken 

untuk menampung alau menaban tahanan politik, tahanan sipll, tahanan 

kejaksaan, dan pe1aku kejabalan ekonnmi (penimbun kekayaan yang ramai pada 

saat itu). Pada saat teijadinya pemberontakan G.30 SIPKI, sebagian 

tahananlnarapidaaa diplndahkan ke Lemb'l!l'l PemasyarakaWt Clpinang, Lemb'l!l'l 

Pemasyarakalan Glodok (sekarang pusat elektronik glodok) dan sebagian 1agi ke 

kampus AKlP (Akademi llmu Pemasyarakatan) di Percelakan Negam, sekarang 

kampus Akademi Letigasi Republik Indonesia (ALTRJ). Pada tahun 1960 sampai 

· dangan 1980 Lemb'l!l'l Pemasyarakatan Salemba dljadiken Rumah Tahanan 

Militer (R'IM) yang khusus menahan mbanan militer dibawah pimpinan Inrehab 

Laksusda Jaya. 

Pada tanggal 4 Februari 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba, 

perlengkapen inventaris, serla rumah dinas yang dipergunakan oleh Inrebab 

Laksusda Jaya diserahkan kembali kepada Departemen Kebakiman melalui 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jeoderal PemasyarakJWm N Jekarta Raya dan 

Kalimanlan Barat,yang saat itu dikepalai oleh Soekirman, SH. Serah terima ini 

berdasarkan Surat Perintah Panglima Komando Operasi Pemulihan Kesatuan dan 

Ketertiban tanggal 9 Januari 1980, Nomor: Sprint-12/KepKam/l/1980 dan Surat 
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Perintah pelaksanaan Nomor : Sprint-4-5/KAHDA/111980 tanggal 23 Januari 

1980. 

Sejak tanggal 22 April 1981 Lembaga Pemasyarakatan Salemba 

dimanfaatkao untuk pelaksanaao penaharum bagi tahanan wanita pindahan 

Lembaga Pemasyarakalan Bukit Dnri yang pada waktu itu dialihfungsil:an 

menjadi lok.asi pertokoan, dan setelah diadakan renovasi bangnnan tahap I awal 

Oktober 1989, mulai ditempatkao tahanan pria dari Kejaksaan Tinggi DKJ 

Jakarta, Kejaksaan Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Kejaksaan 

Negeri Jakarta Barat. Semakin padatnya pengbuni Lembaga Pemasyarakatan 

Salemba,taharum wanita yang sejak Aprill981 yang menempari Blok A dan Blok 

B dengan pemerujuan Kepala Kantor Wilayab Departemen Kebakiman DKI 

Jakarta, dipindahkan ke Rumah Tabanan Negara Klas!JA Pondok Bambu Jakarta 

Timur. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kebakiman Rl Nomor : M.04.UM.OJ.06 

Tabun 1983 tentang Penelllpan Lembega Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah 

Tabenan Negara, maka Lembaga Pemasyarakatan Salemba bersama 24 Lembaga 

Pemasyarakatan lainnya yang berada diselurub Indonesia yang mewakili 18 

Kantur Wilayab Deperiemen Kehakiman (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

dan Dl Jogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara,Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Tengah, Sumatera Barat, Rlau, Sumatera Selatan Bengkulu, Jambi, Lampuug, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Tunur, Kalimantan Tengab, Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Timur, Bali,NIT, NTB, Sulawesi Tengam, Sulawesi Utara, Tunur-

timor, Maluku, dan Irian Jaya) berubab status menjadi Rumah Tabanan Negara. 
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Pada talrun 2007 Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu Rumah Tahaoao Negara Klas I Jakarta Pusat dan 

Lembaga Pemasyarakallln Klas liA Salemba. Rumah Tabanan Negara Klas I 

Lembaga Pernasyarakallln Klas liA Salemba dan Rumah Tahaoao Negara Jakarta 

Pusat terletak di Jalan Percetakao Negara Nomor 88 Keluraban Rawasarl 

Kecamatan Cempaka Putih Kolllmadya Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta dan 

melayani tiga wilayah katja, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. 

Lembaga Pemasyarakallln Klas IlA Salemba dan Rumah Tabanan Negam Jakarta 

Pusat memp~myai batas-batas wilayab sebagai barikut : 

• Sebelab Utara : Jalan Pereetakan Negam Raya 

• Sebelab lllDIIr : JalanPercetakan Negara!X 

• Sebelab Selatan : Jalan Percetakan Negara Vll 

• Sebelah Barat : Jalan Percetakao Negara VII 
. 

Hingga saat ini proyek pembangmum Lembaga Pemasyarakallln Klas liA 

Salemba baru menyeleaaikan satu blok hunian Type 7 (kapasi!BS 7 oratllY'sel), 

namun telab difungsi.kan terhituog lllnggal 01 April 2008, untuk operasional maka 

kantor sementara menggun.akan kantor lama Rullln Salemba yang nantinya akan 

dijadikan meseum Pernasyarakallln. Kondisi bengmum Lapas Salemba yang ada 

saat ini baaya I unit gedung kantor eks. Rutarl Klas I Jakarta Salemba dan gedung 

baru Lapas Salemba yang lerdiri darl I blok hunian dan I baaglman yang 

difungsi.kan sebagai dapur, I pes Ka.Rupam, I unit ruang kunjungan, dan 1 unit 

ruang P2U. Dapur Lepas Salernba sudab berfungsi melayani menu makanan bagi 

WBP sejak tanggal 07 April2008. Adap1m kapasi!BS blok hunian WBP terdiri darl 
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3 lantai dengan jumlah kamar 32 buah yang terdapat di lantai 2 dan lantai 3, 

sedangkan lantai ldifungsikan sementara sebagai operasionai lwllor. 

3.1.3. Slnlktur Organisasi 

Lembaga Pemasyarakatan Klas ITA Salemba dipimpin olah Kopala 

Lembags Pemasyarakatan yang membawahi : 

I. Sub bagian Tata Usaba, terdiri dari: 

a. Urusan Kepegawaian dan Kenangan 

b. Urusan Umum 

2. Seksi Bimbingan Narapidana I Anak Didik, terdiri dari: 

a. Subseksi Registrasi 

b. Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Perawatan 

3. Seksi Kegiatan Keija, U>rdiri dari: 

a. Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja 

b. Subseksi Sarana Kerja 

4. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertibaa, terdiri dari: 

a. Subseksi Keamanan 

b. Subseksi Pelaporan dan Tala tertib 

5. Kesatuaa Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, terdiri dari petugas· 

petugas pengamaaan antara lain Rupam dan Ruport. 
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Gambar3.1 

Strnktur Orgaaisasi Lemboga Pemuyarakatan Klas llA 

Kopala l.apu 
l<la$11A 

Subbaglan Tab 

"""' 
I I 

Un.~san Kepeg. dan Urusan Urrtum 
KPLP Keuanpn 

I I __ ,., 
Seksi Kegiatan $(1k$1 Adminl$tmsl --- Ke~a """"""""'-

I I 

Subseksl Reglstrasl Subseksi Sarana Subseksl Keamanan 
Kelja 

_...__ 
Subseksf armbingan Subseksi Bimbingan Subseksi Pelapomn 

Petugas I Kemasyarakatan Keija dan Pengefo!aan dan Tala Tertib 
Pengamanan Perawalan Hasil KeJja ---

Sumher : Lapas Klas JIA Salemha Jakarta, Agustus 1009 

3.1.4. Pembagian Tugas (Job Description) 

tapas Klas !lA Salemba ada!ah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang 

pen1l1S)'11fakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
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Kantor Wilayab Departeman Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tugas pokok 

dari Lapas Klas IIA Salemba adalah untuk melaksanakan fungsi pembinaan 

nampidana I anak didik pemasyaraka!an. Untuk menyelenggarakan tugas 

terse but, Lapas Klas llA Salemba mempunyoi fungsi : 

I. Melaksanakan pembinaan narapidana I anak didik pemasyarakatan. 

2. Memberikan bimbingan, terapi dan rebabilltasi narapidana I anak didik 

pemasyarakatan. 

3. Melalrukan bimbingan sosiall kerohanian. 

4. Melakukan pemeliharaan ke<!manaan dan tala tertib lembaga 

pemasyarakatan. 

5. Melakukan urusan tata usaba dan rumab tangga. 

Berdasarkan kelima fungsi pokok tersebut, secara garis basar terdapat dua 

pembagian tugas di Lapas Klas llA Salemba Jakarta, yaitu tugas pengamanan dan 

tugas pembinaan. Tugas pengamaaan dilakukan oleb unsur Kesatuan Pengamanan 

Lapas (KPLP) yaitu Kopala KPLP dan jajarannya dan Seksi Administrasi 

Keamanan dan Tata Tertib (Adkamtib), kemudian tugas pembinaan dilaksanakaa 

oleh Sekai Pembirulan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) beserta Jajarannya 

dan Sekai Kegiatan Ke!ja beserta jajarannya 

Keamanan merupakan salah satu pilar penting rolak ukur keberhasilan 

suatu lapas dalarn rnenjalanken tugas pokok dan fungsinya dalam membina 

narapidana. Sistem ke<!Maaan yang baik merupakaa sistem yang terintegrasi 

antara petugas, narapidana dan masyaraket dan yaug tidak kalab pentingnya 

adalab faktor sarana prasarana keamaaaa. 
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Dalam bidang pengamaoao, petugas pengamanao dituntut untllk 

melaksanakao tugas penglliDilll30 yang ketat namun tetap memperbatikan sendi­

sendi kemanusiaan. Tngas keamanao di lapas masuk dalam bidang tugas Kesatuan 

Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), yang terdiri dari unsur Kepala 

KPLP, StafKPLP, dan petugas regujaga. Namun demikian tidak berarti petugas 

staff tidak peduli atau tidak peka terbadap kondisi pengamaoan, sebab mereka 

juga diwajibkan untuk membaotu bidang pengamanan dengao adanya piket 

bantuan jaga. 

PengaiU!an jam dinas petugas staff adalah sebagai berikut : 

• Hari Senin sld Jumat ; Puknl 08.00- 15.30 

HariSabtu : Untuk pegawsi staflibur. 

Pengaturan waktu dinas bagi petugas pengamanan selama 24 (dua pulub empat) 

jam dimulai : 

DinasPagi 

Dinas Siang 

• Dinas Malam 

: Puknl 07.00- 13.00 

: Pukul13.00 - 19.00 

: Puknll9.00-07.00 

A wal pelaksanaan dinas bagi petugas pengaman yang terdiri dari 4 

(empat) regn pengnmanan secant bergantian 3 (tiga) shift yaitu : 

Dinas Siang 2 (dun) kali 

Dinas Pagi 2 (dua) Kali 
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- Dinas Malam 2 (dua) kali 

Kemudian istirahat selama 2 (dua) bari atau dinas siang-siang, pagi-pagi, m.alam­

malam dan istirllhat-istirahat (lepas jaga). Secara umum kinerja Lembaga 

Pe.masy1!l8katan Klas llA Salemba Jalw!a, saat panelitian ini dilaksanalcan dapat 

dikatakan cukup bail:, hal ini terlibat dari suasana kerja tertib iancar, aman 

disiplin dari petugas yang melaksanokan tugasnya dibidangaya masing- masing. 

Dan yang terpenting adalah panggeledahan rutin yang dilakukan setiap satu bulan 

sekali dan bebempa kali panggeledaban insidenfil tidak ditemukan hosil yang 

merupakan pelanggaran tata tertib keamanan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel3.1 

Penggeledabsn Bulan JuH 1009 

Ta- ...... TQJ])t yg dlgdedab &$11l'~hi· .._. 
"'' "' Noma Pangb.t/Jab BlotdKm< lhy• "' Nama Pcmlllk diambiJ 

Muat """"' N•m ...... 
..,., Htr:udlli KuiAdbm AI.l aldAl.l ' "' ........ 

A1.t lid Al.16 

Al.llfd A116 7 25 NllliL 

' 25 

,.., AJdlkl• KQIGitija At.llldAU ' "' diu uam 
A2.lllld A1.16 

A3.1 aid A3.16 ' 25 NIHIL 

1 2S 

"""' ..... dl Klo.I<PLP AUafdAt.8 ' .. 
dauteam 

Al.l t/d..U.16 ' 
AJ.llfd A3.16 1 ,. NIH1L 

" 
18m TriBndl IWi Al.l afd At.8 ' .. 

danletm Bludlk 
Al.llfdA2.16 

AJ.l sld A.l.l6 7 lS N1HIL 

' 
,. 

Sumber : Seksi Administrasi Keamanan don Ketertiban !Apas Klas IIA Salemba 

Hasil penggeledahan diatas juga tidak terlepas dar! sistem dan mekanisme 

pengawasan yang dilakukan oleb regu jaga yang telab diatur dalam pembagian 

tugas regu jega (rolling pos pengamanan) diatur sedemikian rupa, sebagaimana 

dala:m gambar berilrut ini : 
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RoUing Pos Pengamanan 
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Sumber: Kesaluan Pengamanan Lapas Lapas Klas JIA Salem/Ja 

Kegiatan pengamanan horus didukung oleh sarana prasarana pengamanan 

yang memadai, berdasarkan data yang ada sarana dao prasarana kelengkapan 

tugas keamanan dao ketertiban di Lapas Klas ITA Salemha tergolong masih 
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kurang, konclisi ini dikarenakan lapas yang masih baru dan pengadaan sarona 

pmsarana sangat bergantong pada anggaran yang ada. 

Tabel3.2 

Daftar Keadaan Senjata Api dan Peluru Bulan Juli tahun 2089 

Ktadae SeoJflta ApJ Pemdlaan pehn"u sam~bn 

"'" R""k Ruakb.k lml - ....... Jml Mill. ""'l•m l'IDjom Pia.fsm ..... ... ......... AB!U l>OU!l -dlptrbaUd .. ,.,...lki .. .... 
I 2 > ' • • 7 • ' 10 11 12 

2 

l. Pdunv'Amuo 1l 12 

"' 
Sumber ; Seksl Admintstrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Klas IIA Sa/emba 

Jumlah peluru dan pistol tersebut merupakanjenls senjata api standar yang 

dimiliki oleh lapas, namun dari segi jumlah masih sangat lrurang. Konclisi ini 

dikarenakan Lapas Klas UA Salemha Jakarta masih dalam tahap pembangunan, 

1ermasuk perlengakapan perseqjataan jllgiJ menyesuaikan dengan anggaran yang 

ada. 

R.ego Pengsmanan terdiri dari empat regu yang bekerja secara shift 

(bergantian). Dal!llll melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing 

regu dilengkapi dengan sarana prasarana keamanan sebagai berikut : 
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Tabel3.3 

Daftar Keadaau Sarona Prasarana Kelengkapan Tugas Keomanan dan 
Ketertiban pada Pos Utama Bulau Juli 2009 

No JtnhSano.t Kuudi.Jt S.nutt Ptuamla Keamai.WIIt dn Ketertlban Jwl "" Prasarana selurubaya 
Bdo•Perull Pt.nah.Adlll A!kSwlalt Ada8ttdt4 Atl.l:dlm .... Sckaraug Ttn. RUDII: diD T(lk ltiiSilkdsll Ppt Wdnn 

Ada Llgi Dpt Dlp«JWW Dlptrbaild lAg! bllik 
l.ogl 

' ' l • 5 6 7 • • 
I HudyTIIII;:y ,. •• 

' Cb•••" • ' ' 10 
IWI(Iy talky 

3 Lampu •• •• ·-....... 
4 "'"'' • 5 

"'"""' • Ku11d 2J 277 300 
Gea~blk vtro 

• JuHujan 10 •• 
7 ........ . .. 100 

• Gdu •• ,. 
' Firing ,. ,. 
•• Scndok .. 18 

II .... .... u 11 

ll RompiSii.tgu 17 17 
Ks.mtib 

Sumber : Seksi Administrasi KeamaiUln dan Ketertiban Lapas Klas IIA Salemba 

Sistem pembinaan yang di!aksanakan di Lapas Klas !lA Salemba 

didasarkan pad a Sumt Edaran Nomor. KP .I 0.13/3/l tanggal 8 Februari 1965 

tentang Pemasyarakatan sebagai Proses, hal yang sama juga di!akukan oleh lapas-

lapas pada umumnya 
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Bebetapa prognun pembinaan yang Ielah dilaksaru!lo:!n di lapas ini adalab : 

!. Rebabilitasi Sosial 

Rebabilitasi sosial merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk 

membimbing narapidana mengembangken yang lebih positif, sehingga merek:a 

nantlnya dapat kembali ke masyru:akat dan tidak mengolnngi tindakan 

melanggar bukum setelah mereka bebas. Bentuk wbabilitasi sosial 

diwujudkan dalam bentuk kunjungan narapidana, hiburan dan kegiatan lain 

yang lebih mendekatk.an Illllilpidana pada kehidu- sesungguhnya diluar 

lapas. 

2. Rehabilitasi Medis 

Rehabilitasi medis dilaksanakan oleh dokter dan perawat. Bentuk kegiatannya 

berupa observasi dan dokementasi penyakit. 

3. Pembinaan Memal Rohani 

Pembinaan menlll.l dan rohani bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan 

terbadap Tuban Yang Maha Esa. Pembinaan ini berupa kegiatan kerohanian, 

seperti kegiatan kerohanian Islam yang berupa pengajian rutin, dzikir 

bersama, sholat beljamaab. Selnin itu juga kegiatan gereja secara rutin, 

kegiatan vihara, termasukjuga kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan. 

4. Pembinaan int:elektual dan wawasan kebangsaan 

Pemhinanan int:elektual merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk 

meningkatkan pengetshuan dan mengembangken fungsi int:elektual 

narapidana. Kegiatan yang dilukukan antara lain dengan seminar, 
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pemberdayaan perpustakaan, dan berbagai kegiatan penyuluhan lain. 

Sedangkan pembinaan wawasan kebangsaan dimalamdkan untuk membina 

mental dan rasa keeintaan terlllldap tanah air dan NKRI. Salah satu kegiatan 

yang dilakukan adalah diadakannya pendldikaa baris berbaris (PBB) dan 

upacara setiap tanggal tujah betas. 

5. Pembinaan olahmga dan kesenian 

Bentuk kegiatan pembinaan ini adalah: 

a. 01~ Kegiatan olahmga dilaksanakan setiap bari, pagi dan sore 

sesuai dengan jadwal yang Ielah dltentukan. Kegiatan yang dilaksanakan 

antara lain lati pagi, senam pagi massal, sepak bola, bola voli, Ienis meja, 

dan catur. 

b. K!lS"nian. Kegiatan kesenian dimaksudkan ontuk membina dan mengasah 

bakat-bekat seni narapidana, sebingga mereka dapat menyalurkan bakat 

seni yang mereka milild. Kegiatan kesenian yang dilakaanakan antara lain 

vokal grup, group band. Saat ini sudah ada tiga kelompok vokal group 

dan dua group band yaog berlatib secara bergantian sesuai dengan jadwal 

yang Ielah ditanmkan. 

6. Pembinaan ketanuupilan dan kegiatan kerja 

Pembinaan keternmpilan dan kegiatan kerja dimakaudkan untuk meningka!kan 

kemampuan residen dan mengembangkan bekat residen. Kegiatan yang 

dilakukan antara lain berupa bengkel kelja, pembuatan kerajinan tangan, 

sablon, menjahit, pertaraanan, pertukangan, dan petemakan. 
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Untuk prosedur pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lapas 

Klas ITA Salemba Jakarta ini tidak jauh berbeda dengan pola pemblnaan di lapas 

lain yang ada di Indonesia. Adepun prosedur pelaksanaan kegiatan pemblnaan 

adalah sebagai berikut : 

• Mapenaling 

Maponallng, amu slngkatan deri "masa pengenalan lingkungan" merupakan 

program awal yang harus dijalani oleh narapidana selelah mereka masuk Ire 

Lapas Klas IIA Snlemba Jakarta ini. Narnpidana menjalani program ini selama 

2 mlnggu, dimana selama masa tersebut narapidana alreu mendepatkan 

pembekal.an yang berupe eeramah deri petugas-petugas yang terkai~ tentang 

kond.isi lapas yang meneakup tala tertib dan peraturan, sosialisasi program 

pembinaan, sosialisasi linglrungan dan blok, dan sebagalnya 

• Pemblnaan kesadaran wawasan kebangsaan 

Pemblnaan kesadaran wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk memblna 

kesaderau berbaugsa dan bemegara, serta melatih disiplin narapidana. 

Program ini dijalani oleh narapidana setelah mereka selesai menjalani 

program mapenaling. Bentuk kegiatannya antara lain berupe Pelatihan 

Peraturan Baris Berbaris (PBB), serta pelakaanaan upeeara setiap tanggal 17 

dan upeeara hari-hari besar nasional. 

• Program pembinaan lreterampilan dan lregiatau ketja 

Selelah menjalani program tempi dan rebabilitasi, maka selanjulnya 

narapidena yang Ielah memenuhi syaral dapat diajukan ke sidang TPP (Tim 
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Pengamat Pemasyarakatan) untuk mulai beke!ja pada bidang-bidang yang 

sesaai dengan kemampnannya. Narapidnnn yang dipekeljakan rersebut biasa 

dikenal dengan istilah tamping. Mereka dapat ditempatkan di kegiatan 

menjahi~ sablon pettamllllll!l, tempat ibadah, maupun membantu pekeJ:iaan· 

pekeJjaan petugas yang lain. 

3.2, Manajemen Lapas Klas UA Salemba Jakarta 

3.2.1. Pelaksanaan Funpi Manajerial 

Pelaksanaan fungsi mannjerial mernpakan fungsi yang dilakukan oleb 

pimpinan masing-masing Seksi dan Sub Seksi dimana di Lapas Klas UA Salemba 

Jakarta rerdapat tiga betas (13) pejabat struktural yang menjalankan funpi tugas 

~erial. 

Funpi manajerial dlsebar kepada masing-masing seksi dibawah 

kootdinasi Kepala Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Untuk funpi pembinaan 

dilaksanakan oleb Seksi Pembinaan Narapidnnn dan Anak Didik (Binadik), fungsi 

pembinaan kemandirian dan keJja narapidana oleh Seksi Kegiatan Kelja, fungsi 

administrasi pengamanan oleh Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, 

sementara pelaksana pengamanan di lapengan adalah Kesatuan Pengamanan 

Lapes (KPLP) dan untuk kegiatan administrasi Kepegawaian dan Sarana Kegiatan 

dijalanksn oleb Sub Bagian Tata Usaha 

3.2.2. Pelaksanaan Fungi Penduktmg 

Dalam mendukung fungsi organisasi dan kelancaran operasional kegiatan, 

Lapas Klas UA Salemba Jakarta memiliki sejumlah petugas yang menjalanksn 
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tugasnya sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Data 

mengenai jumlah lqrryawan tereebut sesuai dangan tabel berikut : 

No 

I 

2 

3 

4 

s 
6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

Tabel3.4 

DataJumlahPetugas Lapas KlasiiA SalembaJakarta 

Berdasarkan Jabatan (Juli 2009) 

Golongan Jumlah 

Pejabat S1Iuktutal 14 

StafUmum 6 

StafKepegawaian dan Keuangan 6 

StafBimkemaswat 21 

Staf Registrasi 7 

Staf Kegiutan KeJja 7 

Staf Administrasi Keamanan dan Ketertiban 4 

StafKPLP 5 

Petugas Penjagaan 67 

Dokter Perbantuan 8 

Perawat Perbantuan 8 

Staf Perbantuan 8 

Magang 9 

Total 170 

Sumber : Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Kias IlA Salemba 
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Tabel3.5 

Data Jumlah Petugas Lapas Klas IIA Salemha Jakarta 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Juli 2009} 

No Golongan Jumlah 

I SLTA 117 

2 Sarjana Muda 21 

3 81 22 

4 82 10 

Total 170 

Sumber : Urusan KeJ!f!gawaian dan Keuangan Lapas Klas llA Salemba 

Dengan jumlah petugas sebanyak: 170 orang, diharapkan dopa! efektif 

menanganl jumlah penghuni yang selalu bertambah setiap minggunya. Kapasitas 

maksiumJ penghuni yang dapat dilampung oleh 1apas ini adalab S<liumlah 224 

orang, dan puda tanggal 31 Juli 2009 jumlah narapidana di Lernbaga 

Pernasyarakatan SalemhaJakarla sebanyak 1.041 omng. 
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Tabel3.fi 

Data Pengbuni Lapas K1as UA Salemba 

Berdasarkan Status Pidana (Juli 2009) 

No. lSI Ju.mlab 

I Tahanan 

a. AI .. Orang 
b. Ail b. 143 Orang 
c. AIII c. 99 Orang 
d. AN d. 2 Orang 
e.AV e. Orang 

Jumlah 244 Orang 

2 Narpidana 

a. BI .. 509 Orang 
b. BI!a b. 234 Orang 
c. BI!b c. - Orang 
d.Bms d. 54 Orang 
Jumlah 797 Orang 

Jumlah Keseluruban 1.041 Orang 

Sumber : Bagian Registrasl Lapas Klas HA Sa/emha 

Data jumlab pengbuni Lembaga Pemasyarakatan Klas UA Salemba 

tersebut terdiri dari berbagal macam kasus yang dapat dlllbat pada tabel berikut 
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Tabel3.7 

Tabel Jumlah Penghuni Lapas Klas liA Salemba 

Berdasarkan Kasus/I'indak Pidana (Jull 2009) 

No Jenis: Kejabatall p.., lumloh 

KUHPIUU 

2 3 5 

I Terll""" Ke!Ct1lban J54--181 20 

2 MataUII.llg 244-251 3 

3 Memalsu MatcrnifSumt 23$-215 3 

4 Kesusilafm 281-m 6 

5 Pe!judian 303 21 

6 Penrulikan 324-336 3 

7 -bun- 33S.3SO 2 

8 llengnniayaan 3$1-356 1! 

9 Pencurian 362·364 189 

!0 Pemmpokan 365 78 

11 Memeras.IMeng.ancam 36S.369 25 

12 Pengge1Bp8Il 372~)75 36 

13 Penipuan 406410 26 

14 Merusak Barang 48()..481 5 

" Penadahan 41ID-4SI II 

16 Narkotika UUNo.22197 382 

17 Psikotropika UU No, 5/97 16& 

18 Sajam UU Drt..I2/5l 9 

19 Korupsi UUNo.31199 2 

20 Lain-lain 41 

Jumlah L041 

Sumber: Bagian Registrasi Lapas Klas 1/A Sa/emba 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN 

4.1. Gambanm Umum Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas 
K1as UA Salemba Jakarla 

Pelaksanaan mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas !d... llA 

Salemba Jakarta dimulai pada saat peuerimaan narapidana/tahanan bam sangat 

memegang peranan penting, karena merupakan tabap awal yang hams dilalui baik 

oleh petugas maupun taluman/llllrnpidana dalam proses BPU. Baik buruknya 

pelaksanaan BPU ditentukan oleh bagaimana men.sosialosa.sikan program Uri 

<Warn waktu singkat ketika pmses peuerimaan/peudaftamn. Petugas (yang 

bertugas di P2U, Rupam maupun petugas Registrasi) hams mampu menjalankan 

fungsinya dengan baik. 

Berikut tabapan·tahapen penerimaan tabanan!llllrnpidana dan kaitannya 

dengan mekanisme Bebas Peredaran uang (BPU) : 

A. Mekanisme di Pos I: Pos Pengawasan dan Pemeriks111m(Wasrik) 

1. Petugas pengawal pemindahan Narapidanafl'abanan menemui petugas 

pengamanan Pos I; 

2. Petugas pengamanan pos I memastikan kebenaran pemindalam 

Narapidana/Tahanan dari Lapas/Rutan; 
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3. Petugas pengamanan Pos I membuka pintu gerbang I supaya mobil 

Tratlll Pas dapat masuk dan menutup kembali pintu gerbang I setelah 

mobil masuk; 

4. Petugas pengamarum Pos I menginformasikan kepada pe(Ugas P2U & 

melapor kepada Ka.KPLP mengenai kedatanganlpemindahau 

Nampidana. 

B. Mekanisme Penjaga Pintu Utama (PZU) 

I. Petugas P2U membuka pintu gerbang II dan mobil Tratlll Pas 

dipersilahkan masuk diantara pintu gerbang II dan pintu gerbang ill; 

2. Setulah mobil Tratlll Pas masuk, pintu gerbang II dikunci kembali; 

3. Narapidana dengan membawa barang bawaanya dituruukan dari mobil 

Tratlll Pas sesuai dengan daftar no. Urut pengantar dan ditampung di 

ruang P2U; sedangkan mobil Trans Pas diperintahkan keluar lagi 

melalui pintu gerbang II dan pintu gerbang r. 

4. Petugas P2U memeriksa surat-surat yang menyertai pemindahau 

Nampidanafrahanan dan kelengkapannya; 

5. Petugas P2U mencocokan Narapidana/Tahanan dengan keahsahan 

sural sesuai dengan nomor urut pengantar sural; 

6. Petugas P2U melakukan penggeledahau terhadap orang dan barang 

bawaannya; 

7. Apabila dalam penggeledahan ditemukan barnng-barang terlarang. 

make pemilik barang tersebut dipisahkan dari yg lain gnna diamankan 

dan diproses lebih lanjut; 
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8. Petugas BPU Regislrllsi mencatat jumlah uang yang dibawa oleh 

narapidana/tahanan di dalam Register D; 

9. Petugas P2U mencatat dalam buku laporan mengenai jam masuk, 

jumlah dan asal Narapidana!fahanan serta nama pengawal; 

10. Petugas P2U mengarahkan dan atau menyerahkan pengawal beserta 

Narapidana/Tahanan ke petugas perawatan; 

C. Melumisme di Perawlll<m 

L Petugas perawstan menerima Nampidana!fahanan dari P2U; 

2. Petugas perawatan melaknkan pemeriksaan kesebatan dan mencatat 

hasil pemeriksaan kesehatan Narapidana!fahanan ke dalam laporan 

kesehatan (Medical Repor(j; 

3. Pemeriksaan kesahatan dilaknkan oleb Tenaga Medis/ Paramedis/ 

Petugas perawstan yang bettugas; 

4. Pemeriksaan kesehatan tennasuk pemeriksaan urine dan darah, 

kemudian mencatat hasil pemeriksaan kesehatan Nampidana!fahanan 

kedalam laporan kesehatan; 

5. Membuat berita acara pemeriksaan kesehatan yang dikelahui oleh 

Kalapas; 

6. Menyenlhkan perlengkapan inventaris dinas kepada 

Narapidanallahanan, berupa: 

1. pakaian harian/ke!ja; 

2. perlenglcapan makan; 

3. perlengkapan tidur; dan 
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4. perlengkapan ibadab. 

7. Menyerahkan Narapidana/Tahanan ke unit pendaftamn/registrasi. 

D. Mekanlsnre dl Reglstrosi 

1. Petugas registrasi menerima Narapidana!Tahanan dari petugas 

perawatan; 

2. Petugas registrasi meneliti kembali keabsahan surat-surat dan mencatat 

barang-barang bawaan serta mencocokannya dengan 

Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan; 

3. Apabila terdapat ketidakcocokan antara pengakoan 

Narapidana!Tahanandengan sumt-surat yang menyertainya, maka 

melalui Kasi Binadik meminta kejelasan kepada pejabat yang 

berwenang asal Nampidana/Tabanao; 

4. Atas nama Kalapes, Kasi Binadik bersama-sama petugas pengawal 

instansi asal Narapidana!Tahanan menandatangani Berlta Acara 

Penerlmaan Narapidanaffahanan; 

5. Melakukan pencatatan identitas jati dirl Narapidana!Tahanan sesuai 

data dalam surat-surat dan pengakuannya kedalam. buku register B 

serta buku-buku pendaftaran lainnya; 

6. Melakukan peneatatan barang/uang bawaan kedalam buku register D 

dengan bukti Tanda Terima untuk Narapidana!Tahanan yang 

bersangkutan; 
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7, Khusus uang bawaan na.tapidan.altahanan dimasukkan ke dalam Buku 

Tabungan yang ditanda tangani oleh narapidan.altahanan dan petugas 

BPU; 

8. Batang bawaan disimpan di dalom gudang penyimpanan bar:ang 

setelah diberi label atas noma pemiliknya, sedang uang diserahkan 

kepada bendalma rutin melalui petugas BPU registrasi; 

9. Mengombil sidikjari Narapidan.a/Tahanan meliputi: 

1. Tisa jari tengah tangan Iilli dibalik lembaran putusan pengadilan; 

2. Sepuluhjari pada k:artu Daktiloskopi; 

10. Melakukan perbitungan tanggal bebas dan mencatalnya kedalam buku 

register; 

11. Mcngambil pas photo tampak muka (dua lembar), tampak samping kiri 

dan tampak sarnping kanan (setu lembar), masing-masing uloarang 

3X4 untuk ditempelkan pada: 

1. Buku Daftar B yang bersangkutan (lllmpak muka); 

2. Daftar identitas (lllmpak saraping Iilli dan tampak samping kanan); 

3. Kartu pembinaan Narapidan.a/Tahanan yang bersangkutan (tampak 

muka); 

12. Membuat kartu nama Narapidan.a/Tahanan meliputi: nama, nomor 

register, perkara pidana, tanggal bebas untuk diserahkan kepada 

petugas kamarlblok penaling; 
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13. Melalui Kasi Binadik menyerebkan buku register DIBIF basil 

pencatatan pendaftatan Narapidanaffabanan kepada Kalapas untuk 

ditanda tangani; 

14. Petugas Registrasi mengantar dan menyerahk:an Narapidana/Tahanan 

berikut kartu nama napi kapada Kopala KPLP. 

E. BendaharllWIIJI RUiin 

L Meru:rima, meneatar dan menyimpen uang slmpanan 

Narapidana/Tatumanyang disenlbkan olen petugas BPU registrasi; 

2. Meogeluarkan dan mencatat pengeluaran uang simpanan 

Narapidanaffaluman melalu.i petugas BPU registrasi; 

3. Kegiatan penerinwan dan pengeluaran uang simpanan disertai bukti 

tanda terima. 

F. Mekanisme di KPLP 

I. Kepala KPLP melakuksn pengecekan ulang identitasljati diri 

Narapidana/Tahanan; 

2. Kepala KPLP memberikan penjelasan tentang hak. kewajiban. dan 

pemturan tata tertib Lapas; 

3. Kepala KPLP menempatkan Nw;apidanaffahananpada katnar yang 

ditentukan; 

4. Penempatan kamar Narapidana!Tahanan didasarkan pada 

pertimbangan/ ketemngan dari unit perawatan terutama bagi yang 

berpenyakit menular ditempatkan pada karnar kbusus karantina. 
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5. Kepala KPLP memerintahkan Kepala Regu Pengamanan untuk 

menempatkan Nampidana/fahanan pada kamar yang telah ditentukan; 

6. Kepala Regu Pengamanan menyerahkan Nampidana!Tahanao kepada 

petugas blok; 

G. Mekanlsme di Bloltlkamar Penaling. 

I. Petugas blok menerima dan menempatkan Nampidana/fahanan 

kedalarn kamar hunian yang telah dipersiapkanl ditentukan; 

2. Petugas blok menerima dan memasang kartu nama 

Nampidana!fahananyang telah dibuat oleb petugas registrasi untuk 

ditempelkao pada pinlu sebelah luar kamar hunian; 

3. Petugas blok membuat laporan pelaksanaan penempatan 

Narapidanafi'abanan. 

Lapas Klas liA Salemba merupabn salah satu lapas yang melakaanakan 

program Bebas Pen:daran Uang (BPU). yaitu program yang dilakokao dalam 

rangka merninimelisir ganggnan kearnanan dan ketertiban yang bersumber dari 

beredamya nang tunai eli delarn lapas. Sehingga narapidana bokan dilarang 

menggunakan uang tunai di lapas melaiokan diberikan subsitusi berupa kupon 

yang nilainya sama dengan nang tunai yang c:lidistribusikan melelui Bokn 

Tahungan Narapidana. 

"BPU adalah mengganti alat tokar transaksi dengao kupon .• , nilainya sama 
dengao nang tunai nanaun wujudnya hokan mmg tunai, narapidana 
diwajibkan untuk memiliki Bokn Tabungan" 

(GA, Kasubsi Registrasi Lapas Klas IIA Salemba, Jakarta, 05 Agustus 
2009, 10.00 WJB, Rnaog Registrasi) 
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Penerapan mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) ini dimulai sejak 

n.arapidana baru masuk tapas, selama di dalam lapas dan berakhit ketika ia bebas 

nantinya. Pelaksaoa langsung program ini adalah subs seksi Registrasi Lapas Klas 

ITA Salemba Jakarta sebagai bidang yang melakukan peuyimpangan uang 

n.arapidana dan rercatat dalam Buku Tahungan Narapidana, sub seksi Registrnsi 

juga berkewenangan untuk mengeluark.an Kupon BPU dan sellllliutnya melakukan 

tranaaksi peoagibao kepada pihek Koperasi per barinya 

"Pelaksanaan BPU menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi sub seksi 
Registrasi karena terintegresi dalam tugas pencatatan barang bawaan 
narapidana dalam Register D, kmni berhak dan berwenang mengeluark.an 
Buku Tahungan dan Kupn BPU dan meneatat tranaaksi barian keluar 
masuknya uang" 

(GA, Kasubai Registrasi Lapas Klas ITA Salemba, Jakarta, 05 Agnstus 
2009, 10.00 WIB, Ruang Registrasi) 

"di lapas ini Koperasi memonopoli perdagangan termasuk peugelolaan 
Wlll1el kbUSUll, sebingge otomatis tranaaksi keuangan narapidana melalui 
kopemi. Transaksi dllakukan dengan menggunakan Kupon BPU, 
n.arapidana yang mau belanja atau menelpon di Wlll1el barus menyerahkan 
Kupon BPU dan nominalnya tertera dalam kupon, setiap sore kemudian 
kim melakukan peuagiban ke sub seksi registrasi berdasarkan jumlah 
tranaaksi yang masuk» 

(SH, Pengurus Koperasi Lapas Klas IIA Salemba, Jakarta, 06 Agustus 
2009, 10.00 WIB, Ruang Kantin Koperasi Blok A) 

Pelaksanaan mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) pada awalnya berat 

dirasakan oleb narapidana, karena merupakan suatu hal yang baru bagi mereka 

apalagi di rutan!lapas sebelumnya rempat dimana mereka menjalani perawalan 

sebagai mbanan dan menjalani pidana sebelumnya tidak diberlakukan mekanisme 

yang soma, kalaupun pernah dilaksanakan tidak beijalan sebagaimana mestinya. 
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"awalnya terk~ut pak ... karena disini ketat sekali uang ga boleh masuk 
barus pake Kupon, klo di rutan tempat saya dulu uang behas sekali, tapl ya 
namanya peraturan disini ya barus kita ikuti ... " 

(RE, Narapidana Kasus Narkoha, pidana l tahun 8 bulan, Jakarta, 07 
Agustus 2009, 13.30 WIB, Masjid Lapas) 

Berikut hagan alur pelaksaoaan mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) 

Gambar4.1 

Mekauisme Bebas Peredaran Uang (BPU) Sl!j!t Masuk WBP Bam 

Di Lapaa Klas 11A Salemba 

WBP • . . 

Sumber : Sub Seksi Regislrasi Lapaa Klas 11A Sa/emba 

Pelaksanaan mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) pada saat 

penerimaan narapidana/tahanan baru sangat memegang peranan pentlng, karena 

merupakan tahap awal yang barus dilalui ba.ik oleb petugas manpun 

tabananinarapidana dalam proses BPU. Balk burnkoya pelaksanaan BPU 

ditentukan oleh bagaimana mensosialosasikan program ini dalam waktu singkat 
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ketika proses penerimaan/pendaftaran. Petugas (yang bertugas di P2U, Rupam 

maupun petugas Registrasi) barns mampu menjalankan fungsinya dengan baik. 

Tugas petugas BPU dalam tahapan t=but adalah turut melakukan 

penggeledalnm be!llama dengan petugas P2U kbususnya baxang bawaan 

narapidana berupa uang tunai. Apahila narapidana yang barn liil!Suk kedapatan 

membawa nang, maka uang tersebut akan dieatat dalam bukn Register D (register 

barang bawaan lllll!lpidana), untuk selanjutnya dipindahkan ke Buku Tabungan 

Narapidana. 

Selanjutnya ketika.narapidana sudah ditempatkan dalam blok-blok hunian, 

dan keUka mereka berkeingiuan untuk belanja di koperasi atau menggunakan 

sarana telekomunikasl wartel kbusus lapas untuk mengbubungi kaluarganya, 

maka narapidana yang bersangk:utan harus mendatangi petugas BPU di ruang sub 

seksi Registrasi untuk meminta kapen BPU sesuai deogan nominal yang 

diinginkan danjumlahnya meneukupi saldo bukn tahungannya. 

Poda saat jam kunjungan mekanisme BPU telap dijalaukan yaitu dimulai 

ketika keluarga narapidana menitipkan uang kepada Petugas BPU di ruang 

kunjungan, dica!at dalam Bukn Besar BPU, narapidana kemudian diberikan 

Kupon BPU yang bertuliskun jumlah uang yang dititip/di!abungkan. Berikut 

adalah mekanisme penggunaan Kupon BPU pada saat jam berkunjung dan poda 

saat di lingkungan blok hunian : 
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Gambar4.2 

Mekaniame llebaJ Peredaran Uang (BPU} Saat Jam Knnjnngan 

Dl Lapas Klas IIA Salemba 

PtpBPU 

WBP 

Pengunjung 

Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Klas liA Sa/emba Jal<arta 
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Khusus pada transaksi belanja ataupun penggunaan wartel khusus lapus di 

kopemsi kunjungan dan wartelsus yang ada di ruang kunjungao, transaksi 

pembayaran dilakukan secara tunailcash, hal ini dikarenakan ruang kunjungan 

masih mempakan public area dimana masyarakat yang berkunjung dan 

narapidana yang dikunjungi masih diperbolehkan mempergunakan uang tunai. 

Ketika narapidana yang bersangkutan telah selesai dilrul;jungi dan akan akan 

memasuki area blok hunlan, maka tidak ada uang tunai yang boleh dibawa kecuali 

bukti transaksi lllbungan ke dalam Buku Tabungan dan berung-banmg bawaan 

lainnya yang diperbolehkan untuk dibawa ke blok bunlan. 
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"di n.18llJ! kunjungan terdapat 2 KBU wartel khusus dan bntin, di tempat 
ini uang rnasili diperbolebkan, sehingga trnnsaksi baik knotin rnaupun 
wartel soma halnya seperti kita berbelanja diluar, pake uang langsung, jadi 
tidak repot. .. " 
(SH, Pengurus Koperasi Lapas Klas liA Salemba, Jakarta, 06 Agustus 
2009, 10.00 WIB, Ruang Kantin Koperasi Blok A) 

"kalo di ruaog kunjungan k.ita bisa langsung belanja atau nelpon, karena 
disini kita bisa pake uang tunal ... " 
(SU, Nampidana Kasus Narkoba, pidana 1 tabun 8 bulan, Jakarta, 07 
Agustus 2009, 15.00 WIB, Masjid Lapas) 

Berilrut mekanisrne penggunana Buku Tabungan dan Kupon BPU di 

dalam area blok hunian Lapas K1as liA Salemba Jakana ; 

Gambar4.3 

Alur Penggnnaan Bub TabWlgan dan Kupon BPU 

EnttvlhmiiMa.wlc 

BPU 

BPU 
Reglstnlsl 

Klofm Taglhon 

Sumber : Sub Seksi &gistrosi Lapas Klas HA Salemba Jakarta 

BLOK 
Hunian 

Kemballlre Blok 
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> Ruang BPU Knnjnngan 

82 

Petugas BPU Registrasi menerima titipan uang dari keluarga pengunjung 

dan mern:atatnya kedalam bulru BPU Kunjungan; 

- Setelah selesai jam lrunjungan, petugas BPU lrunjungan menyerahkan 

nang titipan ke petugas BPU registmsi untuk dimasukk.an kedalam Bukn 

Tahungan dan dapat dipergunakan oleb Narapidana/Tebanan keesokan 

barinya; 

> Ruang BPU Reglstrasi 

- Petugas BPU R<>gistrasi membagikan. Kupen BPU (Kupon Bel!!flia) 

kepada Narapidana/Tahanan yang memiliki Bulru Tahungan dengan 

besamn yang dikeheudaki oleb Narapidanalfahanan dan minimum saldo 

tersisa Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah); 

Narapidana!fabanan menaodatangani kolom kredit pada Bulru 

TabungllflJlya; 

- Jumlah u.ilai Kopan BPU yang didebet dari Bulru Tabungan horus 

dibabiskan dalam satu bari; 

Selanjulnya Narapidana/Tahanan dnpet menggunakan Kupon BPU untuk 

belanja atau wartel. 

> Kanlin Koperasi/Wartel Lapas 

- Narapidanatrebanan menggunakan Kupon BPU untuk belanja kebutuban 

harlan atau telepon; 
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- Petugas Kantin Kopemsi mencatat semua jems 1ransaksi dalam kolom 

yang tersedia di K:upon BPU dan member stempel Jonas terhadap kupon 

yang telah bsbis; 

}> Ruang BPU Reglstrasi 

Petugas Kantin Koperasi melakuk.an Jdahn jumlah Kupon BPU yang 

digunakan setiap akhir transaksi pada sore bstinya; 

Jumlah nilai Kupon BPU yang di-Jdahn bsrus sama dangan jumlah nilai 

Kupon yang dikeluarkan oleh petugas BPU Registrasi. 

Berdasarkan bsgan diatas dapat dilibat bahwa di area blok bunian 1ransaksi 

perdagangan dan wartel murni menggunakan Kupon BPU, setiap pelanggaran 

berupa narapidana kedapatan membswa uang akan diJakuk.an penyitaan terbsdap 

uang tersebut dan narapidana yang bersangJrutan akan diproses sesuai dengan 

aturan yang berlalm. 

Peda saat penelitian ini dilakuk.an (Oktober 2009), total 

Narapidanaffahanan yang merniliki Tahungan sebanyak 700 orang dari total 

keselurubsn penghuni Lapas I<las llA Salemba yaitu 83() orang. Sisanya sebsnyak 

53 Onlng belum memiliki Bukn Tabungan karena masib tergolong 

Narapidana!Tahanan bsru dan masih bereda di Blok Penampongan (Mapenaling) 

sebingga belum mendapatl<an titipan uang dari keluarganya. 

Arus perputaran uang dalam bentuk Kupon BPU dalam satu bulannya 

bisa mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lebih, dengan tingkat 

setoran per Narapidanaffabanan minimum Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). 

Sementara total perputaran uang bingga September 2008 sebesar 
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Rp. 104.084.500,- (senuus empat juta delapan puluh empat ribu lima ratus 

rupiah). Secara ringkas dapat dilihat pada laporan arus kas BPU berikut ini : 

Tabe14.1 

Laporan Arus Kas BPU bulan Oktober 2009 

TANGGAL TOTAL 
02.03·2009 3.385.000 
03.03-2009 1.505.000 
CJ4.03.2009 2.000.000 
05-03-2009 2.!15.000 
07.03·2009 5.110.000 
09.03-2009 3.480.000 
10.Q3.2009 3.655.000 
11.()3-2009 1.675.000 
12.()3-2009 1.476.000 
14.()3-2009 2.245.000 
16-03·2009 1.575.000 
1Nl3·2009 750.000 
18.()3-2009 1.895.000 
19.()3·2009 1.220.000 
21.(13-2009 1.760.000 
23-03·2009 2.310.000 
24.(13-2009 250.000 
25.03·2009 1.990.000 
26.03·2009 2.500.000 
28.()3-2009 2.780.000 
30.o3·2009 1.090.000 
31·03·2009 790.000 

TOTAl 62.225.000 
Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas JIA Salemba 

Arus kas keuangan BPU diatas merupskan arus keuangan yang bersumber 

dari tahanan/narapidana yang menabung dan juga tahananlnarapidana baru. 

Dalam penelitian juga ditemukan bahwa sumber-sumber keuangan juga berasal 

dari keluarga/sahabet tahanan/narapidana melalui media transfer antar rekening. 

Dalam konteks ini pibak Registrnsi selaku user dalam penanganan BPU 
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melakukan lrebijakan dengan memberikan nomor rekening petugas operator utuk 

narapidena yang mau menitipkan uangnya melalui media transfer. Arus keuangan 

melalui transfer dapat dilihat dalam label beriknt ini : 

Tabel4..2 

Arwi Kas BPU Melalui Media Trallllfer Rekening 

TANGGAL TOTAL 
02-1)3.2009 3.054.000 
03-03-2009 1.769.000 
04-413-2009 1.525.000 
1)6.03.2009 1.865.000 
07-1)3.2009 545.000 
09.(13-2009 590.000 
12..03·2009 2.809.000 
13..03·2009 1.100.000 
111-(lll-2009 1.812.500 
17..03·2009 770.000 
18-03·2009 400.500 
20-<l3·2009 1.971.500 
21..03·2009 285.000 
25..03·2009 5.736.500 
27..03-2009 2.208.000 
28..03·2009 1.934.000 
30..03·2009 600.400 
31·03-2009 1.550.000 

TOTAL 30.529.000 
Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas !fA Salemba 

Data label diatas menunjukkan pe!JlUiaran keuangan melalui media 

transfer tergolong besar. Hal ini temyala tid!lk banya dilakukan melalui petugas 

operator, tetapi juga melalui petugas-petugas lain (utamanya petugas penjagaan, 

keamanan) yang tentunya melalui proses atau bubungan yang saling 

menguntungkan antam petugas dengan narapidena yang bersanglrutan. 
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"kita make transfer k:arena kan ga setiap bari kita dibesuk, makanya di 
register BPU ada nomor rekelring baok yang bisa transfer oleh kehmrga, 
lebih efisien, k:arena keluarga ga perlu dalllll& tapi bapak petugasnya 
memotong 1% dari rota! transfer, cukup keberatan lapi mau diapain 
lagi ..... " 

(SU, Nnrapidana Kasus Narkoba, pidana I tahun 8 bulan, Jakarta, 07 
Agustus 2009, 15.00 WJB, Masjid Lapas) 

"soya dulu transfer pake nomor rekening yang disediain oleh petugas 
BPU, tapi lama-lama tibet k:arena diporong uangnya. Torus akbirnya 
bapak-bapak yang di paste dan penjagaan jugn ada rekening dan rnau ya 
kita lewat mereka aja, memang telap dipotong, tapi lebih enuk, jadinya 
uangnya ga harus dimasukin ke Buku Tabangan BPU, dipegang 
bapaknya.., terus kalo malam kita bisa nitip belanja, k:arena naalam 
koperasi dab tutup dan kalo bell diluar kn kita bisa pesan maknn yang kita 
suka" 

. (RE, Narapidana Kasus Narkoba, pidana I tahun S bulan, Jakarta, 07 
Agnstus 2009, 13.30 WJB, Masjid Lapas) 

Kondiai dialas jugn diakui oleh informan petugas GA sebagai pejabat yang 

bertanggung kawab langsung terharlap pelaksanaan mekanisme Bebas Peredaran 

Uang(BPU): 

"mengenai transfer mem.ang tidak bisa dihindari, makanya saya 
mernberikan kebijakan dengan mengnluarkan nomor rekelring yaog dituju, 
tujuaonya agar tertib. Tapi pada kenyalanaoya mernang banyak narapidana 
juga metallih melaknkan transfer lewat petugas lain, itu ga bisa kita 
kontrol, yang penting petugas yang bersangkntan memasukkannya ke 
dalam buku tabungan narapidana yang bersangketan, kenyataannya 
memang tidak dimasukkan ke tabungan narapidana, petugas dan 
narapidana sapertinya lebih suke yang seperti itu .. " 

(GA, Kasubsi Registrasi Lapas Klas llA Salemba, Jakarta, 05 Agustus 
2009, 10.00 WJB, Ruang Regislr.lsi) 

Kondisi diatas, tentunya merupakan bentuk penyimpangan dalam 

pelakeanaan BPU, k:arena pada faktanya hal tersebut berlangsung secara terus 

menerus dan pada akbirnya manajemen BPU banyatah tinggal nama. Data 

penelitian menunjukan persentase antara penggunaken uang tunai dan kapon BPU 
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bisa 1 : 5, artinya diantara llma narapidana hanya salu narapidana yang 

menggunakan kupon BPU. Falcta lain adalah temyata tidak semua narapidana 

menabungkan uangnya ke dalam Buku Tabuugan, selebilmya disimpan seru1iri 

untuk kebutuhan makan di malam hru:i dengan cara akomodasi petugas. 

Pexmasalahan lain dari penerapan prognam BPU adalah pelakBanaannya 

yang masih manual, tidak tertintegmsi secara sistematis melalui Komputer. 

Kondisi ini polalah yang disiniuyalir menjadi salah satu falctor penyebah prognam 

BPU saat ini hanya sekedar eda. Pencatatan masih menggunakan buku. termasuk 

data basedhanya di input dengan sistem Microsoft XL di komputer. 

"kita peroah mendatangkan pihuk lnar yag tertarik: untuk membuat 
mekanisme komputerisai BPU yang terintegrasi dari registrasi ke koperos~ 
sebiogga transakei bisa dilakukan layaknya di super market, narapidana 
hanya menggunakan kertu seperti ATM.., namun nilai investasinya terlalu 
ting~ sementara anggru:an untuk itu tidak ada.., mengbarapken investur 
sepertinya tidak mungkin ..•• " 

(GA, Kasubsi Registrasi Lapas Klas 11A Salemba, Jakarta, 05 Agustus 
2009, 10.00 WIB, RuangRegistrasi) 

"belanja pake kupon BPU memong merepotkan,. .. seringkali te!jadi selisih 
antara kupon yang keluar dengan jumlah total yang kita klaim setiap sore 
di akhlr transaksi, itulah problemnya kalau masih manua1, problem laiunya 
adalah kita akbirnya mengalah dengan kondisi dimana setiap hru:inya 
transaksi menggunakan kupon BPU jauh lebih sedikit dibandingkan nang 
tuua1, misalnya total BPU yang beredar I juta, nang tuua1 bisa 3 jnta lebih, 
ini ken dilemma buat kita, satu sisi kita dituntut untuk mensaksesken BPU 
, disisi lain kopel'B.'li barns mendapatken keuntungan, nah kalo 
mengbarapken dari kupon BPU saja bagaimana kita mau untung ... " 

(SH, Pengurus Koperasi Lapas Klas 11A Salemba, Jakarta, 06 Agustus 
2009, 10.00 WIB, Ruang Kantin Koperasi Blok A) 
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Jumlah sumber daya manusia petugas Lapas Klas IIA Salemba Jakarta dari 

segi jumlah atau kuantitas sangat minim dibandingkan dengan semakin 

meningkatnya jumlah na:rapidaaa, berdasa:rk.an pengamatan peneliti bampir semua 

petugas diarahkan ke bagian Pengamanan sehingga bagian administrasi kantor 

dan petugas kegiatan pembinaan bagi narapidana dibebani pekerjaan yang cnkup 

padat. Petugas operator BPU banya terdiri dari 2 orang, yaitu petugas yang berada 

di ruang knnjungan dan petugas di ruang registrasi, masing-masing petugas 

dibantu oleh nampidaaa pekerja/tamping BPU. 

4.2. Contoh Kasus Prvgnm Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam 
Penggunaan Wartel J<husus Lapas (WartelsW!). 

Pengadaan alat komunikasi bagi narapidana berupa wartel kbusus tapas di 

Lapas Klas IIA Salemba merupakan Wlljud dari pemenuhan bak alas komunikasi 

bagi narapidana. Wartel menjadi alternative komunikasi ketika narapidana 

merinduknn keluarganya sementara knnjungan langsung secara fisik tidak bisa 

dilakukan karena faktor jarak maupun waktu. 

Dari sisi petugas pengadam sarana ini tentanya memiliki manfaat dan 

mudaratnya masing-masing. Adanya sarana ini bagi pengarus koperasi sebagai 

pengelola tentunya akan rnenambah seksi usabanya dan beraldbat pada 

meningkatnya keuntungan koperasi. 

"adanya wartel yang dikelola oleh koperasi menambah keuntungan 
koperasi, selama ini keuntungan banya didapat dari seetor perdagangan 
kebutuban barian narapidaaa dan petugas dan seksi simpan pinjam, namun 
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adanya wartel usaha kita jadi bertambah. artinya pendapatm pun 
bertambah ..... " 

(SH, Pengurus Kopemsi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Jakarta. 06 
Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Kantin Koperasi Blok A) 

Manfaat adanya wartel kbusus lapas di Lapas Klas IIA Salemba 

mengeliminir penggunaan telepon selular secara illegal oleh narapidana sehlngga 

peri Jrehidupen di dalam lapas lebih tertata dengan baik dan tertib, bisa terhindar 

dari adanya gesekan-gesekan atau konflik yang bersumber dari penggunaan 

telepon selular oleh narapidana 

Oknum petugas yaog selama ini mengaknmodir kepentingaa narapidana 

dengan memill.silitasi pengadann telepon selular secora illegal adalab pihak yang 

tentunya akan dirugikan oleh adanya wartel kbusus ini. Walaupun pada 

kenyataannya tarik menarik kepentingaa antara oknum petugas dengaa narapidana 

tidak dapat dihindari, namun adanya wartel kbusu.s lapas di Lapas Klas IIA 

Salemba terbukti cukup mampu mengeliminir kondisi ini. 

Pada tingkat Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) lapas/rutm pelaksanaan 

pengelolaan Wartel Khusus dilakukan oleh Koperasi setempat, demlkian pula 

dengaa di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Sementara untuk pengelolaan di 

lapangaa PT. Tetkom Tbk menunjuk PT. Pasopati Nusantara. Penandatmganan 

ke!jasama Wartel Khusus didasarkan pada Pe!janjian Ke!jasama tentmg 

Pengelolaan Warung Telekomunikasi Khusus (Wartelsus) antare Koperasi Lapas 

Klas IIA Salemba Jakarta. dilaknkan oleh Bapak Deddy Bduar Eka Saputra, AMd. 

JP, S.Sos, M Si selakn Ketua Kopenad Lapas Klas IIA Salemba dengan Bapak 
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Nanang Purwan.a selaku Kadiv. Telekomunikasi PT. Pasopati Nusantam, dengan 

mengetahui Direksi PT. Pasopati Nusantara yaitu bapak Tri Santos<> dan Kepala 

Lapas Klas TIA Salemba Jakarta Bapak Datdiansyah, Be. JP, MH. 

Pe~anjian yang telah dibuat tersebut menjadi dasar hubungan hulrum bagi 

kedua belah pihak sehlngga akibatnya masing-masing pihak dihebani bak dan 

kewajiban. Salah satu pihak dapal menuntut pihak lainnya, hila ia tidak memenuhi 

isi peljanjian. Demikian pula dengan petjanjian k~asama pengeloiaan wartel 

khusus antara Kopemsi Lapas KJas TIA Salemba Jakarta dengan PT Pasopati 

Nusantara. 

1. Hak da11 Kewajiban Kopenllli Lapas Klas DA Salemba Jakarta 

Hak dan kewajiban Kopemsi Lapas Klas TIA Salemba Jakarta adalah 

sebagai herikut : 

a. Hak Kopemsi Lapas Klas TIA Salemba Jakarta : 

Berbak memperoleh hak sharing (bagi basil usaha) dari omset pendapatan 

PDPT sehesar 25% dari pencatatan data pulso telepen; 

Berhak memungut biaya percakapan dari tariff lokal, SUJ, dan SLI, 

handphone termasak airtime dan penggunaan produk Telkom darl 

pengguna beserta PPN-nya; 

- Berbak melakuksn pengajuan penambahan perangkst wattelsus un1l1k 

paningkatan revenue dan perfonnansi wartelsus jiks dianggap perlu tanpa 

dikenakan biaya; 
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- Berhak mendapatkan tilsilitas pemeliharaanlmaintenance berkaitan dengan 

perangkat wartelsus dari PT. Pasopati Nusanmra; 

Berhak mendepatkan pembinoan manajemen sumber daya manusia dalam 

pengelolaan wartelsus; 

Berhak meadapatkan apresiasi berupa penghargaan dan reward kepada 

Ka.Lapas yang juga selaku Pembina koperasi yang betprestasi sesuai 

dengan petunjuk Direktur Bina Keamanan dan ketertiban. 

b. Kewajiban Koperasi Lapas Klas llA Salemba Jakarta: 

Menyediakan tempat yang memadai untuk pengelolaan wartelsas; 

Menyediakan dan menyiapkan kamar bieara umum (KBU) sesuai 

kebllluhan. menyediakan !<abel maapun perlengakapan ringan pendukung 

operasiouai wartelsus; 

Menyediakan petugas operator untuk layanan wartelsus; 

Menjaga keamanan perangkat wartelsus yang dikelolaldioperastkan agar 

setiap saat dapat berfungsi dengan baik; 

Mempertanggungkawabkan dan menyetorkan. pendapatan wartelsus 

sebesar 75% atau omset pendapatan I 00% dikurangi hak sharing Kopernsi 

UPT sebesar 25%; 

Bertanggung jawab alaS segala yang timbul dalam pengelolaan wartelsus; 
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Membantu melakukan pengamanan pada kegiatan pemasangan dan 

pengoperasian pada fasilitas !elekomunikasi khusus; 

Menjamin terlaksananya seluruh isi peijanjian seeara konsisten dan 

berkel"lliutan; 

Me!ijamin tidak akan melakukan penyelahgunaan pengelolaan 

penyelenggaraan wartelsus sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam 

peljanjian maupun atw:an hukum yang berlaku; 

Membebaskan PT. Pasopati Nusantam dari segala tuntutan dari pihak 

manapun apabila ternyata dl kemudlan hari terdapat tuntutan atau gugatan 

sehubangan dangan penyalahgunaan penyelenggaraan wartelsus. 

(Point Ja, lb merupakan basil wawaneara dengan Ketua Koperasi Lapas Klas 
IIA Salemba Jakarta, bertempat dl ruang Seksi Kegiatan Keija, tangga1 03 
Agustus 2009 pukul13.00 WIB) 

2. Hak dan Kewajiban PT. Pasopati Nusantara 

Diantam hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh PT. Pasopati 

Nusantam dapat dikemukakan bebempa dlantaranya sebagai berikut: 

a. Hak PT. Pasopati Nusantam: 

Mendapatkan citra dan performansi yang baik tentang kegiatan progusm 

kerjasama; 

Mendapatkan setoran pendapatan setelah dlkurangi bak sharing Koperasi 

Lapas K.lasiiA Salemba Jakartn setiap hulannya; 
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Melakukan ko01jaran terkait termasuk ke Pembina Koperasi; 

Mendapatkan jaminan akan konsistensi terhadap pelaksanaan pe!janjina 

ini. 

b. Kewajiban PT. Pasopati Nusantem : 

Menyediakan dan melakukan pemasangan perangkat wartelsus sesuai 

dengan spesifikasi dan ketentuan; 

Melakukan pemelihaman (maintenance) bila terjadi kerusakan pada 

perangkat wartelsus; 

Melukukan pembi= manajemen sumber daya manusia dalam 

pengelolaan wartelsus; 

Melukukan pengecekan operasioval perangkat wartelsos pada wukto· 

Melakukan pelatiben berkaitan deogan pengoperasian wartelsus di 

Kopemsi Lapas Klas liA Salemba Jakarta. 

(point 2a, 2b merupakan basi! wawancara deogan NP, Kopala Divisi 
Telekomunikasi PT. Pasopati Nusantara, Komplek Rawa Bunga Buildiag B 
No. 2 JJ. Raya Bekasi Timur Jatinegara Jaktim, tanggal 03 Agustus 2009, 
pukull5.00 WIB) 

Faktor keamanan dalam pengadaan Wartel Kbusus Lapas di Lapas Klas 

IIA Salemba Jakana terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor keamanan sarana 
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prasarana telekomunikasi wartel khusus dan faktor keamanan dalam 

penyalahgunaan penggunaan wartel khusus. 

Faktor keamanan sarona prasarana telekomunikasi baik hardware maupun 

software, berdasarkan pe!janjian ke.jasama antarn Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan dengan PT. T elkom Indonesia disebutkan bahwa sepenuhnya 

menjadi tanggung jawah PT. Telkom Indonesia dan anak perusahaannya PT. 

Pasopati Nusantara, demikianjuga delam hal mainteiUII'/Ce sanma dan prasarana 

Hal diatas sebagaimana yang tertera pada pasal6 dan 7 pe.janjian kersama 

antarn Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan PT. Tekom Indonesia berikut 

ini: 

Pasal6 

Main:tenmu:e 

I. Pihak Pertama Memelihara dan Menjaga kwalitas Satuan Sambungan 
Telepon f Satuan Sambungan Flexi pada W ARlELSUS agar selalu 
dapat berfungsi dengan bail<c 

2. Pihak Kedua memberikan kemudalnm untuk terlaksananya Pasal 6 ayal 
l, serta asistensi dalam segala permasalahan operasional 
WARTELSUS. 

3. Berkaitan dengan pasal 6 ayat 2 terkait operasional W ARTELSUS, 
segala bentuk permasalahan dan biaya yang ditimbulkan dilaksanekan 
olah pibak Mitra Kelja secara gratis. 

Pasal7 

Pengamanan dan Pengawasan 

l, Pada prinsipnya Para Pihak sepakat untuk melakukan Pengamanan dan 
Pengawasan kegiatan W ARTELSUS sesuai dengan pengertian dalam 
peljanjian kerjasama ini, 

2. Para Pihak sepakat terkait pelaksanaan pasal 7 ayat 1 secara 
opemsionalaya dilakukan secara Proporsional dan Profesional, dengan 
memanfaatkan f mengkoordinasikan Unit f satuan Kantor setempat. 
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Faktor keamanan dalam hal penyalahgunaan wartel khusus dalam hal ini 

dilakukan oleh unsur petugas di lingkungan Lapas Klas IlA Salemba Jakarta, 

terutama petugas yang terlibat langsung dalam pengelolaan wartel khusus dan 

sisitem pendakung lalnnya, yaitu petugas BPU registrasi dan rego pengsmanan. 

"tugas ldta mengamankan wartel agar tidak terjadi penyalahgunaan oleb 
nampidana, balk pada saat mengganakan manpun pada saat mengganakan 
pembayaran dengan kupon BPU, kita selalu berkoordinasi dan 
beketjasama dengan petugas BPU registrasi tentang penggunaan kupon 
i.ni, ••• " 

(SH, Pengurus Kopemsi Lapas Klas TIA Salemba Jakarta, Jakarta, 06 
Agustus 2009, I 0.00 WIB, Ruang Kantin Koperasi Blok A) 

Fak:tor keamanan dalam pelaksanaan pengadaan wartel khusus di Lapas 

Klas IlA Salemba juga benuti mengamankan omzet/pendapatan koperasi sebagai 

plbak pengelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartel kbusus Lapas Klas 

IlA Salemba Jakarta mempakan pengasil omzet terbesar kedua setelah Rutan Klas 

I Cipinang Jakarta Timur. Hingga penelitian ini dilakukan total omset dari mulai 

operasional per 01 April2008 hingga Juli 2009 sebesar Rp. 157.467.830,- (seratus 

lima puluh juta empat ratus enarn puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh 

rupiah). Dana tersebut kemudian dibagi sesuai dengan perjanjian ketjasama yaitu 

75% untuk PT. Pasopati Nusantara sebesar Rp. 117.350.872,5,- (seratus tujuh 

belas juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma lima 

rupiah) dan 25% untuk Koperasi Lapas Klas IlA Salemba sebesar Rp. 
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39.116.957,5,- (tiga puluh sembilan juta seratus enam belas ribu sembilan ratus 

lima pulub ngub koma lima rupiah). 

"omset koperasi Iapas salembe terbesar kedua setelab rutan cipinang, itu 
berdasarkan keterangan dari pihak Pasopati, bingga Juli 2009 total omset 
adalab Rp. 156.467.830,-.. di rutan cipinang bisa tioggi karena disana tdk 
pake BPU, jd simple sistem pembayarannya, KBU-nya pun ada di setiap 
blok.. .. " 

(SH, Pengurus Kopernsi Lapas Klas 1IA Sulemba, Jakarta, 06 Agustus 
2009, 10.00 WIB, Ruang Kantio Koperasi Blok A) 

"lapas salemba omsetuya termasuk besar, nomor dua setelah rutan 
clpinang ... " 

(NP, Kepala Divisi Telekomunikasi PT. Pasopati Nusantara, bertempat di 
kantor Komplek Rawa Bunga Building B No. 2 n. Raya Bekasi Timur 
JatioegaraJakarta Timur, tanggal 03 Agostus 2009, pukullS.OO WIB) 

Dalam hal penanganan Wartel Kbusus Lapas Klas 1IA Salemba Jakarta 

pengorus koperasi 1erdiri dari tiga aoggota dao satu ketua. Dalam operasiooal 

peluksanaannya wartel kbusus dijaga satu orang operetor, yaitu tamping koperasi 

(narapidaoa yang dipekerjakan membaotu pengurus koperasi). Berdasarkao 

pengamatan peneliti terdapet tiga orang tamping kopernsi yang menjaga tiga 

lokasi wartel kbusus di Lapas Klas ITA Salemba Jakarta, pengelolaaonya tiduk 

terlampau romit, kecuali mengatur antriao dao membatasi waktu bicara penelpon 

bila kondisi antrian padat Tugas operator ini juga termasuk mengawasi 

pambicaraan narapidaoa yang menelpon, mencatal nomor Buko Tabungan dan 

kamar buuian narapidaoa, sebingga ketika terindikasi teljadi peoyalahgunaan 

dapat terdeteksi segera. 
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Berdasarkan ponelitian di lokasi penelitian penggunaan wartel khusus 

untuk trllllllliksi narkoba, baik untuk mengatur trllllllliksi diluar lapas ataupun 

pemesannn barang belum pemah terjadi. Kondisi dikarenakan narapidana kasus 

narkoba (narkotika dan psikotropika) di Lapas Kias ITA Salemba Jakarta 

walaupun jumlabnya paling ban yak diantara lllllapidana kasus-kasus lain, mereka 

umumnya adalah pemakai/pengguna narkoba bnkan pengedar atapun Baodar 

narkoba. Tercatat ada 382 orang kasus Narkotika dan 168 orang k:asus 

Psikotropika dari .1041 lllllapidana yang ada di Lapss Kias ITA Salemba Jakarta. 

Mek:ani11t11e pencegaban dan deteksi dini yang dilak:ukan oleb pengurus 

lroperasi relah culrup memberikan efek talrut bagi narapidana untuk melak:ukan 

trllllllliksi narkoba menggunakan wartel khusus. Hal yong patut diwaspadai 

berasarkan pengamatan peneliti di lokasi penelitian adalah telah adanya 

penggunaan telepon selular oleh narapidana baik dengan mek:anisme sewa dengan 

petugas atanpun memiliki sendiri dengan ekomodaSi petugas. Meqjadi hal yang 

sangat rnllllgkin trllllllliksi teJjadi dengan dalib menelfon keluarga, memang saat 

ini belum terjadi kasus penyalahgunnan narkoba di Lapss Klas ITA Salemba 

Jakarta baik dengan wartel khusus maupun menggunakan telepon selular, namun 

yang jelas penggunnan telepon selular oleh narapidana edalah illegal dan petugas 

yang memfusilitasi telepon selular bagi narapidana patut diberi sanksi, nannm 

fakta di lapangan kondisi ini terkesan dibiarkan. 

Padahal kebijekan awal penempan wartel khusus dan BPU diawali dengan 

komitmen bahwa petugas pede saat memasuld blok b.unian dilarang membawa 

telepon selular dan Wlliib munitipkannya ke locker di P2U. Satu-satunya alat 
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kol!lllllikasi yang dipergunakan adalah Handy Talley (liT). Kebijakan ini 

didasarkan untuk menghindari texjarlinya penyalahgunaan alat komunikasi t:elepon 

selular oleh oknum petugas dengan cara menyewakannya kepada narapidana yang 

peda akhimya meaimbulkan berbagai macam permasalahan barn di lapas 

t:ermasuk menurunya omset Wartel Khusus Lapas. 

Faktl!nya kebijakan ini hanya bertahan hingga akhir Desember 2008, 

kebijakan yang dibuat dilanggar sendiri oleh petugas dengan dalih hanyak 

kepentingan dinas yang terhambat karena telepon selular bmus dititipkan di Ioker 

sementara mereka bmus hanyak berbubungan dengan pibak luar den alaaan 

pribadi lalanya 

"kebijakan itu diambil kBrena dulu penglnmi masih sedilrit, sekarang 
bideng tugas semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah 
penglnmi .. ,mernang tidak bisa dipungkiri ala! knm1mikasi itu penting, saya 
yakin staf saya komit untuk tidak meoyalahgunakannya ... , klo petugas 
paste atau penjagaan memeng sangat mernungkiukan peoyalahgunaan tapi 
itu kn tergaatung orangaya ••• " 
(GA, Kasubsi Regis1IIlsi Lapas Klas IIA Salembs. Jakarta, 05 Agustus 
2009, 10.00 WIB, Ruang ~strssi) 

"klo pake handphone memang biayanyalebih mahal pak ... kn ldta sewa hp 
bapaknya, rerus polsanya, pokoknya mahal, tapi eoaknya kn ldta bias 
telpon malam bari, bias di kamar, kalo di wartel kn hanya siang dan mesti 
antri ... '" 
(RE, Nampidana Kasus Narkoba, pidana I tahun 8 bulan, Jakarta, fY7 
Agustus 2009, !3.30 WIB, Masjid Lapas) 

"aturannya memang tidak bolah membawa hp ke areal blok hunian, 
apalagi menyalahgunakannya. Saya tidak memungkiri kalo ada anggota 
saya yang melakukannya..tapi susah juga, itu seolah-olah sudah menjadi 
kebutuhaa, narapidana den petugas sating diuntungkan" 
(FF, Komandan Rega Jaga, Jakarta, 07 Agustus 2009, 17.00 WIB, Pos 
Rupam) 
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Pada akhimya semakin banleyak telepon selular yang masuk tapas aklm 

berpengaruh terblldap omset wartel khusus dan kemungkinan teijarlinya 

penyalahgunaan aklm seniakin besar tennasnk aklm menjadi faktor penyebab 

gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. 

4.3. Faktor Kendala Pelaksllllaan Progntm Bebas Peredorao Uang (BPU) 
di Lapas Klas llA Salemba Jaksrta 

4.3.1. Sumber Daya Maowia Petugas 

Sumber daya aparatur merupakan salah satu :tBktur keberbasilan dalam 

melakaklm pengelolaan keuangan nampidana di Lapas Klas ITA Salemba Jakar1a. 

Kendala yang tetjadi dl Lapas Klas ITA Salemba Jakarta ini adalah penunjnkan 

petugas registrasi yang menangani tugas ini banya l (omng} saja yaitu sebagai 

petugas opera!Or, bal ini sangat tidak rasionai kerens. jumlah pengbuni Sill!\ ini 

yang batjumlah 1.041 orang banya dilayuni oleh 1 orang Slija petugas registrasi, 

sepertinya penerapan kebijaklm ini banya untuk sekedar mematuhi anjuran dari 

Direktur Jenderal pemasyarakatan saja dalam menuju Lapas/Rutan yang Bebas 

Peredaran Dang serta Program Bndaya Tertib Pemasyarakatan (BUTERP AS). 

"Saat ini petugas yang dltunjnk sebagai operator pelaksana BPU ada satu 
petugas, kalau petugas tersebut berbalangao badlr, make petugas registrasi 
lain yang menggantikaonya, banya untuk mengeluarkan kupcm BPU saja, 
kalau membayar klaim dari petugas Kopeiasi banya petugas Opera!Or yang 
dltunjnk tadi yang bisa. Tujuan kita banya menunjnk satu petugas, kerena 
memang jumlah petugas di Sub Seksi Registrasi yang terbams, kitu ada 7 
orang termasuk saya, masing-masiug dlbagi babis dengan job desk yang 
ada .... ,.. 

(GA, Kasubsi Registrasi Lapas Klas ITA Salemba, Jakarta, 05 Agustus 
2009, 10.00 WIB, Ruaag Registrasi) 
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"Petugas operator yllllg bertugas membagikan kupon BPU, input data di 
Buku Tabungan hanya ada satu petugas, katanya katena potugas yang 
kutang. Hal ini menjadi masalah juga di pihak Koperasi, katena kalau 
petugas yang bersangkutan tidak bedir, narapidana kadang memaksa kita 
untuk belanja menggunakun uang tunal, itu masalah .. di satu sisi kita barus 
mendukuug pelaksanaan BPU, tapi disisi lain kita Koperasi juga barus 
untung, masalah lain adalah dalam hal klaim lllgihan, kalau petugas 
tersebut ga datang, klaim ga bisa dibayar, semua nang dia yang pegang. 
Belum masalah-masalah lainnya ... " 

(SH, Pengurus Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, 06 Agastus 
2009, 10.00 WIB, Ruang Kantin Koperasi Blok A). 

Infurman petugas (DE) sebagai ketna Koperasi membenarkan pendapa1 

diataa dll!l kembali mengurai.kan bebetapa pennasalahan yang berkaitan dengan 

petugas operator BPU. 

"masalah lain berkaitan dengan petugas operator BPU adalah mengenai 
nang !llU'apidana yang ditabung. Trend·nya saat ini narapidana malas 
menabung, mereka lebih memilib cara transfer melalui rekening petugas, 
dll!l itu memang difilsilitasi oleh sub seksi Registrasi daugan harapan 
menjawab problem tersebut, namun pada kenyataannya, nang napi tersebut 
dipotong 1% dll!lgan alasan biaya administrasi, kemudian nang yang 
ditransrer juga tidak segera dimasukkan ke dalam buku tabungll!l oleh 
petugas, sebingga kita banyuk sekali menerima kelnban dati narapidana 
akan hal tersebut E!l:kuya adalah petugas Keperasi di lapangan, diminta 
untuk tetap menerima transaksi belanja mereka dengan alasll!l uangnya ada 
sama petugas operator .. " 

(DE, Ketua Koperasi Lapas Klas llA Salemba Jakarta, 07 Agustus 2009, 
17.00 WIB, Ruang Sekai Kegiataa Kelja). 

Kendala lain yang berkaitan dengan petugas adalah berkenaan dengan 

sikap yang tidak mendukung terbedap terlaksananya penataan keuangan 

narapidll!la melalui mekenisme Bebas Peredaran Uang (BPU). Penelitlan 

menunjnkkan sebagian besar petugas menunjnkkan sikap yang antipasti terbedap 

BPU tak terKecuali petugas pelaksana di lapangan. Hal ini ditunjukkan dengan 
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memberikan informasi yang kurang bisa meyak:inkan keluarga narapidana untuk 

menabung, hlngga memfasititasi uang narapidana masuk ke lapas dengan 

menyimpannya sendiri demi sebuah tips dalam tugas. 

"Mekanisme BPU ini fllktanya dimana-mana merupskan program yang 
tidak popular dan dijanhl orang, karena berkaitan dengan dibatasinya uang 
tunai bereder, maka makinsedildt petugas bisa mendapatkan tips dari 
narapidana, mana mau mereka mendapatkan tips berupa kupon BPU. 
Hahabaha .... sehingga yang leljadi adalab mereka mem1iisititasi transfer 
uang narapidana, sekamng bampir semua petngas melakukan itu, dengan 
sistem yang beda-beda, ada yang dipotong 1% juga, ada pula yang tetap 
dipegang petugas. hingga ketika malam hari narapidana butub makan, 
petugas deagan sukarela mau membelikannya <liluar plus uang jalan, alau 
yang lebih gampang petugas di ruang kunjungan, sengaja memberikan 
informasi babwa uang yang ditabung sebagian saja, sebagian lagi buat tips 
petugas BPU dan Komandan Rupsm setelab babis jam kunjungan". 

(DE, Ketua Koperasi Lapas Klas nA Salemba Jakarta, 07 Agustus 2009, 
17.00 WIB, Ruang Sekai Kegiatan Kerja). 

"Saya selaku komaodan Rupatu, memang tidak memungkiri babwa ada 
bebempa anak buah saya yang menerima lml8fer dari keluarga 
narapidana, ya selama itu tidak menggaaggo keamanan ya tidak ape-apa. 
Kareoa kaiau banya BPU dalam pandangaa saya kayaknya ga efektif 
tucb ... " 

(FF, Koman dan Rega Jaga., Jakarta, 07 Agastas 2009, 17.00 WIB, Pos 
Rupsm). 

4.3.2. Sumller Daya Manusia Narapidana 

Dalam manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) selain petugas 

narapidana juga dituntut untuk mengerti dan pabam akan mekanisme ini, 

termasuk manfuat odanya kegiatan ini. Fakta penelitian menunjukkan babwa pada 

awal masuknya narapldana barn di Lapas Klas nA Salemba Jakarta mereka 
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membuat dan mengisi Buku Tabungan yang ada, namun kondisi ini lama 

kelamaan berubah dan munculnya sikap narapidana yung enggan m<mabung. 

"Lama kelamaao malas juga pak nabung, ketene kalau killl mau belanja ko 
.harus aotri ambil kopon, sudah begiiu aotriao belaoja atau wartel 
lngi .. kemudiao juga uaog kita dibatasi untuk diambil. Memaog dimana­
mana lebih eoak pake uaog tuoai, apalagi di tempat saya sebelumoya 
(Rutan Salemba) ga ada yang beginian, saya lebih memilih pegaog uaug 
saja pak, petugas juga tau yang pentiog pengertian kita saja sama 
bepakoya ... " 
(RE, Nampidana Kasus Narkoba, Pidana I Tahun 8 Bulan, Jakarta, 07 
Agustus 2009, 13.30 WIB, Masjid Lapas) 

"Saya setuju saja dungan BPU keteoa katanya mengurangi pungl~ 
pemerasan antar oapi, tapi saya lihat seketang yang make BPU Cuma 
sedik.i~ jadi saya ik:utan yang baayak aja, dulu awal-awal saya rajin 
oabung, tiap keluarga besuk uaug ditabung 100 ribu atau 200 ribu, tapi 
sekaraug kalau dibesuk paling yang ditabuog 20 non, sisanya saya bawa 
ke b!ok.. kita belanja di Koperasi, tapi mmgga sore ketena mareka mau 
nerima uang tu.nai kalau sore hari aja ... " 
(SU, Nampidana Kasus Narkoba, Pidana I Tahun 8 Bulan, Jakarta, 07 
Agustus 2009, 15.00 WIB, Masjid Lapas) 

Koudisi tersebut dibeoarkan oleb informan petugas (SH) bahwa keteoa 

dibadapkan pada dua pilihan mako dengan persetujuan Ketan Kopemsi mako 

deogan leipaksa mereka juga meoerima traosaksi uang tuoai, tapi dibatasi hanya 

pada waktu sore hari. 

"ya gimana ya.., kita ko harus untuog kalau mungharapkan kupon BPU, 
gimana koperasi mau untung, ini sudah kita bahas dan ketua koperasi 
mengijiokan hal tersebut. Karena kalau ditolakjuga kan bisa menyebebkan 
gangguan kamtib, jadi kita fleksibel lab, ketena percuma juga kita 
memaksakan diri uotuk BPU kalau faktauya uang sudah hanyak 
beredar •.. n 

(SH, Pengurus Koperasi Lapas Klas llA Salemba Jakarta, 06 Agustus 
2009, 10.00 WIB, Koaog Kantio Koperasi Blok A). 

Fakta lain yang peneliti temokan dl lapengan adalah pemicu masih 

masukeya uang tunai ke dalam !apas se!ain memang dldulcung oleh sebegian 
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petugas, juga masih adanya pungutan-pungutan yang berkaitan dengan pemberian 

hak-bak narapidana yaitu Remisi, Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat 

(PB) dan laiunya. 

"pokoknya S8llt ini semua setba salah.., kita pernah sidak blok hunian., kita 
menemuk.an uang dalam amplop narapidana sebanyak 3 juta. Kita Tanya 
kenapa uang ini bisa masuk dan buat apa, dijawab oleh llll!llj>idana tadi 
dari keluarga, ini buat bayar rumg PB dan man diberikan kepada petugas 
yang mengurus. Ini kan sebeoamya udah tidak boleh, tapi temyata yang 
memfusilltasi jugn pejabetoya..ya susab ... llll!llj>idana kan dalam kondisi 
yang lemeh, mereka man tidak mau jugn horus meugnlurubn biaya.." 

(DE, Kellla Kopemsi Lapas Kias IlA Salemba Jakarta, 07 Agustus 2009, 
17.00 WIB, Ruang Seksi Kegiatan KeJja). 

Kondisi berikutnya adalah ternyata sebagian besar narapidana yang secara 

ekonomi masuk kategori "mampu" temyata tida satupun yang memiliki saldo 

dalam buko tabougnnnya. Sebingga bal ini menguatkan indikasi bahwa mereka 

memiliki rumg tunai di dalam lapas dan tidak melaksanakan mekanisme Bebas 

Peredaran Uang (BPU). 

4.3.3. Sarana Prasarana 

Dalam pelaksanaan sebuah manajemen faktor sarona prasarana turut 

memegang peranan penting demi terwujudnya tujuan yang efektif. Dalam 

pelaksanaan penataan keuangan llll!llj>idana dengan mekanisme Bebas Peredaran 

Uang (BPU) sarona prasarana yang Wmiliki saat ini adalah ; 

- Buko Tabungan bagi masing masing narapidana; 

- KuponBPU; 

• Buko Besar peneatatan arus kas; 
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Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BPU masih manual dan dilaksanakan 

dengan sarana prasamna yang sangat sederhana. Buku tabungan narapidane dibuat 

sebagaimana layaknya buku tabungan di Bank, Jremudian lrupon BPU dibuat 

dengan lrolom isianjumlah uang dan datlar transaksi. 

"samna prasarana BPU saat ini buku talmngan, lrupon BPU dan buku 
pencatatan keluar masukuya uang narapidana. semua diisi """""' manual, 
kalau laporan per bulannya barn ketika input di Komputer. Kondisi yang 
ada saat ini memang seperti ini, jarli dangan samna yang minim kita harus 
laksanakan." 

(GA, Kasubsi Registrasi Lapas I<Jas IIA Salernba, Jakarta, 05 Agustus 
2009, 10.00 WIB, RunngRegistrasl) 

"Efek darl sarana prasarana yang masih manual ada1ab antrian yang 
paojang .. anda bisa bayangkan narapidane yang antri untuk ambil lropon 
BPU saja bisa mencapal satu jam, belum lagi antri uotuk belanja atau 
nelpon di Wartel. Karena petugas saya dibantu tamping hams mencatat 
dulu ape yang mau mereka beli, dicocokon dengan dane yang ada di 
Kupon BPU, beru diberilron barangnya, satu orang bisa 5 sampall 0 meni~ 
belum lagi ditambah dia paogen nelpon dulu atau ada barong yang ditukar, 
pokolroya ribet.." 

(DE, Ketua Kopemsi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, 07 Agustus 2009, 
17.00 WIB, Ruang Selrei Kegiatan Ketja). 

Dari sisi narapidana konrusi ini dimsaJren sebagai berikut : 

"eapek ngentri pak, di re~ saja klta barns berebut untuk antri Kupon 
BPU, itupun dibatasi, malab pemah nyarus rusuh karena bapaknya 
temyata belum datang. Trus di koperasi harus antri lngi, desak-desakan, 
apalagi kalau mau nelpon ada yang nelponnya lama ... repot pak .. saya sih 
lebih senang BPU ga ada aja kalan kayak gini terns •.. " 

(RE, Narapidane Kasus Narkoba, Pidane I Tahun 8 Bulan, Jakarta, 07 
Agustus 2009, 13.30 wm, Masjid Lapas) 

Pemiklran untuk mengadakon sarana pmsarana yang lebih berorientasi 

pada teknologi sebenamya telah dipikirkan dan telah diupayakan, namun 

mengingat ketidak tersediaan anggaran dari knotor, kondisi ini banya sampal 
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sebatas wacana saja. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh infonnan (GA) 

berikut ini : 

''pemab kita mendatangkan orang yang tertarik untuk mengubab metode 
BPU meqjadi lebih baik dengan menggunakan kartu chip sebagai ganti 
kupon dan buku tabungan, kemudian input data uang narapidana secara 
online melalui computer, namun setelah mereka presentasi costnya terlalu 
mahal, sementara dari kantor kita tidak memiliki anggaran khusus untuk 
BPU,jadi sampai tabap itu saja.." 

(GA, Kasubsi Registrasi Lapas Klas IIA Salemba, Jakarta, 05 Agustus 
2009, 10.00 WIB, Ruang Registrasi) 

4.3.4. Struktur Kewenangan dan Pelaksanaan BPU 

Dalam pelaksanaan pentaaan keuangan narapidana melalui mekanisme 

Bebas Peredaran Uang (BPU) struktur kewenangannya dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

Gambar4.4 

Struktur Kewenangan dan Pelaksana Manajemen BPU 

Kasubsi 
Registrasi 

Petugas 
Pelakmna 
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Ketua Koperasi 

Pengurus 
Koperasi 
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Strulctur diatas menunjukkan bahwa j~anm Pembinaan Narapidana dan 

Anak Didik (Binadik) bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan 

mekanisme penataan keuangan narapidana dengan BPU, sementara Koperasi 

sebngai pihak yang menjadi wadah tetjadinya ll:llnsaksi baik tnmsaksi banmg 

maupun kebutuban wartel bagi narapidana KoruHsi ini memunculkan anggapan di 

kalangan petugas bebwa pelaksana BPU adalah banya kedua unsur tersebu~ yaitu 

Binadik dan Koperasi, sebingga Seksi atau bidang lain merasa tidak bertaoggung 

jawah terhadap kesuksesan program ini, malah cenderung tidak peduli. 

''kendala yang mu.ncul dlam pelaksanaan tugas adalah kita be!jalan 
sendirl-sendiri. Saat ini orang banya melihat bahwa suksea tidaknya BPU 
banya diliba1 dari registrasi dan kopems~ pedahal seb.arusnya semua pihak 
memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyukseskan program ini. 
Mlsainya bagaimana pihak KPLP tegas menindak narapidana yang 
tertangbp membawa uang ke dalam blok hunian atau mencoba membawa 
uang saat setelab kunjungan, tapi sayangnya merekn malah terlresan tidak 
-AuJi maJah -'··"' • » ~"-"-' , m~tas1 ... 

(OA, Kasubsi Regisln!si Lapas Klas llA Salemba, Jakarta, OS Agustus 
2009, I 0.00 WIB, Ruang Regisln!si) 

"program ini seharusnya diliba1 sebngai tugas bersama, bukan orang per 
orang atau per seksi.. tapi kenyataan yang ada ya seperti itu .. kita berjalan 
sendirl-sendiri, kn1au berjalan sendirl-sendiri tapi mendnkung si ok. tapi 
faktanya malah tidak mendnkung. Secara keamanan sebarnsnya yang 
menindak kalau ada narapidana yang kedapetau mernbawa uang adalah 
KPLP bukan kita koperasi, selarna ini kita yang repot, kita yang uyita 
uangnya kita juga yang melaporkannya, jadinya kita repot sendirl. Kalau 
terus begini sampai kapan umur program ini?...» 

(DE, Ketua Koperasi Lapas Klas llA Salemba Jakarta, 07 Agustus 2009, 
17.00 WIB, Ruang Seksi Kegiatan Kelja). 

Tidak adanya kewenangan yang jelas pada masing-masing Seksi diluar 

Seksi Binadik dan Koperasi menjadikan penataan keuangan narapidana menjadi 
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tidak rerlaksana dengan balk. Tidak <fiketahui jelas siapa yang berfungsi menindak 

pelanggamn BPU dan sanksi yang dlberikan kepada narapidana yang melanggar. 

"kita pernah menemukan narnpidana yang menggnnukan uang tunai dan 
menyerahkannya kepada pibuk KPLP, tapi keny81aannya tidak dltinduk, 
dan itu seringkali le!jadUama-lama kita juga capek kok kesannya tugas 
BPU hanya tugas petugas Koperasi saja, sementara pihak Jain ga peduli.." 

(SH, Pengurus Kopernsi Lapas Klas IlA Salemba Jakarta, 06 Agnstus 
2009, 10.00 WIB, Rllang KantinKoperasi Blok A). 

Kendala lain dalam struktur kewenangan adalah tidak adaaya Standar 

Operational Procedur (SOP) yang baku dalam pelaksanaan mekanisme BPU dl 

Lapas Klas IlA Salemba Jakarta, sebingga pelaksanaan yang ada hanya 

disesuailom dengan situasi dan kondisi yang ada dan tidak terdapat ru:uan yang 

pasti dalam pelaksanaan tugas. 

"pada saat awal BPU, saya yang berpengalaman sebagai pelaksana BPU di 
Lapes Narkotika Jukarta membuat semru:am mekanisme keJja pelaksanaan 
BPU, sebingga pada saa1 itu pelaksanaan BPU menjadi bagian tugas 
pokok Koperasi, uang masuk. transuksi dan uang keluar semua lewat 
koperasi. Fuktanya itu memang efektif, namun merepotkan karena sistem 
masib manual dan tugas koperasi lainoya jadi terbengkalai karena petugas 
juga korang .. bingga tiba saatnya sesuai dengan aturan yang berluku, 
mekanisme BPU kita serahkan ke pibak registrasi dengan demikian 
prosedur pelaksanaan juga bembah seperti yang sekareng ini 
dilak.sanakan .. '' 

(DE, Ketua Koperasi Lapas Klas IlA Salemba Jakarta, 07 Agnstus 2009, 
17.00 WIB, Ruang Seksi Kegiatan KeJja). 
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PEMBABASAN 

5.1. Mauajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) Sebagai Salah Satu 
Manajemen Pengamanan 

5.1.1. Pelaksanoan Program Bebas Peredru:an Uang (BPU) di Lapas Klas IIA 
SelembaJakarta 

Pada Bah sebelumnya Ielah dikemukakan, babwa program pangelolaan 

keuangan narapidana melalui mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas 

Klas IIA Salembe mengareb pada upaya menunjang Rutan!Lapas yang Bebas 

Peredru:an Uang (BPU) dan yang terpenting menjadi solusi dati berbagai 

permasalaban Rutan!Lapas yang ada di DKI Jakarta. Jadi tujuan utamanya adalah 

mengontrol pemilikan, peredru:an dati penggunaan uang tunai narapidanaltahanan 

secara langsung di Lapas guna mengelemimr teijadinya gangguan keamanan dan 

ketertiban serta teijadinya hubongan kolutif antarn pelllgas dengan penghuui 

maupun penghuui dengan penghuui. Hasil akhir datipada pengelolaan keuangan 

narapidana ini adalah teroiptanya keadaan yang kondusif di Lapas, terbebas dati 

adanya peredaran narkoba. kekerasan, pemerasan, pemalakan serta kolusi diantarn 

sesama penghuui dan petugas. 

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru, keberadaan Lapas Klas IIA 

Salemba sangal memungkinkan diterapkannya aturan bern dimana petugas dan 

narapidanaltahanan bisa didoktrin untuk melaksanakan paredigma bern 

perikehldupan di Lapas. Hal ini ditunjang oleh keberadaan sumber daya pelllgas 

dari pejabat slruktural yang menduduld jabatannya di masing·masing bidang 
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cukup mumpuni, demikian juga dengan sumber daya petugas di level bawah, 

walau dari segi kuantitas mengalami kekurangan petugas, uamun dari segi 

kualitas sangat betporensi untuk mendukung pelaksanaan program ke!ja karena 

merupakan personel·personel muda dan cakap. 

Usia uperasiolllli Lapas Klas IIA Salemba memang belum geogp dua 

tahun. Namun terlakaananya dengan baik manajemen Bebas Pen:damn Uang 

(BPU) selama ini membuktikan bahwa upaya untuk menjadikan Lapas Klas IIA 

Salemba sebagai Lapas yang rertib sangat mungkin tercapai. Dari basil penelitian 

ditemukan data bahwa terdapat dua bidang penting yang memegang peranan vital 

daJam pe!aksansan Manajemen Bebas Pen:damn Uang (BPU) di Lapas Klas IIA 

Salemba. yaitu : 

a. Sub Sekai Registrasi; 

b. Koperasi Pegawai. 

S.l.l.l. Pelaksanaan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) oleh Sub Seksi 
Reglstrasl 

Sub Seksi Registrasi pada Lapas Klas IIA Salemba selain menjalankan 

tugas pokoknya dalam pendataan statistik dan dokumentasi narapidana/tahanan 

juga menjsiaukan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan mekanisme Bebas 

Peredaran Uang (BPU) dalam hal penyimpanan dan adminislrasi penataan 

keuangan narapidanaltahanan. 

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mekanisme 

BPU oleh sub seksi ini beijalan dengan baik walaupun dengan kererbatasan 

sumber daya petugas. Data penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keluar 
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masuknya nang narapidanaltahanan tertata dengan baik walaupun masih 

dilakukan dengan cam manualfkonvensional. Pencatatan kenangan 

narapidana/tahanan dilakukan layaknya sebuah bank, yaitu terdapat Buku Besar 

BPU sebagai buku kontrol masukuya uang yang dipegang oleh petugas BPU di 

ruang kunjungan, kemudian terdapat Kupon BPU sebagai bukti transakl;i bahwa 

keluarga narapidanaltahanan telah menltipkan nangnya. sekaligus sebagai alat 

tokllr pengganti nang tunai serta Buku Tabungnn narapidana/tabanan. 

Dam penelitian juga menunjukkan bahwa dari 830 orang 

narapidana/lahanan yang ada di Lapas Klas IIA Salemba 700 orang meutiliki 

Buku Tabungan hal ini menunjukkan bahwa 84.3% narapidanaltabanan memlliki 

tingkat pertisipasi yang tinggi terhadap pelaksanaan mekanlsme Bebas Peredaron 

uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba, 15.7% sisanya adalah merupekan 

narapidanaltahanan baru yang balum meutiliki Buku Tabungan karena masih 

dalam tahap Mapenaling (Masa Penganabm Lingkungan) selama 2 (dua) minggu. 

Tmgkat pertisipasi yang tinggi ini juga membuktikan babwa penyelenggatll3!1 

perikehldupen Lapas yang tertib bukan hal yang mustahil terwujud. 

Kondisi ini hams tetap dipertahankan babkan ditingkatkan, sebab 

kompleksitas permasalahan tidak akan berkurang melainkan akan terns bertambah 

seiring dengan bertambahnya jumtah penghunl yang ada dan kerenterum sumber 

daya petugas terbadap sub culture penjara yang masih sangat mungk:in melanda 

Lapas Klas IIA Salemba. Untuk itu pihak manajemen Lapas dalam hal ini 

Ka.Lapas dan Pejabat Struktural harus mampu mempertahankan prestasinya dan 
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tetap memberikan komunikasi yang efektif dengan bawahannya di lapangan dalam 

pelaksanaan tugas. 

5.1.1.2. Peloksonoon Program Bebos Peredoron Uong (BPU) oleh Koperosi 

Dalam setiap organisasi baik di sektor pemerintab moupun swasta 

umumnya memiliki suatu bada usaha yang disebut koperasi. Hal ini tidak 

terkecuali di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas/rutan. Saat ini beberapa 

Lapas/rutan yang menyelenggarokan prognuu Bebas Peredaran Uang (BPU) turut 

melibatkan pihak koperasi, hal ini didasarkan pada kenyataan babwa koperasi 

sebagai monopoli perdagangan di Lapas/rutan dalam memenuhi kebutuhan 

petugas maupun narapidana/tahanan. Sehingga apakab suatu Lapas/rutan 

menjalonkan prognuu BPU atau tidak, transaksi keuangan akan tetap bermuara di 

koperasi. 

Berdasarkan basil penelitian menunjukkan babwa transaksi keuangan 

dengan menggunakan Kupon BPU/Kupon Belanja cukup merepotkan petugas 

koperasi. Hal ini disebabkan oleh : 

Transaksi dilaksanakan secara manual, yaitu Kupon Belanja yang 

berfungsi sebagai ala! tukar barus diisi setiap jenis item barang yang 

dibeli dengan tulis tangan; 

Transaksi ini belum termasuk ketika narapidanaltabanan mengganti 

jenis barang yang dibeli dengan dalib saldo yang tidak mencukupi atau 

barang habis; 
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Trnnsaksi barang juga hams ditunda ketika nampidanaftahanan yang 

bersangkutan hendak menelpon di wartel sebingga menambab waktu 

tnmsaksi sedangkan antrlan belanja meldn panjang; 

Trnnsaksi ditutup dengan memberikan stempel lunas pada Kupon 

Belanja; 

K1aim yang dijadualkan setlap sore dicairkan ke pihak BPU Registrasi 

seringkali terbambat karena alasan petugas BPU Registmsi sedang 

repot atau sudab pulang; 

Total waktu yaog diperlukan seorang nmapidan.altabanan untuk 

belanjaltelpon dan proses antrl Kupon BPU di ruang BPU Registrasi 

bingga antrl belanja bisa mencapai 30 menit. Hal dengan asumsi 15-20 

menit antrl di BPU registrasi dan 5-10 menit antrl belanja di koperasi. 

Uraian diatas kalau terns dibiarkan dan tidak segero dicarikan solusi.nya 

tentanya akan betdampak pada kondisi psikologis petogas pelaksana bingga 

narapidan.altabanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kejenuhan dan 

kelelahan akan muncul pada diri petugas pelaksana bingga yang te!parah adalah 

narapidanaltabanan akan merasa tidak terpenuhinyalterlayeni dengan baik hak­

hak mereka dan memunculkan resistensi terbedap program BPU yang pada 

awalnya mendukung menjadi antipati terbadap program BPU. 

Suatu program yang dijalankan berlandaskan peraturan yang ada haru.• 

dapat mengikoti fll1lS perubeben zaman. Untuk itu sebagai sebuah program 

pembaharnan, program BPU mau tidak mau juga hlll11S mengikoti perkembangan 

tekanlogi yang ada. Kendala-kendala pelaksanasn diatas akan terpecahkan dengan 

Universitas Indonesia 

Program Bebas..., Okta Fitriansyah, Pascasarjana UI, 2009



113 

pengadaan alat transaksi setingkat transaksi di pusat perbelanjaan, perbankan, 

swalayan atau restoran, sehingga waktu menabung dan belanja dapat dipersingkat 

sehingga antrian tidak akan panjang. 

Pihak manajemen Lapas Klas IlA Salemba lredepan seharusnya menggaeti 

Kupon Belanja berupa secarik kertas dengan sebaah Kartu Belanja Elektrik (misal 

Kartu Flazz BCA atau Kartu Belanja Carrefour), kemudian Buku Tabungan 

narapidana/tabarum sebaiknya bersifltt jangka panjang; tidak benya ketika menjadi 

narapidarulftabanan tetapi juga dapat dipergunakan ketika mereka bebas nantinya. 

Artinya pibak manajemen Lapan Klas IlA Salemba barns melakukan ke!jasama 

dengan pibak perbankan. Pengadaan alat transaksi berupa Komputer Kasir juga 

sangat ddibutbkan sehingga setiap transaksi tidak membutuhkan validasi secam 

manual. 

Intinya adalab babwa dalam setiap implementasi kebijakan yang 

menyangkut pelayanan, pemenuben bak·bak idealnya adolab melibatken unsur 

telrnologi. Sebab teknologi merupakan salab satu faktor le!penting dalam 

berkembangaya sebuab organisasi dan dengan teknologi menunjakknn babwa 

unsur-uusur pelaksana dalam sebuab organisasi terus mengalami kemajuan seiring 

5.1.2. Program Bebas Percdaran Uaog (BPU) dan Keamanan di Lapas Klas 
llA Salemba Jakarta 

Keamanan dapat diartikan sebagai peneegaban terbadap adanya kerugian 

dari sebab apapun, baik kerugian :fisik rnaupun non :fisik, berwujud maupun tidak 

berwujud. Gangguan dalam bentuk :fisik biasanya lebih mudab diketabui dan 
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kerugionnya lebih mudah diketahui dan kerugiannya lebih mudah diperbitungkan. 

Gangguan yang bersifat non fisik, lebih sulit diketahui dan dibitung kerugiannya. 

Dalam Lembsga Pemasyarakatan, program Bebas Peredamn Uang (BPU) 

dJipat dilihat sebsgai suatu mekanisme pengamanan untuk mencegah terjadinya 

kerugian bsik fisik maupun non fisik sebagaimana tersebut diatas. Hal ini 

didasarkan pada fungsi dari Program Bebas Peredaran Uang (BPU) itu sendiri, 

yaitu menata keuangan narapidana, sebingga arus perputarannya tertata dengan 

bsik, bermanfaat sesuai dengan kepentingan dan kebntubsn narapidana. Uang 

yang diganti dalam bentuk kupon juga menjadi media tnmsaksi utama di Lembaga 

Pemasyamkatan bsik untuk berbelanja kebntubsn kesebarlan narapidana maupun 

melakukan kontak dengan pihak IIW melalui wartel kbusus lapas (wartelsus). 

Penataan keuangan narapidana melalui Program Bebss Peredanm Uang (BPU) 

menjadi hal yang sangat penting dari sisi keamanan karena uang di dalam 

Lembsga Pemasyatakatan biasanya menjadi pangkal tel;jadinya gangguan 

keamanan dan ketertibsn. Dengn demikian kondisi diatas sesuai dengan definisi 

Strauruss (1980 : 57) yang menyatakan bsbwa pengamanan adalah the prevention 

of losses of all kinds,farm what ever causes. 

Penerapan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) sebagai Manajemen 

Pengamanan dapat dianulisis sebsgai betikut : 

I. Kegiatan keamanan dan ketertiban betfungsi memantau dan 

menangkallmencegab sediui mungkin gangguan keamanan dan ketertiban 

yang timbul dari liW maupun dati dalam tapas. 
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Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam konteks ini mampu 

melakukan pencegahan dan deteksi gangguan keamanan, yaitu dengan 

menempatkan petugas BPU di ruang kunjungan untuk menerima tabungan 

dari keluarga narapidana yang berkunjung, selain itu petugas juga melakukan 

sosialisasi kepada keluarga narapidana di ruang kunjungan akan pentingnya 

menyimpan uang dalam Buku Tabungan narapidana. Dengan demikian akan 

manajamen BPU mampu mencegah masukuya uang tunai ke dalam Lapas 

melalui keluarga yang berkwUung. 

Pengawasan dan pemeriksaan untuk mencegah masukuya uang tunai 

ke dalam Lapas juga dilakukan oleh Petugas Regu Pengamanan (R.upam) 

dalam rangka menunjang manajemen BPU, sehingga ketika ada narapidana 

yang mencoba untuk tetap mernbawa uang tunai ke dalam blok hunian dan 

berbasil melewati petugas BPU dapat terdeteksi dan dilakukan pemeriksaan 

dan peuindakan. 

2. Kegiatan keamanan dan ketertiban tidak selalu berupa kegiatan fisik dengan 

senjata api atau senjata lainnya, melainkan sikap dan perilaku petugas yang 

baik terbadap penghuni mernberikan dampak keamanan dan ketertiban yang 

harmonis. 

Program Bebas Peredanm Uang (BPU) merupakan tugas pokok dan 

fungsi Seksi Kegiatan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik), 

khususnya sub seksi registrasi. Kegiatan dilakukan dalam rangka menata 

keuangan narapidana dengan mensosialisasikan kepentingan BPU dalam tata 

kehidupan narapidana di dalam tapas, termasuk menghindarkan diri 
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narapidam dari lremungkinan adanya pemerasan, intimidasi dan pungutan­

pungutan liar dengan adanya uang lunai di dalarn lapas. Kegiatan-kegiatan 

tersebut juga harus didukung dengan sikap dan perilalru pelugas yang 

mendukung Man.ajemen Bebas Peredaran Uang (BPU), sebingga narapidana 

bisa menjadilren pelugas sebagai role model daiarn menjalankan program 

pembinaan yang ada. Dengan adanya sikap dan perilalru pelugas dengan apa 

yang disampaikan kepada nampidana memberikan efek positif pada keamanan 

dan kelertiban dalam tapas. 

3. Kegiatan keamanan dan lretertiban mencegah agar siluasi kebidupan penghuni 

tidak mencekarn yailu agar tidak leljadi penindasan, pemerasan dan lain-lain 

perbuatan yang menimbulkan situasi kebidupan resah dan ke!akutan. 

Sesuai dengan lujuan Program Bebas Peredaran Uang (BPU), dengan 

tidak adanya uang lunai yang bereder di dalarn lapas, digantikan dengan 

Kupon BPU mal<a peri kebidupan narapidan.a di dalarn lapas rertata dengan 

baik, terbindar dari suasana menoekarn dan ketakutan natllpidana terhadap 

adanya penindasan, pemerasan baik yang dilalrukan oleh sesama narapidam 

maupun oleb pelugas. Dengan BPU setiap tindak pemerasan yang dilalrukan 

oleh narapidana maupan pelugas dapat terdeteksi segera karena pusat 

peneairan uang lunai banya dilalrukan oleh sub seksi Registrasi dan Koperasi 

sebagai pelaksana Man.ajemen BPU. Man.ajemen BPU menjaroin uang lunai 

narapidana yang disimpan dan dilllbung aman darti tindakan pemerasan. 

4. Mencegeb agar tidak teJjadi pelarian dari dalam maupun dari luar lapas dan 

lapas. 
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Pe!arian merupakan gangguan keamanan dan ketertiban yang paling 

dihindari dalam manajemen lapas. Terjadinya pelarian narapidana 

mengindikasikan ada miss roanajoroen baik pada prognnn pembinaan maupun 

kearoanan di tapas. Dalaro konteks ini Manajemen Bebas Peredamn Dang 

(BPU) dapat menoegah dan mendeteksi potensi terjariinya pelarian 

nampidana. 

Narapidana da!aro melakukan perencanaan pclarian pada :faktanya 

roembutuhkan uang tensi untuk menembus sistem keamanan dalam lapas. 

Kasus ini dapat dilihat misalnya pada kasus pclarian narapidana Gunawan 

sanro.sa di Lapas KJas IIA Narkotika Jakarta pada tahun 2007, untak 

menerobus sistem keamanan maksinmm sekuriti di Lapas Klas IIA Narkotiks 

Jakarta Gunawan Santosa memanfaatkan petugas untak menduplikasi kunci 

kamar blok hunian, hingga kunci pagar pembalas lapas. Untak me!ancarkan 

rencana t=ebut Gunawan Sontosa mengeluarkan uang tensi yang tidal< 

sedilcit, baik untak duplikasi kunci maupun meroberikan tips kepada petugas 

yang disuruh. Sehingga apabila kita lihat kepentingan Manajemen Bebas 

Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah terjadinya pelarian adalah pada 

sempitnya ruang gerak nampidana dalam menggerakkan rencana pclarian 

terutana yang berkaitan dengan pembiayaan menggunakan uang tunai. 

5. Memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kebidupan narapidana 

(suasana bekerja, belajar, berlatih. makan, rekreasi, beribedah, tidnr dan 

roenerima kunjungan) selalu tertib dan harmonis 
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Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) menjadikan setiap tranJlaksi 

di lapas dalam satu mekanisme yang teratur dan terarah sehingga pemeouban 

kebutuhan narapidana tidal< lagi mengg>makan unng tunai. Kl>ndisi ini 

menjadikan narapidana memsa aman dengan f1l!set berupa uang yang mereka 

miliki, karena berada dalam satu sistem yang aman pula. 

Dalam melijalani masa pidaoanya narapidana juga mendapatkan 

prog>nm pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan peml>inaan 

kemandirian, Dengan te!jaganya asset nang dimiliki narapidana malta 

berdasarkan konsep keamanan (security) Kelana (1994 : 29) empat unsur 

pokok yang terdiri dari security, surety, safoty dan Peace tetintemalisasi 

dalam diri narapidana, menciptakan gairah bidup untuk mengikuti prog>nm 

pembinaan dengan baik yang membawa pada tala 1l>rtt'b lapas yang aman dan 

terti b. 

6. Memaluoni, mengawasi dan melijaga kentuhan barang inventatis lapas 

Manajemen Bebas Peredamn Uang (BPU) dilaksanakan dengan sarana 

prasorana yang berasal dari pihak luar maupun pihak lapas yang kesernuanya 

menjadi inventatis lapas yang wajib dipelibara, diawasi dan dijaga 

keutubannya. Barang inventatia Manajemen BPU yang ada di sub seksi 

Registrasi meliputi Buku Tabungan, Kupon BPU, Buku Besar BPU dan uang 

tunai itu sendiri. Sementara yang ada di pihak Koperasi adalab Kupon BPU 

yang telab digunakan dan sebagai document untuk klaim tagiban ke pihak 

registrasi, Komputer, Printer dan Perangkat Wartel. 
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Inventaris tersebut wajib dijaga dan dipelihara tidak banya oleh 

petugas registrasi dan kopemsi soja, melainkan juga oleh segenap unsur 

petugas yang ada di Lapas Klas IlA Salembe Jakarta sebingga peleksanaan 

Ma.najemen Behas Pen:daran Uang (BPU) dapat terlaksana dengan bail<. 

7. Melakukan administrasi (lata usabe) keamanan dan Ireterliban 

Ma.najemen Bebas Pen:daran Uang (BPU) dilakulom melalui 

mekanisme dan tabepan kelja yang terarah. Setiap transaksi keuangan 

dilakulom pencatatan dan pengaraipan secara tertib. Di pibek registrasi jumlah 

uang yang masuk masing-masing narapidana selain tercatat dalam Buku Boser 

BPU yang ada di numg lamjungan juga rercatat pada maaing-maaing Buku 

Tahungan narapidana, pengeluaranlpengurangan uang juga dieatat dalam 

Buku Tahungan melalui Knpan BPU, sementara di pibek Kupemsi setiap jenis 

barang yang dibeli narapidana dieatat dalam Kupen BPU sehingga jelas item­

item yang dipilib. dalam hal transaksi untuk wartel kbusus lapas, pibek 

Kopemsi juga mencalat setiap nama narapidana dan nomor kamar huuian 

narapidana sebagai cam untuk mendeteksi narapidana yang melakulom 

pembicaraan di wartel, selain itu juga digunakan alat perekam untuk merekam 

sctiap pembicaraan narapidana. 

Pencatatan dan pangaraipan diatas merupakan bagian dari kegiatan 

administrasi sebuah kegiatan, dalam konteks ini dalam rangka keamanan 

kegiatan schingga setiap ancaman beik fisik dan non fisik, berwujud dan tidak 

berwujud sedini mungkin dapat dideteksi sebingga penanganannya lebih 

efektif dan efisien. 
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Dalam melalrukan pencegahan terhadap adanya ancaman, gongguan 

terhadap keamonon Monajemen Bebas Penldaran Uang (BPU) juga harus 

didukung oleh unsur pelaksana keamanan itu sendiri, yaitu Kesatuon 

Pengsmanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Dalam lmnteks ini pihak KPLP 

telah melakukan sistem dan mekanisme lre!ja dengan sistem shift dan petugas 

dibagi dalam empat regu pengamonon. Secara fisik penanganan keamanan 

terhadap asset yang ada di Japes khususnya Mekanisme Bebas Penldaran Uang 

(BPU) hendaknya di lalrukan kegiatan- kegiatan: 

1. Pre-Emptif, yaitu melalui kegiatan yang bersifat edukatif untuk 

menghilangksm faktor peluang dan pendorong funbulnya gangguan dan 

ancaman keamanan sebagai fuktor korelasi kriminogen. Dengan kegiatan 

ini diharapkan dapat tereiptu kesadaran, daya tangkal, dan kewaspadaan 

lapos, yang merupakan flliuan dalam menciplakan kondisi perilalru dan 

norma bidup Darapidana dan petugas yang bebas dsrl pungutan liar, 

intimidasi yang bersumber dsrl beredamya uang tunai, dan pada akbimya 

terbeatuk sikap tegas untuk menolak segala beatuk upaya untuk 

menggagsikan program pembinaan. Kegiatan ini dilakukan dengan 

menyampsikan informasi melalui jalur keagamaan, ketrampilan, kesenian, 

olahraga, cemmah dsb. 

2. Preventif dilakukan dengan me!aksanakan pengendalian dan pengawasan 

secara langaung dan tidak langsung terhadap tempat dan orang. Orang 

disini yaitu petugas lapas, narapidana maupun pengunjung !apes, termasuk 

keluarga narapidana. 
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3. Represij; yaitu kegiatan penindakan dan penegakan hukwn terbadap orang 

yang berdasarkan bukti permuloan cukup atau karena tertangkap tangan 

memhawa dan mengguaakan uang tunai dan pelanggaran lain yang 

berkanaan dengan ~emen Bebas Peredanm Uang (BPU), dengan 

tidak ada sungkan·sungkan untuk menyerahkannya kepada pihak yang 

berwajib. 

Kegiatan·kegiatan tersebut diatas kemudian diwujudkan sebagai bentuk 

kegiatan sehagai berikut : 

I. Memperketat kunjungan 

Upaya untuk memperketat kunjungan dapat dilakukan dengan melakekan 

pemeriksaan secara tertib den teliti terbadap setiap orang yang akan 

memasuki lingkungan Lapas Klas IIA Salernha Jakarta. 

2. Melakekan penggeledahan secara berlapis 

Penggeledahan berlapis dapat dilakukan dungan memeriksa semua orang 

yang akan memasuki area lapas tanpa terkecuali, haik terhadap 

pengunjung maupW> petugas. Penggeledaban tersebut tidak banya 

dilakekan sekali saja melainkan perlu diulang pada setiap pintu masuk 

yang dilalui, bisa dilakukan secant manual. maupun dengan alat detektor 

modero. 

3. Membatasi akses komunikasi 

Pernberlakuan aturan yang melarang ala! komunikasi masuk ke dalam 

lapas akan membuatmemhatasi akses komunikasi keluar bagi narapidana 
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Pembatasan akses komunikasi ini dalam beOlok mencegab masnk dan 

pemakabm alat telepon selular olab oarapidana den pengadaan wartel 

kbusus lapas bagi narapidana sehingga jalur komunikasi narapidana 

dengan pihak luar tertata baik dan bisa dipertanggangjawabkao. 

4. Membatasi/melarang petugas tapas tapas dinas/masnk 

Pihak Lapas Klas liA Salemba Jakarta membarlnknkan larangan bagi para 

petugas yang sedang tidak bardinas atau euti untuk masnk ke dalam lapas, 

sebab seringkali pelanggaran-pelanggaran yang teJjadi yang barsumber 

dari oknum petugas dilaknkao pada saal yaog barsaogkntan tidak sedang 

berdinas, sehingga dengan adanya eturan ini mampu mencegab adanya 

hubungan yang terlalu intens anima narapidana dengan perugas yang dapat 

menyebebkao ganggaan keamanan den ketertiban. 

5. Meningkatkao sarana penganuman 

Sarana pengamanim yang perlu ditingkatkan meliputi pada tataran fisik 

dan tataran non fisik, misalnya tingkat kowaspadaan petugas terbadap 

potensi-potensi ancamao terbadap Manajemen Bebas Peredenm Uang 

(BPU), menerapkao sistem 'Maximum Security' pada narapidana dengan 

track record pelanggaran yang tinggi dan menggunskao peralatan 

keamaoan yang dapat menunjang pelakaanaan sistem pengamanan. 

6. Peningkatan Kualitas SDM. 

Melalui pelatihan dan penyuluhan terhadap petugas diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas dan performa keJja petugas secara urnum dan 
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khususnya petugas yang berkaitan langsung dengan Manajemen Bebas 

Peredaran Uang (BPU). Dengan demildan petugas mampu memberikan 

pembinaan yang baik bagi narapidana sehingga memlliki sikap positif 

terbadap lregiatan pembinaan yang diselenggaralren. 

Akbimya didasarlreu pada nndan-uraian diatas, dan didasarlreu basil 

penelitian peneliti menggambarlreu hubungan antara Program Bebas Peredaran 

Uang (BPU) dengan keamanan di delarn lapas sebagai beriknt : 

GambarS.l 

Hubnngan Program Bebss Peredaran Uang (BPU) pada Keamanan di 
Lapas Kiss liA Salemba 

Pengunjung 
terdeteksl dgn 
mekanlsme 
penpmanan yans 
ketatdiPW 

P2U 

Mekanisme rutin 
KPLP, 
pengeledahan, 
pelaku tertangkap 
dlsel ataU BAP baru 

Semua transaksl dlofe/ert 
kma tdk ada uang untuk 
transak$1 

BPU Reglstrasl 
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5.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhl Pelaksanaan Program Bebas 
Peredaran Uaog (BPU) di Lapas KJas HA Salemba Jakarta 

Dalam. melaksanakan suatu manajemen yang bam guna melakuksn 

pembahan penling dalam suatu organisasi, tentu menghadapi tantangan dan 

kendala dalam pelaksanaannya. Jika hambatan I kendala tersebut dape1 diatasi 

maka perencanaan kegiatan mungkin berbasil diimplementasikan. Peren<l8rulan 

straregis, manajemen, dalam lembaga akan be.rsatu untuk menghasilkeo pembahan 

yang gemilang. 

Seperti balnya dengan pemturan yang ada di Lapas bahwa tidak 

memperbolebkan narapidarutltahanan menyimpan banmg berlwrga maupun 

uangnya sendlrl. kesemuanya itu barns dititipkan peda petugas pendaftaran 

(Registrasi). Tetapi dalam pelaksanaannya hal ini kurang dipahami oleb petugas 

dilapangan, karena banyak faktor-fuktor yang mempengamhi pelaksanaan 

pembinrum tersebut yang perlu mendapat perhatian. 

Oleh sebab itu dalam implementasinya kebijakan yang mengharnakan 

narapidarutltahanan barns menyimpan banmg berlwrga maupun uang kepada 

petngas BPU Reglstmsi di Lembaga Pemasyarakstan memerlukan adanya 

sosialisasi yang tems menems tentang BPU baik terhsdap petugas, 

narapidano/tahanan dan pengunjnng. Dimana dalam pelaksanaan pengelolaan 

ataupun penataan keuangan narapidarutltahanan di Lapas Klas liA Salemba belum 

menunjukkan permasalahnn yang berarti, namun temp harus secara kontinyu 

disosialisasikan. 

Dalam konteks M~emen Bebas Peredaran Umg (BPU) sangat 

diperlukan identifikssi masalah·masalah yang potensial yang dapet menimbulkan 
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ancaman, tantangan dan ganggullll. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Crie 

(2001 : 304) terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalrun pelaksanaan 

manajemen, yaitu (I) aruilisan dan perencanaan, (2) pengorganisasian. 

pendelegasian, (3) Supervise/pengaWllSllll dan (4) aruilisa kondisi krilill yang letlilp 

dan berubeh. Kemudian Siagian (2005 : 5) menyebutkan behwa bergerak 

tldaknya sebuah manajemen organisasi sangat tergantung oleh pemimpinnya 

sebagai motor atau daya penggerak semua sumber dan alat (resources) yang 

tersedia bagi suatu organisasi. 

Berdasarkan uraian diatas dan dikaitkan deagan aruilisis faktor kandala 

MaruYemen Bebas Peredaran Uang (BPU), maka dapet diidentifikasi fakto,..faktor 

kendala tersebut sebagai berikut : 

I. Kendala Sumber Daya Manusia Petugas; 

2. Kendala Sanmal'rasarana; 

3. Kendala Struktur Kewenangan. 

5.2.1. Kendala Somber Daya Manwda Petngas 

SDM merupakan hal yang paling pokok dalam sebuah manajemen 

kegiatan. karena bagalrrnfuapun baiknya suatu manajemen dapat dipesttkan tidak 

dapat mencapai sasaran yang dilnginkan manakala tidak didukung oleh faktor 

SDM yaag memadal, baik sooara kuantitas maupun kualitas. Untuk italab dalam 

penetapan Mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) ini faktor SDM hams 

mendapat perhatian yang proporsional, sehlngga akan dapat diidentifikasi 
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berbagai permasalah yang terkait dengan SDM khususnya yang berada di Lapas 

Klas liA Salemba Jakarta. 

Knalitas sumber daya aparatur sebagai salah satu faktor keberpengaruban 

bagi keberhasilan suatu organisasi merupakan hal yang panting untuk dikaji 

sebagai baban penelitian ini. Kualitas sumber daya petugas Pemasyarukatan pada 

umumnya dan petugas Lapas KJas liA Salemba Jukarta pada kbususnya biasanya 

dapat dinilai melalui tingkat pendidikan, peagetahuan, keahlian serta 

pengalamannya. SDM yang betkualitas memilild kemampuan atan kapabilitas 

yang membuatnya ia relatif mampu melakukan berbagai hal atau menyelesaiakan 

pekeijiUIIl tertentu. Namun demikian kemampuan antara satn orang dengan 

lahmya tentu be!beda, baik dalam arti kualitas maupun dalam arti kuantitas dan 

spesifikasinya. 

Kala kualitas dapat dipernepsikan dan diartikan berbeda oleh tiap orang, 

karena memiliki banyuk kritetia dan sangat bergantung pada pemahaman muk:aa. 

Kualitas dapat diartikan sebagai uibil caeat, kesempumaan dan kesesuaian 

terhadap persyaratan yaitu kualitas sebagai suatu knndisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan lingknngan yang 

memenuhi dan malebihi barapan 

Pendapat ternebut menegaskan bahwa kualitas bukan hanya menekankan 

pada aspek basil akbir, yaitu produk alan jasa tetapi juga menyangkut kualitas 

manusia, kualitas proses dan kualitas /ingkungan. Sangatlah mustahil 

menghasilkan sebuah produk atau jasa yang berknalitas tanpa melalui manusia 

dan proses yang berkualitas. 
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Swnber daya manusia sebagai pelaksana suatu kebijakan adalah 

merupakan faktor yang sangat domirum dan menentukan berbasil tidaknya 

kebijakan tersebut dalam mencapai sasarannya. Dalam rangka tercapainya 

kualitas sumber daya aparstur f manusia di Lapas Klas IlA Salembs dalam erti 

mencapai sasaran secara effektif dan effisien khususnya dalam hal pengalolaan 

keuangaa narapidana di Lapas Klas IlA Salemba ini maka pibsk pimplaan perlu 

malakukan pemberdayaan petugaa yang menangani (Subs Seksi Registrosi dan 

Koperasi) dengan : 

a. Merekrut orang-orang terbaik yang berkualifikasi dan peduli terbadap 

apa yang mereka ke!jak.an. 

b. Mernperlskukan petugas peda aspek-aspek kejujuran, keperdulian, 

kesamaan, keJjasama, pengakuan dan kepercayaan. 

Kedua aspek diatas perlu seksli dilskukan sebab dari data-data penetitian 

ditemuksn kenyataan bahwa masih terdapet narapidana yang masih enggm atan 

memiliki ketidak percaySllllnya menitipkan uangnya kepada petugas BPU 

Registrasi. 

Untuk menjadikllll citra petugas yang baik, maka sangat diperlakan 

atribut-atribut seperti Integrilas, yajtu dedikssi tetbadap apa dia ketabui sebagai 

kebenaran; Trust, yajtu dapet dipercayai dan mernperca:yai orang lain; 

Contitment, yaitu dedikssi kesaharan dan keuletan dalam melaksanakan upaya 

pembaruan; Toughness, yaitu mampu dan gigih dalam mempertabllllkllll prinllip 

serta standar. Mampu berkomunikasi dan menggerakkan serta membina 

kerjasama dan mampu menghidupkan semangat kerja bawahan. 
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Untuk dapal mencapai sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan 

pengelol8llll keuangan narapidana guna menimbulkan citra yang baik peda 

narapidana tidaklah mudah diwujudkan. Hal ilri terutama ka:rena dalam 

kenyat8llllnya sumber daya manusia yang ada sam ilri masih sangatlah milrim hal 

ilri dapat dilihat dalam !abel 3.4, disitu terlihat belapa tidak seimbangnya jumlah 

petugas yang ada dibagian Registtasi (7 orang) yang barus melayani 1.041 orang 

narapidanaltahanan yang tentunya akan terus bertambah, sedangkan apabila 

dilihat lebih spesifik lagi petugas yang melayani I mengelola register D sekaligus 

BPU banya 2 ( dua) omng. 

Gum meniogkalkan Kualitas petugas yang memberikan basil optimal 

dalam Mannjemen Bebas Peredaran Uang (BPU). Maka staf yang terlibat dalam 

kegialan juga barus memiliki kualitas (keahlian) yang tepat pula. Akan letepi 

petuenuban sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengimplementasikan 

kegiatan peda instansi pemerintah sulit dilakukan bal ilri karena : 

kurangnya pengbasilan yang bisa mereka dapatkan. 

milrimaya anggamn yang disediakan para pelakaana kegiatan ilri juga 

jarang sekali memperoleh peodidikan atau pelalihan tentang 

bagaimana dan apa yang barus dilakukan untuk 

mengimplementasikan suatu manajemen. 

Akibataya yang diterapkan untuk meniogkalkan kualitas pelaksana 

kegiatan adalah "on the job training" atau trailring sembari melakaannkan 

pekeijaan sesunggulmya. 
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Hak dan kewajiban Petugas juga termasuk dalam kendala pelaksanaan 

sebuah manajemen kegiatan, karena yang berkaitan dengan hak dan kewajiban 

diatas tidak semua petugas mengetahuinya Oleh karena itu sebagai petugas yang 

mendapat kepercayaan dalam melayani serta mengelola keuangan narapidana 

dengan baik secara langsung maupun tidak langsung diperlukan adanya kesadaran 

bahwa dirinya dituntut untuk memahami sebagai sosok birokrat I aparat pelayanan 

yang hams memberikan pelayanan prirua 

Dari basil penelitian kondisi diatas menjadi sangat rentan karena petugas 

BPU Registrasi yang masih sangat muda dan cenderung labil (minim 

peugalaman), sehingga dalam penelitian peneliti seringkali menyaksikan dan 

menemukan pelaksanaan BPU terkendala karena petugas BPU di Registrasi sibuk 

dengan pekeljaan lain di bidang registrasi atau kepentingan lain diluar dinas. 

Untuk itu seorang petugas yang bertugas dalam bidang pelayanan yang langsung 

berbadapan dengan narapidana haruslah yang benar-benar menyadari akan fungsi 

dari pekeljaannya terhadap kemajuan organisasi bukan yang bermental sebaliknya 

yaitu dilayani. 

Terlepas dari tujuan dari sistem pemasyarakatan yang memiliki tujuan 

yang luhur dalam memulihkan hubungan antara terpidana dengan masyarakat 

melalui berbagai prognun-prognun yang terericana dan terarah melalui proses di 

dalam Sistem Pemasyarakatan, tak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan 

yang dihadapi seperti eksistensi lapas adalah merupakan suatu "alat penguasa" 

yang dibentuk dengan tujuan agar setiap anggota masyarakat (dan oleh karena itu 

ia dianggap telah mempunyai perilaku "menyimpang'J dapat dibina agar yang 
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bersangkutan dapat hidup di masyarakat secara "normaf'. Dalam arti setelah 

menjalaui pidananya ia dapat ikut aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan 

kemasyamlcatan secara positif. Secara eksistensi fungsi lapas mengemban tugaa 

dan tanggung jawab "inslitusi sosia/" yakni mensosialisasikan nilai-nilai yang ada 

di m!IS}'lllllk:at kepada segensp warga binaan pemasyarakatan narnun di sisi yang 

lain lapas juga dibebani untuk melayani masyarakat yang Iainnya, dalam arti "efek 

hukuman" hams dapat mempengaruhi sedemikian rupa agar anggota masyarakat 

yang laio takut untuk melanggar hukum. Sebingga dapat disimpulkan odalah 

itikad untuk membina (fungsi lwrektij) dapat berdampingan bersarna dengan 

itikud untuk membalas dandam (fimgsi retributive). 

Masyasakat penjara meskipun bagi masaka yang berada di dalam Iapas 

adalah bentuk masyarakat yang terpisah dari kebidupan masyasakat pada 

umumnya, mereka juga memilikl budaya tersendiri yang terbentuk dengan 

dipengaruhi oleb keadaan yang mereka alami. Wuj ud dari le!jodinya prisonisasi 

yakni teroiptanya sub budaya penjara antam lain mereka memiliki bahasa 

tersendiri yang hanya dipainani oleh masaka sendiri baik berupa atumn, nom1a, 

nilai, ritual-ritual, adanya pemimpin informal di kalangan mereka sendiri dan lain­

lainnya. Situasi serta kondisi yang tercipta merupakan pencerminan dari sikap 

tingkah lakn yang terbentuk karena adanya suatu peraturan, pembetasan, 

pemisahan karnar ksmar, kecurigaan dan lain-lain kesakitan menyebahkan 

terbentuknya ciri tersendiri yang khusus dan hal ini lalu dikalakan ada 

"persamaan" perilakn diantam lapas. 
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Seorang petugas Lapas yang sehari-hari bertugas di Lapas Klas liA 

Salemba tidak terlepas dnrl pemikiran adanya narapidana dan petugas yang 

inhoren dan bagW sebuah mala uang logam yang memiliki dua sisi yang saling 

melengkapi dan membutubkan satu sama lainnya Di satu sisi narapidana sebagW 

objek terbukum yang teralienasi bek-baknya menginginkan sesua1u kehldupan 

yang wajar dan notmallayeknya pelanggar hukum yang hidup dalam masyarakat, 

sedangkan disisi lain petugas, yang bertugas mengadakan pengawasan, 

pengayoman, pemhimbingan dan pembinaan teriladap narapidana dituntut untuk 

bekega maksimal dengan sarona dan prasarana yang terbatas. 

Di dalam lembaga pemasyarakatan terdiri dnrl 2 (dua) kelompok 

masyarakat:. yaitu para peqjabat (terpidt:ma) dan kelompok bnkan penjabat (para 

pelllgQJI) atau menurut istilab Sykes (dabun Nefi, 1981) yaitu "the ruled and the 

ruler~. Faktor interaksi pun memegang peranan penting, karena upabila kedua 

kelompok tadi teJjadi pertentangan (koofli.k) maka tujuan dnrl pembinaan di 

dalam tapas ter:sebut ekan gaga!. Intemksi merupekan suatu proses pengarub 

mempengaruhi antara individu dengan individu. individu dengan kelompok atau 

kelompok dengan kelompok. Begitu pentingoya faktor intemksi sosial, seperti 

yang dikatakan oleh Kimbell Young yang dikutip oleh SoeJjono Soekanto (1989), 

babwa intemksi adalab kunci dnrl semua kehidupan sosial, aleh karena itu tanpa 

intemksi sosial maka tidak mungkin adu kehidupan bersama. 

Masing-masing pi.bak, balk narapidana maupun petugas memiliki motivasl 

tersendiri dalam kehidupan di lapas. Petugas ada yaog termotivasi untuk 

melakukao pekeJjaao dengao balk dan benar sesuai dengan tugas pokok dan 
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fungsinya, namun disisi lain ada juga oknum petugas yang cenderung tidak pcduli 

terhadap tugas bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Demikian pula 

halnya dengan narapidana, sehingga ada dua hubungan yang bisa terjalin antara 

petugas dengan narapideua yaitu hubungan posilif, artinya kedua helah pihak 

memiliki paadangan yang sama terhedap kegiatan-kegiatan di lapas dalam 11lDgke 

memperbaild diri untuk !ebih baik, namun bisa juga hubungan negatif, yaitu 

petugas dan narapideua melakuken hubungan simbiosis yang saling 

menguntungkan namun dengan melakuken pelanggaran. 

Dalam kasus Program Bebas Peredenm Uang (BPU) hentuk huhengan 

negatif yang terjalin antara petugas dan narapideua adaiah dengan herkolusi 

memasukkan uang tunai kedalam lapaa, atau dengan sengaja tidak menyimpan 

uang nanopideua di Buku Tahuagan melainlrnn dipegang langsung oleh okoum 

petugas sehingga ketika sedap s.aat narapideua membutuhkannya petugas selalu 

siap melayoni, pelangg811lD lain yang herkaitan dengan Manajemen Bebas 

Peredaran uang (BPU) adalah oknum petugas memasukkan alat komunlkesi 

illegal herupa telepon selular ke dalam lapas sehingga herakibat pada menurunnya 

omzet pendepatan koperasi. 

5.1.2. Kendala Sarana Prasarana 

Sarana dan pras811lDa juga mernpakan sumher deya yang penting yang 

hams dimiliki agar manajemen kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif. 

Karena meskipun pelaksana kebijakan sudah memiliki staf yang cukup dengan 

kualifikasi yang tepa!, informasi yang memadal tentang bagaimana melaksanakan 

kebijakan, serta kewenangan untuk melaksanakan implementasi kebijakan tanpa 
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adru!ya sarona dan prasarana yang memadai untuk mengimplementasikan 

kebijakan, maka kebijakan texsebut tidak akan dapat diimplementasikan seoarn 

efektif. 

Sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan Manajemen Bebas 

Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas ITA Salemba Jakarta dangan segala 

keterbatasan yang ada suda& texsedia enkup balk, dalam pelaksonaannyapun 

tergolong optimal. Yang diperlukan adaiah peningkatan dan pengadaan sarona 

prasarana yang lebih berorientasi pada pendekatan tekoologi sehlngga 

memperlancar pelalosanaan lrebijakan BPU. Namun kondisi ini juga ditambah lagi 

dangan kendala biayalanggaran. Setiap kegiatan yang berlrnitan dengan 

pengadaan sarona prasarana kegiatan barus didasarken pada anggaran yang 

disediakan, sebiagga diperlukan prioritas kbusus bagi Manajemen Lapas KlasliA 

Salemba Jakarta untuk menjadikan Manajemen Bebas Peredaran Uaog (BPU) 

dalam urutlim penting pengadaan samoa prasarana. 

5.2.3. Kendala Struktur Kewenangan 

Dalem lrnitan dengan Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas 

Klas ITA Salemba Jakarta kendala struktur birokrasi menjadi klimaks dari dua 

kendala sebelurnnya yaitu kendala surnber daya manusia petugas dan kendala 

sarana prasarana. Hal ini dikarenakan kendala birokrasi juga menyangkut alai dan 

juga manusia sebagai motor penggerak kegiatan. 

Kendala struktur birokrasi yang pertama adalah Manajemen Bebas 

Peredaran Uaog (BPU) pada faktanya tidak didukung olah semua unsur di Lapas 
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Klas IIA Salemba Jakarta. Sebingga kegiatan ini sepenubnya dilakakan oleh Seksi 

Pembinaan Narapidana dan Anal< Didik (Binadik) melalui sub seksi R.egistrasi 

dan pihak Koperasi, sementam pihak lain cenderung tidak pedull terhadap 

kegiatan ini. Indikasinya adalab ketiks terjadi pelanggaran terjadi hal itu 

difasilitasi oleb petugas keamanan, sebingga menjadi celeb masukoya uang tunai 

ke dalam lapas. Hal ini kemudian berakibat pada peaindakan bagi narapidana 

yang melakakan pelanggaillll BPU tidak dilakakan dan dilinduagi oleh petugas. 

Kendala struktur birokrasi yang kedua adalah belum adanya SOP 

(Standard Operating Procedure) dan fi:agmentasi. birokrasi Manajemen Bebas 

Peredanm Uang (BPU) seeara utuh pada semua tapas (!<arena merupakan kegiatan 

yang tidak populer), termasuk di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Padahal SOP 

merupakan hal wajib yang barus diroiliki oleh peluksana kebijakan. Karena tanpa 

adanya SOP agen atau instausi peluksana kebijakan akan kesulltan untuk 

mengukur sebempa jauh tingkat kebetbasilan paooapaian tujuan implemenwi 

kebijakan. Sedangkan fi:agmentasi birokrasi diperlukan agar tidak te!jadi 

overlapping kewenangan dan tanggung jawab antam satu unit pelaksana dengan 

unit pelaksana lainnya. 

SOP mengenai pengelolaan keuangan narapidana melalul Mekanisme 

Bebas Peredanm Uang (BPU) baru muncul semenjak digalakkennya BUTERPAS 

(Bulan Tertib Pemasyamkstan) yang kemudian menjadi Budaya Tertib 

Pemasyaraketan, dimana setiap UPT diwajibkan membuat laporan bulanan 

peluksanaan BUTERP AS ke kantor wilayah dan direktorat jenderai, namun tetap 
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saja tidak menyertakan SOP yang seharusnya dillruti sebagai pedoman oleh 

masing-masing UPT sehingga standar dilaksanakan atau tidaknya BPU pada 

masing-masing UPT mem.iliki indikator yang berbeda-beda. 

Di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta berdasarkan temuan data penelitlan 

menunjukkan telah mem.iliki SOP pelaksanaan mekanisme BPU (terlampir) yang 

dibuat oleb pengelola Koperasi sebagai pihak yang petamakali dipercaya untuk 

melaksanakan mekanisme BPU. namun dengan Ielah diserahterimakannya 

mekanisme BPU Ire sub seksi Registrasi SOP tersebut belum diperbabarui 

kembali, sebingga sosialisasioya baik kepada petugas, nampidanaflllbanan dan 

pengunjung menjadi terbambat. 

Fragmentasi birnlcrasi sebenamya diperlukan agar tidak teljadi 

overlapping kewenangun dan 1llnggung jawab antera satu unit pelaksana dengan 

unit pelaksana laionya Telapi hal ini belwn terlihat dalam pelaksanaannya, 

dimana masih banyak dltemui adanya pengelobam keuangan yang dlkelola oleh 

narapidana itu sendiri (kesus UPT lain) maupun petugas lain diluar petugas 

registrasi (sudah terjadi di Lopas Klas llA Salemba). 

Da1mn mengimplementasikan suatu kebijakan yang biasa ditemui adalah 

tidak effektifuya koordioasi serla burukoya penjabaran implementasi tugas-tugas 

dan aktivitas-aktivitas penting. Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan 

pengelolaan keuangan warga bioaan perlu adanya rencana tiodakan guna 

mengidentifikasikan tindakan-tindakan yang harus diambil. Longkah-langkeh 

yang perlu diambil meliputi beberapa elemen dlhawah ini : 
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I) Mengambi/ Jindakan-Jinda/ran /chusus untuk membuat program berja/an: 

memanggil pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan keUllllgan 

narapidanaltabanan untuk mempersiapkan progrnm tersebut. 

2) Tangga/ untuk memu/ai dan menga/chiri setiap Jindakan: diberikan batas 

waktu pembekalan dan penearian informasi tentang BPU ke Lapas/Rutan 

yang telah menerapkan progrnm tersebnt dan diwujudkan melalui proposal. 

3) Menetapkan orang yang bertanggung jawab terhadap pe/aksanaan program 

BPU ini : dengan menunjuk beberapa petugns sub sekai Registmsi untuk 

menangani tugas pengelolaan keuangan ini, dengan cam memberi Jatihan dan 

pembekaian seeukupnya tentang BPU. 

4) Menetapkan orang yang akan bertanggung jawab Wlluk memamau waklu 

dan effeklifitas seliap Jindakan : pastikan progrnm/ kebijakan ini diterapkan 

dengan benar dengan cara membuat laporan tentang aldffill!s keluar masuk 

uang dalam tiap bnlannya. 

5) Perkiraan kansekuensl flnansial dan jislk dari setiap tindakan : yaitu tentang 

kepastian kapnn progrnm ini akan diberlakukan dan diterapkan pada warga 

bimum di tapas. 

6) Rencanakan tindakan-tindakan kantingensi : merencanaknn cara-cara Jain 

dalam penerapnn kebijakan ini, apabila proposal I cara pertama tidak berbasil 

diterapkan di tapas. 
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DAB VI 

PENUTUP 

Dari uraian dan pelllbabosan yang telah dikemukakan terdahulu, maka 

dalam bah ini penulis mengu.raikJm beberapa kesimpnlan yang berupa inti seluruh 

pembahasan. Kemudian berdasarkan kesimpulan itu pula, penulis meru:oba 

mengemukakan beberapa saranirekomendasi sebagai penunjang pemeeaban 

masalab Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas K1as llA Salemba 

JakarU!, terutarna dalam membantu tereapainya misi darl Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan menciptakan tala perikehidupan lapas yang aman dan tcrtib. 

6.1 Kesimpulan 

1. Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas K1as llA Salemba Jakarta 

dilaksanakan oleh dua bidang pokok yaitu Sub Seksi Registrasi dan Koperasi 

Pegawai. Program Bebas Peredaran Uang (BPU) merupakan pengembangan 

sistem/mekanisme penyimpanan barang dan uanglbarang berbarga narapidana 

dalam buku Register D, sebingga Manjamenen Bebas Peredaran Uang (BPU) 

di lapas bukanlab hal baru dalam sistem penataan keuangan narapidana; 

2. Program Bebas Peredaran Uang (BPU) ditinjau darl sudut keamanan 

merupakan salab satu mekanlsme pencegab terbadap adanya kerugian darl 

sebab apapun. Dalam konteks Program Bebas Peredaran Uang (BPU) 

kerugian yang dimaksud adalab aneaman dari tidak tertataoya keuangan 
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!lllrepidana yang berakibat pada pemerasan. penindasan, pungutan liar hingga 

peredaran narkoba yang berakibat pada terjadinya gangguan keamanan dan 

ketertiban dalwn lapas. 

3. Program Bebas Peredaran Uang (BPU) eli Lapas Klas I1A Salemba 

dilaksanakan dengan cara manual, belum komputeriaasi sehingga dapat 

diartikan belum memanfaatkan unsur teknologi sebagai fuktor terpenting dala, 

berkembangnya sebuah organiaasi. 

4. Program Bebas Peredaran Uang (BPU) terbukti mampu mendukuug 

Manajemen Pengamanan di Lapas Kill(' I1A Salemba, yaitu sebagai media 

deteksi terbadap pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilakukan bei.k 

oleb !lllrepidana, keluarga !lllrePidana dan petugas. 

5. Faktor-faktor yang mempengarubi pelaksanaan Program Bebas Peredaran 

Uang (BPU) di Lapas Klas I1A _Salemba Jakarta terdiri dari fuktor sumber 

daya manusia petugas, kendala sarana prasarana dan kendala struktur 

birokrasi, baJ ini dapat diuraiken sebagai berikut : 

• Masih banyaknya teijadi kepentingan petugas bila kebijakan ini diterapkan 

secara murni di Lapas Klas liA Salemba Jakarta, dari sisi personilJpetugas 

babwa penerapan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) ini secara 

ekonomis merugikan petugas. 

• Masih terdapatnya pungutan-pungutan liar di Lapas Klas I1A Salemba 

Jakarta, sehingga berakibat minimnyanya kepercayaan mereka terbadap 

petugas tentang penitipan keuangan mereka. 
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• Hubungan kerja antar bagian belwn terkoonlinasi dengan baik, karena 

adanya perbedean persepsl d.iatas antara petugas keamaaan den petugas 

Registrasl, Serta masih adanya fragmentasl d.idalamnya 

6.2 Rekomendasi 

Setelah penggambaran tentang kesimpulan penelltian tersebut d.iatas, maka 

penulis berkewajiban untuk merekomendesi beberapa hal agat pelaksanaan 

Program Bebas Peredaran Uang (BPU) d.i Lapas Klas IIA Salemba Jakatte dapat 

berjalan dengan baik. 

Pertama, Perlu adanya persaman persepsi dari setiap seksi den subseksi 

tentang penerapan Program Bebas Peredamn Uang (BPU) ini, dengan cara 

sosialisasi seeara kontinyu (sosialisasi terus menerus) juga diterapkan pada 

narapidana, den d.iikuti dengan tindakan penggeledahan seeara lrontinyu keusngsn 

yang dimiliki nampidena serta melalrokan tindakanlhnkuma disiplin apahila 

d.itemuksn. 

Kedua, Diperlakan pendekatan dan penerapan teknologi dalatn Program 

Bebas Peredaran Uang (BPU) sehingga data keuangan narapidana terintegrasi 

dengan baik antar seksilbidang pelaksana BPU, mengurangi kendala antrian BPU 

den yang terpenting adalah tertalllnya dellgan baik keuangan natapldana yang 

terhindar dari pungutan·pungutan liar baik yang d.ilakuksn oleh petugas maupun 

sesama narapidana. 

Ketiga, Penerapan sanksi yang regas bagi narapldena yang tidak 

mematuhl pernturan penerapan BPU serta diberlakuksn juga bagi Petugas yang 
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membantunya Tetapi sebaliknya bagi petugas maupun nampidana yang taat dan 

patuh dalam penerapan kebijakan ini agar diusulkan ke Direktur Jendenll 

Pernasyarakatan untuk diberikan reward misalnya untuk petugas dengan 

memberikan kenaikan pangkat, sedangkan narapidana dangan memberikan remisi 

tambaban, sehingga hal ini dapat memicu dan memaeu untuk meqjalankan 

penernpan kebijakan ini dengan kunsisten serta kunsekwen. 

Keempat, guna mengetahui apakah suatu kebijakan yang telah 

dikeluarkan itu mencapai sasaran yang sudah ditentukan, maka perlu adanya 

pemantauan (monitoring). Pemantauan meliputi empat fungsi yaitu eksplanas~ 

akuntansi, pemeriksaan dan kepatuhan. 
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\ )EPAR'fl!MEN KEH.AKIM.AN' DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. 
· PIREKTORAT JEND.ERAL PEMASY ARAr(A TAN 

JI. Vctcnu1 No. 11 
JAKARTA 

SURAT · EDARAN 

-·-····-·-··-------·----·---------
NOMOI\ ' E.PR.06.10·JO. 

Tentang 

BEBAS PEREDA RAN UANG (BPU) 

Seb:ag<limanii dimnklu~>•i bahwa hmgsi dnri · R:;giste; D adal<lh 
mengkonh·ol pemiiikan.. peredanm dan penggtmaan uang Omai 
narapldan.rt/t.ahanan secara langsung di Layas/Rutan/ Cabrutan yang pada 
prinsipnya merupakan lanmg•m, mengingat bCJhwa pemilik~n, pel'edaran dan 
penggunMn uat1g tur.ai secara langsun6 climaksud memberi dampak pada 
telindinya gang3uan keamanan dan kctertiban serta hubungan kolutit di 
Lapas/Rutan/ Cai>rutan. 

Ber·J.a.Sarkan pemantauan dan evaiuasi Direktorat Jenderal 
Pemasyau~.katan d1 Lapas/Rutan/Cabrutan ditemukan bahwa furtgsi Register 
D ternyata ti.dak optimal dan disinyalir terjad.i pemilika~, pered<;ran dan 
penggunnan uang tunai secara langsung ra.d.a sejurnlah LapasfRutan/ 
Cabrutan. 

Dal<\n; ·ra-ngka kcmbali memant.:.pkan suasana, ·sftua!:i dan ·kondisi 

kehidupan dan penghidupan yang teratur, ama:1, te!·tib dan !:enteram seh\ngg-5 
dapat menjamin terselenggaranya kegidtan pelayanan/ per.1binaau di 
L?.pasjr!utan/Cabrutan sebagaimana dihr,rapkan, maka periu ditakuh:n 
oFtimalisasi Register D dengan mencanangk"n program Lapas/Rutan/ 
Cabrutan Bebos P~redara11 Uang fBFUi yang pad a <iasarnya P~ merupakan 
program baru namun merupakan.revitahsasi nilat~nil<d dasar yang memang; 
sudah sejlik lama di!akukan pada tap~s/Rutan/Cabrutan, yang dewasa ini 
cenderung melemah. 

Babas Peredarmt Uang ada!ah keadaan ciimana cli Lapas/R~tan/ 
~,nl>rutan tittak keredar unug tu11ai da1r atnu bertransaksi langsung dengan 
tum~ tun4i, melalui pengaturan mekanisme dan tata cara peredaran dan 
penggunaannyn yang terkendal~. 

Sehubungan deHgan hal tersebut, bersilma ini kami · mohon perhatian 
saud::tnl untuk melakukan Jangkab-langkah scbagai berikut: 

1. Metnerintahkdn kepada para Kepaia Lnpas/Rutan/Cabrutan di v.rilayah 
!'audar<'. untuk mengoptimalY.an f!l:<gs! Register D dalam rangkn 

mt'mb«t::~si dan mengendaliknn pemiliknn, p<:rcdarc;n dan penggun<Jan 
•JiL'lg tut;(,i secar~ bn:;.sung di L:.pi!s/Hut'af'/Cabruti:H\ yang 
bel':<:~ng,1.;:utdn. 

2. i\'Il·lakukal1 invent.'<risasi tcru:> JrtO.:n.:;·ui> d,1;; n1cl:>p•H!;,.Jn kepnt.b k.1ml 
1 :H1<!~/;\uti1n/ C<.1brutan y<JJ·~g tdd·, .J:t;;u sed,:n,g <!.?<lam proses 

.· 
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nt-,:~akt.t~qln rro~nm BPU scb3ga!rnana dian1anatkan daiarn Rapi:tl K.::rj« 
..., .. ,,. 1~:,. o,., ....... ,., .. ,.,..,~,..,"'··~ ·r-,h,.,. '1'1''' ... "" """ ~ ""'""'"'<' ....... ~ .. --•• w '""··'"'·' -·-·-···· 

BPU p<:~tb L-1p<'.s/Ruhta/ 
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Mekanisme BPU dari kunjungan 

WBP menabung di loket BPU 
dl ruang Kun)ungan 

!'l· ·· f' Bentuk kupon BPU 

I@ I 
; =:~~::':E~-1 
' W«_a._.~ ' 

I=:::. ~ .. ~r . \ Bentuk buku Tabungan BPU 
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Mekanisme BPU 
dari Blok I Kamar Hun ian 

WBP Mengambil kupon BPU 

c.· ff Bentuk kupon BPU 

@ 
~-·· .. ·-·~·~ 
-····~·--~· ·-:-:=:=;:;:._•;:":.:!'.:::-· ......... ,. .... 

- •• ··o<- I _.,._ "~, Bentuk buku Tabungan BPU 

WBP dapat membelanjakan kupon BPU 
di Koperasl 

WBP dapat mempergunakan kupon BPU 
untuk menelpon di wartel koperasi 
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contoh buku tabungan BPU 

UJ-.I'Ait'II•.Mt.N lll!l<l.'M U.\ 'IIIlA "t Itt 
KAN'I«)U WIL\\'AIIIU~I J.'\K.\IUA 

U'.MIJA(~A Pt:MA~V.-\IIAI\At.\r. 1\l .. "-'> IIA 1><\U \II!A 

Jl. l'•nfl ~""" "'i~&"• ~ IIllA Jul<.uJb l'u"f 

UU\1: Sl\11'1\NAN \\ IW 
• 

!\lAMA 

Nl), ht':t#fi'il t:k 
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contoh kupon BPU 
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1. Hasll Wawancara dengan Petugas 

Nama :GA 

Apakah yang dimaksud dengan mekanlsme BPU di lapas Salemba? 

);> "BPU adalah menggantl alat tukar transaksl dengan kupon .. , nllalnya sama dengan 
uang tunal namun wujudnya bukan uang tunal, narapldana dlwajlbkan untuk mem!liki 
Buku Tabungan" 

);> "Pelaksanaan BPU menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi sub seksl Reglstrasl 
karena telintegrasi dalam togas pencatatan barang bawaan narapldana dalam 
Register D, kami berhak dan berwenang mengeluarkan Buku Tabungan dan Kupn 
BPU dan mencatat transaksl harlan keluar masuknya uang" 

);> "mengenai transfer memang tldak bisa dlhindari, makanya saya memberikan 
kebijakan dengan mengeluarkan nomor rekenlng yang dituju, tujuannya agar tertib. 
Tap! pada kenyataannya memang banyak narapidana juga memillh melakukan 
transfer lewat petugas lain, ltu ga bisa klta kontrol, yang penting petugas yang 
bersangkutan memasukkannya ke dalam buku tabungan narapldana yang 
bersangkutan, kenyataannya memang tldak dimasukkan ke tabungan narapidana, 
petugas dan narapldana sepertlnya leblh suka yang seperti itu .. " 

l> "kita pemah mendatangkan plhak luar yng tertarik untuk membuat mekanlsme 
komputerisai BPU yang terintegrasl dart reglstrasl ke koperasl, sehingga transaksi 
bisa dllakukan layaknya di super markat, narapidana hanya menggunakan kartu 
sepertl ATM.;, namun nllai lnvestaslnya terialu tlnggl, sementara anggaran untuk itu 
tldak ada .. , mengharapkan investor sepertlnya tidak mungkln .... " 

l> "Saat lnl petugas yang dltunjuk sebagal operator pelaksana BPU ada satu petugas, 
kalau petugas tersebut berhalangan hadlr, maka petugas reglstrasl lain yang 
menggantikannya, hanya untuk mengeluarkan kupon BPU safa, kalau membayar 
klaim dali petugas Koperasl hanya petugas operator yang ditunjuk tad! yang blsa. 
Tujuan kita hanya menunjuk satu petugas, karena memang jumlah petugas di Sub 
Seksl Reglstrasl yang terbatas, klta ada 7 orang termasuk saya, masing.maslng dlbagl 
habls dengan job desk yang ada ... !' 

l> "keblfakan ltu dlambll karena dulu penghuni maslh sedlkit, sekarang bldang tugas 
semakln meningkat selring dengan bertambahnya jumlah penghunl .. ,memang tldak 
blsa dipungklri alat komunikasl itu pentlng, saya yakin staf saya komlt untuk tldak 
menyalahgunakannya ... , klo petugas paste atau penjagaan memang sangat 
memungklnkan penyalahgunaan taplltu kn tergantung orangnya ..• " 

}> usarana prasarana BPU saat inf buku tabungan, kupon BPU dan buku pencatatan 
keluar masuknya uang narapldana. semua dilsi secara manual, kalau fapoma per 
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bulannya baru ketika Input dl Komputer. Kondisi yang ada saat in! memang seperti ini, 
jadi dengan sarana yang minim klta harus laksanaken.'' 

)> "pemah kita mendatangkan orang yang tertarik untuk mengubah metode SPU 
menjadl leblh balk dengan menggunakan kartu chip sebagal gantl kupon dan buku 
tabungan, kemudian input data uang narapidana secar:a online melaJul computer, 
namun setelah mereka presentasi costnya terlalu mahal, sementara darl kantor kita 
tidak memiliki anggaran khusus untuk BPU, jadl sampai tahap itu saja .. " 

)> "kendala yang muncul dlam pelaksanaan tugas adalah kita berjalan sendiri-sendin. 
Saat lnl orang hanya melihat bahwa sukses tldaknya BPU hanya dilihat dari reglstrasl 
dan koperasi, padahal seharusnya semua plhak memlllkl tanggung jawab yang sama 
dalam menyukseskan program ini. Misalnya bagaimana pihak KPLP tegas menlndak 
narapidana yang tertangkap membawa uang ke dalam blok hunian atau mencoba 
membawa uang saat setelah kunjungan, tap! sayangnya mereka malah terkesan tidak 
pedull, malah memfasllltasi ••• " 

Nama :SH 

)> "di lapas ini Koperasi memonopoli perdagangan termasuk pengelolaan wartel 
khusus, sehingga otomatls transaksl keuangan narapidana melalui koperasi. Transaksi 
dilakukan dengan menggunakan Kupon BPU, narapidana yang mau belanja atau 
menelpon dl wartel harus menyerahkan Kupon BPU dan nominalnya tertera dalam 
kupon, setlap sore kemudian klta melakukan penaglhan ke sub seksi registrasl 
berdasarkan jumlah transaksl yang masuk" 

)> "di ruang kunjungan terdapat 2 KBU wartel khusus dan kantin, dl tempat ini uang 
masih dlperbolehkan, sehlngga transaksi balk kantin maupun wartei sama halnya 
seperti kita berbelanja dlluar, pake uang langsung, jadi tldak repot. .• " 

)> "belanfa pake kupon BPU memang merepotkan,. •• seringkall terjadl sellslh antara 
kupon yang keiuar dengan jumlah total yang klta klaim setiap sore di akhlr transaksi, 
ltulah problemnya kaiau maslh manual, problem ialnnya adalah klta akhlmya 
mengalah dengan kondisl dlmana setlap harinya transaksl menggunakan kupon BPU 
jauh lebih sedikit dibandingkan uang tunal, misalnya total BPU yang beredar 1 juta, 
uang tunal bisa 3 juta iebih, lnl kan dilemma buat klta, satu slsl kita dituntut untuk 
mensukseskan BPU , disisl lain koperasi harus mendapatkan keuntungan, nah kalo 
mengharapkan dan kupon BPU saja bagalmana klta mau untung. •. " 

)> "adanya wartel yang dikelola oleh koperasi menambah keuntungan koperasl, selama 
lnl keuntungan hanya dldapat dar! sector perdagangan kebutuhan harian narapldana 
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dan petugas dan seksi slmpan plnjam, namun adanya wartel usaha kita jadi 
bertambah, artlnya pendapatan pun bertambah •.•.. " 

> "tugas klta mengamankan wartel agar tldak te~adl penyalahgunaan oleh narapidana, 
balk pada saat menggunakan maupun pada saat menggunakan pembayaran dengan 
kupon BPU, klta selalu berkoordinasl dan bekerjasama dengan petugas BPU registrasl 
tentang penggunaan kupon lnl, ... " 

> "omset koperasi lapas salemba terbesar kedua seteiah rutan ctptnang, ltu 
berdasarkan keterangan dari plhak Pasopatl, hlngga Juli 2009 total omset adalah Rp. 
156.467.830,· .. dl rutan cip!nang blsa tlnggi karena dlsana tdk peke BPU, jd simple 
slstem pembayarannya, KBU-nya pun ada di setlap blok. •.. " 

> "Petugas operator yang bertugas membagikan kupon BPU, Input data dl Buku 
Tabungan hanya ada satu petugas, katanya karena petugas yang kurang. Hal lni 
menjadl masalah juga di plhak Koperasl, karena kalau petugas yang bersangkutan 
tldak hadlr, narapldana kadang memaksa klta untuk belanja menggunakan uang 
tunai, ftu masalah .. di satu sisi kita harus mendukung pelaksanaan BPU, tapi distsi lain 
kita Koperasi juga harus untung, masalah lain adalah dalam hal klalm tagihan, kalau 
petugas tersebut ga datang, klalm ga blsa dlbayar, semua uang dla yang pegang. 
Belum masafah-malah lainnya.~." 

> "ya glmana ya •. , k!ta kn harus untung kalau mengharapkan kupon BPU, glmana 
koperasi mau untung. !ni sudah k!ta bahas dan ketua koperas! mengljlnkan hal 
tersebut. Karena kalau ditolak Juga kan blsa menyebabkan gangguan kamtlb,jadi klta 
flekslbel lah, karena percuma juga klta memaksakan dirf untuk BPU kalau faktanya 
uang sudah banyak: beredar .•. " 

> .,kita pernah menemukan narapfdana yang menggunakan uang tunai dan 
menyerahkannya kepada pihak KPLP, tapi kenyataannya tldak dltlndak, dan ltu 
seringkali terjadl •• lama·lama k!ta juga capek kok kesannya tugas BPU hanya tugas 
petugas Koperasl saja, sementara pihak lain ga peduli . .'' 

Nama :DE 
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II. Narapldana : 

1. Sudah berapa lama saudara berada di lapas Klas IIA Salemba Jakarta? 

2. Dalam kasus apakah saudara berada disini? 

3. Apakah pengetahuan saudara tentang register D yang mengharuskan para 

narapidana menitipkan barang dan uangnya pada pe1ugas Registrasl? 

4. Tahukah istilah Bebas dart Peredaran Uang (BPU) ? 

5. Sudahkah hal ini diterapkan di lapas Klas IIA Salemba Jakarta? 

6. Bagaimana pendapat saudara tentang mekanisme BPU? 

7. Apakah semua narapidana disini mengetahui mekanisme tersebut? 

8. Sejauh mana sosialisasl mengenai BPU yang telah dilakukan oleh para pe1ugas? 

9. Bagaimana reaksi saudara dan ternan-ternan lalnnya mengenai hal ini? 

10.Selama saudara berada di lapas Salemba ini bagaimana caranya dalam 

melakukan komunikasi dengan keluarga khususnya un1uk meminta uang? 

Apakah lewat sura! , sms, atau telfon?. 

11. Un1uk keperluan apakah uang yang saudara gunakan? 

12. Berapa besarnya kebutuhan keuangan yang saudara serta berapa jumlah 

nominalnya yang dikirimkan oleh keluarga saudara dalam tiap minggufbulannya? 

13.Sepengetahuan saudara bagaimana dampak yang ditimbulkan dan adanya 

penerapan BPU bagl pe1ugas maupun narapidana di lapas Klas IIA Salemba? 

14.Apakah hamba!an-hambatannya dari pihak petugas? 

15.Apakah penerapan BPU juga disosialisasikan pada semua narapidana? 

16. Bagaimana cara pendekatan yang dilakukan oleh pe1ugas? 

17.Apakah telah diberitahukan bagaimana mekanisme penitipan uangnya? 

18.Apakah penffipan uang narapldana merupakan kewajlban yang harus 

dilakukakan oleh setiap narapidana di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta? 

19.Adakah sanksl yang diberikan oleh pe1ugas pada narapldana apabila mereka 

tidak menitipkan uangnya pada pe1ugas yang Ieiah dilunjuk? 

20.Sejauh ini apakah saudara tahu berapa banyak narapidana yang mau 

melaksanakan anjuran tersebut? 

21.Apabila teljadi pemeriksaan/sidak bila dHemukan uang dalam kamar saudara 

ataupun panghuni lainnya Bagaimana sikap dan tindakan pe1ugas dalam hal ini? 
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lUWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS 

1. DATA PRIBllDI 

Nama 

Tempat Jahir 

T anggal Jahir 

Jenls Kelamin 

Kewarganegaraan 

Agama 
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: Tanjung Karang 

: 04 Oktober 1975 
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: 0721 703970 
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SMP 

SMA 

Sarjana Muda 

Sarjana Hukum 

: SD Budl Bhakti Persit Tanjung Karang 

: SMP Negert 5 gotong Royong Bandar lampung 
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